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Penelitian ini bertujuan mendeskrispsikan akses pendidikan jenjang
menengah, faktor penghambat dan pendukung anak usia sekolah menengah (16-
18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan jenjang menengah dan solusi
kebijakannya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek
penelitian: kepala bidang pendidikan menengah Dinas Pendidikan Kabupaten
Purbalingga, kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangkon, kepala
sekolah SMK N 1 Kemangkon, kepala urusan kurikulum SMA N 1 Kemangkon,
dan 14 anak usia sekolah menengah (16-18 tahun) lulusan SMP/MTs yang tidak
melanjutkan sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa
wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara
pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan berupa akses
masuk, bertahan dan lulus belum ada secara maksimal, tergambar dari 1) kondisi
sarana dan prasarana pendidikan yang ketersediannya masih sebatas standar
minimal pendidikan, 2) keterjangkauan sekolah yang masih susah untuk anak-
anak yang tinggal jauh dari lokasi sekolah, dan 3) ketersediaan daya tampung
sekolah yang timpang dengan jumlah lulusan. Kondisi ini berlanjut pada
fenomena anak lulusan SMP/MTs ada yang tidak melanjutkan kejenjang
berikutnya. Faktor penghambat anak untuk melanjutkan sekolah adalah 1)
ekonomi keluarga yang rendah, 2) motivasi yang kurang, 3) lingkungan sosial
yang kurang mendukung terhadap pendidikan, dan 4) geografis beberapa desa
yang jauh dari kota kecamatan. Sedangkan faktor pendukung anak untuk
melanjutkan sekolah, adalah 1) ada berbagai bantuan biaya pendidikan, 2)
motivasi internal yang berkeinginan maju melalui pendidikan, 3) lingkungan
eksternal dari teman yang memiliki pemikiran dan tujuan mengenai pendidikan,
dan 4) geografis yang datar dan ketersediaan jalan. Solusi dari permasalahan ini
berupa kebijakan mengenai pembiayaan pendidikan, pendidikan luar sekolah dan
kerjasama/kemitraan dari berbagai pihak.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah bekal manusia untuk hidupnya. Tanpa pendidikan
sebagai modal, manusia akan mengalami berbagai keterbatasan. Padahal
manusia lahir dengan membawa banyak kebutuhan untuk dipenuhi. Untuk
mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, pendidikan jelas dibutuhkan agar
manusia dapat berkembang secara optimal baik secara intelektual, emosional,
moral, dan spiritual. Selain itu pendidikan merupakan akses bagi manusia
untuk dapat mengangkat derajatnya dan menjadi satu cara yang dipilih untuk
meraih kemajuan masyarakat beserta bangsanya.
Bagi setiap negara di dunia, pendidikan merupakan unsur penting
untuk dapat mengangkat derajat negeri dan rakyatnya sehingga memiliki
kedudukan yang sama dengan bangsa lain. Indonesia menjelaskan dan
mewujudkan pentingnya pendidikan dengan berbagai regulasi seperti; 1)
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, 2) UUD 1945 Pasal
31, 3) UU No. 20 Th. 2003. 4) UU No. 14 Th. 2005, 5) Peraturan Pemerintah,
6) Peraturan Menteri, dan lain-lain baik perintah tertulis, perintah lisan,
maklumat, dan sejenisnya. UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi “Setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan”. Dengan demikian, jelas bahwa
pendidikan adalah sebuah hak yang harus dimiliki oleh setiap warga negara
Indonesia sedangkan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan,
mengusahakan, dan membiayai suatu sistem pendidikan nasional yang dapat
2diakses oleh seluruh warga negaranya. Sistem Pendidikan Nasional sendiri
telah diatur dalam UU No. 20 Th. 2003. Sistem pendidikan nasional ini
menyangkut keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara
terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen pendidikan yang
dimaksud yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan. Semua
komponen itu berhubungan dengan penyelenggaraan dan pembiayaan yang
telah diatur didalamnya. Selain itu dalam undang-undang tersebut juga
memuat tujuan pendidikan yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Th. 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2004-2009), Pendidikan
ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan
nasional yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan
pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau
bagi seluruh warga yang salah satunya melalui pendidikan formal.
Harapannya melalui berbagai regulasi tersebut, Indonesia benar-benar mampu
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengupayakan perluasan dan
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Pada kenyataannya setelah Indonesia merdeka selama 69 tahun,
Indonesia masih memiliki masalah dalam bidang pendidikan. Beberapa
3masalah tersebut berkenaan dengan: 1) pemerataan memperoleh pendidikan,
2) kualitas atau mutu sekolah, 3) relevansi untuk lulusan terutama untuk
sekolah kejuruan, dan 4) efektivitas dan efisiensi dalam proses dan
pengelolaan pendidikan. Lebih spesifik wujud permasalahan dari berbagai
topik tersebut antara lain: a) masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan
yang cukup lebar antar kelompok masyarakat dan antar daerah, b) daya
tampung untuk sekolah menengah di beberapa daerah mengalami
ketimpangan, c) fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang
pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi belum tersedia secara
merata, d) kualitas pendidikan relatif masih rendah dan belum mampu
memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik, e) problem kualitas guru, f)
pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan
kewirausahaan lulusan, g) pendidikan masih menghadapi kendala dalam
mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi, h)
manajemen pendidikan belum berjalan secara efektif dan efisiensi, dan i)
anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai.
Kenyataan ini makin diperkuat dengan melihat hasil SUSENAS
(Survei Sosial Ekonomi Nasional), dari hasil tersebut menggambarkan bahwa
pembangunan pendidikan di Indonesia belum mencapai hasil yang
memuaskan terutama untuk pendidikan jenjang menengah. Hasil SUSENAS
2013, menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia 16-
18 tahun hanya sebesar 78,19% dan Angka Partisipasi Murni (APM)
penduduk usia 16-18 tahun hanya sebesar 58,25% (BPS-RI, Susenas 2013).
4Untuk pemerataan kesempatan belajar pada pendidikan menengah (Dikmen)
masih menghadapi masalah yang cukup serius, bahkan lebih serius
dibandingkan dengan pemerataan di SMP. Pernyataan tersebut seperti apa
yang dijelaskan oleh Ace Suryadi & Dasim Budimansyah (2009:136), “hingga
tahun 2009, kesempatan pendidikan menengah masih sangat tidak merata
antara penduduk di daerah perkotaan dan pedesaan, yang ditunjukkan dengan
indeks pemerataan sebesar 29,97%”. Indeks pemerataan ini menggambarkan
adanya kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup lebar antar kelompok
masyarakat seperti, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara
penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, dan antar daerah. Masalah ini
berlanjut pada fasilitas pendidikan khususnya untuk pendidikan jenjang
menengah yang belum tersedia secara merata.
Padahal pemerintah telah mencanangkan pemberian kesempatan
seluas-luasnya agar seluruh anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan
setinggi-tingginya dan mengakses pendidikan dengan mudah di berbagai
jenjang pendidikan. Sebagai perwujudannya pemerintah mencanangkan
pendidikan untuk semua (Education for All), kebijakan perluasan akses
pendidikan dan pendidikan menengah universal namun,  hingga awal
milenium ketiga ini pemerintah belum bisa mengentaskan seluruh warganya
untuk bisa mencapai pendidikan jenjang menengah. Ini semua erat kaitannya
dengan pemerataan dan perluasan pendidikan di Indonesia masih tergolong
rendah.
5Permasalahan pemerataan dan perluasan ini sering dialami oleh
mereka kelompok masyarakat marginal, seperti golongan miskin maupun
golongan masyarakat pedalaman. Mereka mengalami keterbatasan dalam
mengakses layanan pendidikan karena terhambat oleh keadaan geografis dan
ekonomis. Sehingga yang terjadi, kelompok masyarakat miskin dan
pedalaman hanya memperoleh pendidikan formal seadanya bahkan ada yang
mengenal pendidikan formal saja tidak. Hal ini sangat berbeda dengan mereka
yang berasal dari kelompok masyarakat menengah keatas apalagi yang tinggal
didaerah perkotaan. Mereka akan dengan mudah mengakses pendidikan sesuai
kebutuhan dan karakteristik mereka masing-masing. Selain kelompok
masyarakat tersebut, perempuan juga masih termarginalkan dalam mengakses
pendidikan terutama pendidikan formal. Banyak perempuan di daerah-daerah
tertentu masih mendapat batasan-batasan untuk mengakses pendidikan.
Semua permasalahan pendidikan yang masih terjadi menggambarkan
bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia belum mencapai hasil yang
memuaskan. Demikian pula pembangunan pendidikan di Kabupaten
Purbalingga belum mencapai hasil optimal terutama untuk pendidikan
menengahnya. Hal tersebut dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka
Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
SMA/SMK/sederajat yang masih rendah. Berdasarkan data dari Dinas
Pendidikan Kabupaten Purbalingga untuk tahun ajaran 2013/2014, APK untuk
jenjang pendidikan menengahnya adalah sebesar 61,76%, APMnya sebesar
41,18% dan APSnya 49,45% untuk laki-laki dan 44,34% untuk perempuan.
6Padahal jumlah penduduk usia sekolah 16-18 tahun untuk jenjang pendidikan
menengah mencapai 43.267 jiwa, dengan 22.518 untuk laki-laki dan 20.749
untuk perempuan dan hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Purbalingga
terdapat minimal satu unit sekolah menegah.
Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat APK dan APM
pendidikan jenjang menengah di Kabupaten Purbalingga adalah banyaknya
lulusan SMP/sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi
yaitu SMA/SMK/sederajat. Jumlah lulusan SMP/sederajat pada tahun 2013
sebanyak 12.047 anak sedangkan siswa baru untuk SMA/SMK/sederajat
sebanyak 9.365 anak (Profil Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2013/2014). Tercatat selama empat tahun terakhir dari
tahun 2010-2013 terdapat selisih rata-rata 3.439 anak yang belum diketahui
keberadaannya antara tidak melanjutkan sekolah atau melanjutkan sekolah di
kabupaten lain, selisih tersebut adalah jumlah tamatan SLTP dengan jumlah
anak yang diterima di SLTA. Selain masih banyaknya anak-anak usia sekolah
menengah yang tidak melanjutkan, masalah lain yang masih belum tuntas
adalah anak putus sekolah. Tercatat pada tahun ajaran 2013/2014 ada 144
anak terputus aksesnya untuk tetap bersekolah.
Tabel 1. Angka Melanjutkan (AM) Jenjang Pendidikan Menengah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2013






1. 2010 10.975 7.520 3.455 68,52
2. 2011 11.904 7.859 4.045 66,02
3. 2012 12.563 8.991 3.572 71,57
4. 2013 12.047 9.365 2.682 77,74
Rata-rata 3.439 70,96
Sumber:Data olahan BPS Kabupaten Purbalingga 2010-2013
7Kondisi tersebut haruslah menjadi suatu perhatian khusus bagi
pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk dapat memperbaiki dan
meningkatkan pendidikan serta mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten
Purbalingga yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk
membentuk insan Purbalingga yang cerdas, terampil, berakhlak mulia, dan
kompetitif. Misi Dinas Pendidikan Pendidikan Kabupaten Purbalingga, yaitu:
1. Menciptakan budaya kerja kreatif, inovatif, prestatif dan bermoral bagi
seluruh pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas pada jenjang
pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan
nonformal dengan prinsip keterjangkauan dan kesetaraan, serta
keterjaminan.
3. Melaksanakan manajemen pendidikan yang efektif, transparan, dan
akuntabel.
4. Mendidik insan cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinetik.
5. Membimbing dan melatih insan yang trampil dan mandiri.
6. Menciptakan layanan pendidikan yang inovatif dan kompetitif.
7. Mengembangkan pendidikan karakter dan nasionalisme dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, dan sosial budaya.
8. Melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
Melalui berbagai uraian di atas dapat diketahui salah satu penyumbang
rendahnya APK dan APM untuk jenjang pendidikan menengah di Kabupaten
Purbalingga adalah adanya anak yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang
8pendidikan menengah. Anak yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang
menengah tersebut tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga, dan
salah satu kecamatan yang menyumbang rendahnya APK dan APM untuk
Kabupaten Purbalingga pada jenjang pendidikan menengah adalah Kecamatan
Kemangkon. APK Kecamatan Kemangkon hanya sebesar 21,23% dan
APMnya adalah 11,86% (Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga,
2013/2014).
Pendidikan yang seharusnya adalah memberikan akses pada semua
anak untuk masuk, diterima dan bertahan di sekolah untuk belajar dan
berkembang dengan berbagai karakter mereka masing-masing, walaupun
tinggal di kota atau di desa, dari keluarga kaya atau miskin, berjenis kelamin
laki-laki maupun perempuan. Pendidikan di Indonesia harus merata dan
berkeadilan tidak boleh ada ketimpangan bagi pihak manapun dengan latar
belakang apapun dan yang tinggal dimanapun, karena melalui pendidikan
akan memberikan dampak positif bagi masyarakat termasuk masyarakat di
Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hal tersebut
perlu dilakukan penelitian guna mengetahui faktor yang menjadi penyebab
anak usia sekolah menengah (16-18 tahun) untuk tidak melanjutkan
pendidikan dan faktor pendukung untuk anak usia sekolah menengah (16-18
tahun) melanjutkan pendidikan SMA/SMK/sederajat. Oleh karena peneliti
bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Ketimpangan Akses
Pendidikan Jenjang Menengah dan Solusi Kebijakan di Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga”.
9B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang dapat diidentifikasi masalah-
masalah sebagai berikut:
1. Rendahnya, APK untuk jenjang sekolah menengah sebesar 61,76%,
APMnya sebesar 41,18% dan APSnya 49,45% untuk laki-laki dan 44,34%
untuk perempuan.
2. Timpangnya jumlah lulusan SMP/MTs/sederajat yang jauh lebih banyak
dari pada jumlah anak baru yang diterima SMA/SMK/sederajat.
3. Rendahnya angka melanjutkan untuk pendidikan jenjang menengah.
4. Adanya anak putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan sekolah
untuk pendidikan jenjang menengah.
C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini lebih
diarahkan pada permasalahan yang berkaitan dengan akses pendidikan formal
jenjang menengah dan solusi kebijakannya di Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah
dideskripsikan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam
pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa penyebab rendahnya APK (21,23%) dan APM (11,86%) pendidikan
jenjang menengah di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga?
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2. Bagaimana akses pendidikan jenjang menengah di Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat anak usia sekolah menengah (16-
18 tahun) di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga untuk
melanjutkan pendidikan di SMA/SMK/sederajat?
4. Apa solusi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan
dengan akses pendidikan menengah di Kecamatan Kemangkon Kabupaten
Purbalingga?
E. Tujuan Penelitian
Dengan judul yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan:
1. Penyebab rendahnya APK (21,23%) dan APM (11,86%) pendidikan
jenjang menengah di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
2. Akses pendidikan jenjang menengah di Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga.
3. Faktor pendukung dan penghambat anak usia sekolah menengah (16-18
tahun) di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga untuk
melanjutkan pendidikan di SMA/SMK/sederajat.
4. Solusi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan





Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran serta memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang
pendidikan, khususnya akses pendidikan tingkat menengah di Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Selain itu penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian lain sejenis.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat membantu memperluas
pengetahuan, wawasan dan pengalaman agar dapat mengaplikasikan
teori yang dimiliki dan mencoba menganalisis fakta, gejala, dan
peristiwa yang terjadi secara ilmiah dan objektif.
b. Bagi Dinas Pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan bahan
pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Dinas
Pendidikan Kabupaten Purbalingga) dalam pengambilan kebijakan
yang berkaitan dengan akses pendidikan jenjang menengah.
c. Bagi Kepala Sekolah, penelitian ini dapat membantu memberi
pengetahuan tentang akses pendidikan jenjang menengah dan dalam
mengambil kebijakan sekolah untuk memberikan pelayanan
pendidikan secara lebih baik bagi peserta didik.
d. Bagi Guru, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan
untuk dijadikan sebagai sumbangan pemikiran tentang akses
pendidikan jenjang menengah untuk dijadikan bahan kajian lebih







Kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman untuk bertindak dalam
rangka menyelesaikan suatu permasalahan. Perserikatan Bangsa Bangsa
(Arif Rohman, 2009:101), “kebijakan adalah pedoman untuk bertindak,
pedoman tersebut bisa yang berwujud amat sederhana atau kompleks,
bersifat umum atau khusus, luas ataupun sempit, kabur atau jelas, longgar
atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat”. Hugh Helco
dan James E. Anderson dalam Solichin Abdul Wahab (1997:2)
berpendapat bahwa,
Kebijakan merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk
dilakukan atau tidak dilakukan, tindakan ini dibuat secara sengaja
yang relatif stabil dan dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor
untuk mengatasi permasalahan atau hal-hal yang menjadi perhatian
bersama dalam kehidupan masyarakat.
Pendapat lain dikemukakan oleh Bambang Indriyanto (2014)
menyebutkan, “kebijakan merupakan suatu proses penetapan keputusan
yang melibatkan berbagai pertimbangan untuk menjamin bahwa keputusan
tersebut mencakup sebanyak mungkin aspirasi dari berbagai kelompok dan
stratifikasi sosial”.
Berdasarkan dari pengertian kebijakan di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa kebijakan adalah pedoman untuk bertindak bagi
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dalam rangka
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menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu permasalahan yang
memerlukan kebijakan untuk mengatasinya adalah permasalahan dalam
bidang pendidikan yang nantinya menghasilkan kebijakan bidang
pendidikan.
2. Pengertian Kebijakan Pendidikan
Kebijakan pendidikan secara sederhana dapat diartikan kebijakan
yang mengatur hal-hal khusus tentang pendidikan dan merupakan bagian
dari kebijakan publik. Hal-hal khusus tentang pendidikan yang dimaksud
adalah untuk menyelesaikan masalah dalam dunia pendidikan. Masalah
pendidikan yang masih terjadi di Indonesia antara lain: 1) pemerataan
dalam memperoleh pendidikan, 2) kualitas atau mutu sekolah, 3) relevansi
pendidikan terutama untuk lulusan sekolah kejuruan, dan 4) efektivitas dan
efisiensi dalam proses dan pengelolaan pendidikan. Banyak praktisi dan
ahli di bidang pendidikan memberikan definisi mengenai kebijakan
pendidikan. H. A. R. Tilaar & Riant Nugroho, (2008:140) mendefinisikan
kebijakan pendidikan sebagai berikut:
Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil
perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan
dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan
tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu
kurun waktu tertentu.
Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari sebuah kebijakan
pendidikan adalah tercapainya tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan
pendidikan diperlukan pedoman untuk bertindak, hal ini sama dengan
definisi kebijakan pendidikan menurut Arif Rohman (2009:129) bahwa:
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Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman
bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik
umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang
dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan,
program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan
pendidikan.
Pendapat lain dikemukakan oleh Slamet (2014), “ kebijakan publik
bidang pendidikan adalah apa yang dikatakan (diformulasikan,
diputuskan/diadopsi) dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam
bidang pendidikan”. Lebih lanjut yang dimaksud dikatakan adalah dalam
bentuk regulasi (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Keputusan
Direktur Jenderal, Peraturan Daerah, dan sejenisnya), perintah tertulis,
perintah lisan, maklumat, dan sejenisnya).
Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kebijakan pendidikan
adalah bagian dari kebijakan publik yang mengatur khusus pendidikan
agar tercapainya tujuan pendidikan melalui pedoman untuk bertindak yang
salah satunya bisa diwujudkan dengan berbagai regulasi yang berupa
penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta perilaku dalam
pendidikan.
3. Tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan
Suatu kebijakan pendidikan dirancang dan dirumuskan untuk
selanjutnya diimplementasikan, sebenarnya tidak begitu saja dibuat. Suatu
Kebijakan pendidikan perlu melalui berbagai tahap dalam proses
pembuatan kebijakan. Menurut  William N. Dunn (2003:24) ada lima
tahap dalam proses pembuatan kebijakan, tahapan tersebut yaitu: 1)
Penyusunan agenda, 2) Formulasi kebijakan, 3) Adopsi kebijakan, 4)
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Implementasi kebijakan, 5) Penilaian kebijakan. Dari kelima tahap-tahap
dalam proses pembuatan kebijakan ini membentuk sebuah siklus. Tahap-
tahap dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan tidak jauh berbeda
dengan proses pembuatan kebijakan yang dijelaskan oleh William N.
Dunn. Slamet (2014) menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan
pendidikan adalah sebuah siklus. Siklus tersebut berdasarkan siklus dari
Fischer (2007) yaitu policy stages model dan cycle model. Dalam siklus
tersebut terdiri dari: 1) formulasi & adopsi, 2) implementasi, 3) evaluasi,
dan 4) refleksi & koreksi kebijakan. Gambaran dari siklus tersebut, adalah
sebagai berikut:
Gambar 1. Siklus Kebijakan Pendidikan
a. Penyusunan agenda kebijakan pendidikan
Penyusunan agenda merupakan suatu proses agar masalah bisa
mendapat perhatian dari pemerintah. Masalah yang masuk dalam












kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian dicari solusi
terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi untuk permasalahan
tersebut berasal dari pemilihan dari berbagai alternatif yang ada.
Tidak semua masalah atau issu tentang pendidikan akan
diambil kebijakan, seperti masalah yang telah menjadi issu namun
masih pada level privat atau level kolektif dan belum dianggap sebagai
issu publik. “Masalah privat adalah suatu masalah yang memiliki
akibat yang terbatas, tetapi masalah publik adalah masalah yang
memiliki akibat luas yang menyangkut hampir semua warga dalam
satu wilayah”, (Arif Rohman, 2009:102).
Oberlin Silalahi (1989) memberikan beberapa tipe peristiwa
dan isu yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan (Arif
Rohman, 2009:102), yaitu:
1) Peristiwa, kegiatan manusia atau alam yang dipandang memiliki
konsekuensi pada kehidupan sosial.
2) Masalah, masalah kebutuhan atau keinginan manusia yang harus
diatasi atau dipecahkan.
3) Masalah umum, masalah manusia tentang kebutuhan yang tidak
bisa diatasi secara pribadi.
4) Issu, masalah yang dipertentangkan antara satu sama lain.
5) Area Issu, sekelompok masalah umum yang saling bertentangan.
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b. Formulasi kebijakan pendidikan
Setelah diketahui sebab yang menjadi permasalahan maka
langkah selanjutnya adalah melakukan formulasi kebijakan
pendidikan. Pada tahap ini para aktor pembuat kebijakan merumuskan
alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan
tersebut dibuat dengan didasarkan pada permasalahan yang muncul di
lapangan. Menurut Syafaruddin (2008:83) dalam tahapan formulasi
kebijakan pendidikan pembuat kebijakan pendidikan perlu
memperhatikan beberapa isi penting untuk dijadikan sebagai pedoman
tindakan. Adapun isi kebijakan yang dimaksud meliputi:
1) kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan,
2) jenis manfaat yang akan dihasilkan,
3) derajat perubahan yang diinginkan,
4) kedudukan pembuat kebijakan,
5) (siapa) pelaksana program, dan
6) sumber daya yang dikerahkan.
c. Adopsi kebijakan pendidikan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh
para perumus, kemudian dilakukan adopsi dengan dukungan dari
mayoritas dari para pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan menjadi
salah satu aktor penting yang salah satu tugasnya adalah untuk
menentukan adopsi kebijakan pendidikan apa yang akan digunakan,
karena secara teori sebuah kebijakan pendidikan diadopsi berdasarkan
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landasan dari pemikiran yang dianut oleh masing-masing pembuat
kebijakan. Menurut Arif Rohman (2009:114) ada beberapa pola
pendekatan yang bisa digunakan dalam proses ini, yaitu:
1) Social Demand Approach
Pendekatan ini mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan,
serta aneka kepentingan yang didesakan oleh masyarakat. Langkah
awal yang dilakukan oleh pengambil kebijakan adalah menyelami
dan mendeteksi terlebih dahulu terhadap aspirasi yang sedang
berkembang dimasyarakat sebelum mereka merumuskan
kebijakan.
2) Man-Power Approach
Pendekatan yang kedua ini jauh berbeda dengan
pendekatan pertama yaitu Social Demand Approach. Man-Power
Approach lebih menitik beratkan kepada pertimbangan-
pertimbangan rasional dalam rangkaian menciptakan ketersediaan
sumberdaya manusia yang memadai di masyarakat. Pendekatan ini
tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya tuntutan dari
masyarakat untuk dibuatnya kebijakan pendidikan, karena yang
terpenting adalah berdasarkan pertimbangan rasional dan langkah
visioner dari pengambil kebijakan.
Hal terpenting untuk bisa mengadopsi sebuah kebijakan adalah
diperlukan dukungan berbagai pihak. Dukungan dari berbagai pihak
ini harus selalu mengutamakan kepentingan bersama namun, dalam
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prakteknya masing-masing pihak selalu membawa kepentingan
masing-masing dalam proses ini sehingga tidak jarang sering terjadi
tarik ulur.
d. Implementasi kebijakan pendidikan
Proses implementasi dinilai oleh banyak ahli pendidikan lebih
sulit dan rumit daripada proses sebelumnya. Proses implementasi
kebijakan pendidikan melibatkan banyak pihak untuk mampu
terlaksana, mulai dari perangkat politik, sosial, hukum, maupun
administratif/organisasi hal ini dalam rangka mencapai hasil yang
sukses. Sama halnya dengan pendapat dari Arif Rohman (2009:135)
bahwa:
Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang
tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan
menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran (target
groups), melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum,
politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung
berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat
dalam program.
Slamet (2014), memberikan pendapat bahwa ada tiga faktor
yang biasanya menjadi sumber kegagalan dan keberhasilan proses
implementasi, yaitu: a) faktor yang terletak pada rumusan masalahnya,
b) faktor yang terletak pada personil pelaksananya, dan c) faktor yang
terletak pada sistem organisasi pelaksana. Ketiga faktor ini bisa dilihat
dari siapa penyelenggara utama pendidikan karena melalui pengaruh
mereka kebijakan pendidikan akan berhasil atau gagal. Jadi, sebaik dan
sebagus apa pun formulasi kebijakannya apa bila dalam
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pengimplementasiannya gagal atau memberi hasil yang buruk maka
proses yang selama ini berlangsung hanya merupakan kesia-siaan.
Pendapat lain menurut Syafaruddin (2008:86) ada empat faktor
penting dalam proses mengimplementasikan kebijakan pendidikan,
yaitu: a) komunikasi, b) sumber, c) disposisi atau sikap, dan d) struktur
birokrasi. Keempat faktor tersebut dikatakan bekerja secara simultan,
baik berfungsi dalam memudahkan dan dapat pula mempengaruhi
proses pelaksanaan sehingga berakibat kurang berhasil. Dari kedua
pendapat tersebut penyelenggara utama pendidikan menjadi aktor
penting yang perlu diperhatikan tentang bagaimana sistem organisasi
pelaksana dan struktur birokrasinya.
e. Evaluasi kebijakan pendidikan
Evaluasi kebijakan adalah studi kebijakan yang merupakan
salah satu tahapan dari proses kebijakan. Pada proses ini dilakukan
kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan suatu kebijakan. Evaluasi terhadap kebijakan sangat
penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan pendidikan
karena, bukan hanya untuk meliat hasil (outcome) atau dampak
(impact) akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses
pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Dari situ evaluasi
membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang
ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang
benar-benar dihasilkan. Menurut William N. Dunn (2003:29), evaluasi
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tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh
masalah telah terselesaikan, tetapi juga melakukan klarifikasi dan
kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, untuk membantu
dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Evaluasi
kebijakan menurut William N. Dunn (2003:613) digolongkan menjadi
tiga, yaitu:
1) Evaluasi Kebijakan Semu (pseudo evaluation)
Evaluasi kebijakan semu adalah evaluasi yang sekedar
mempersoalkan alat-alat evaluasinya, dan tidak menyentuh sama
sekali terhadap substansi yang dievaluasi. Evaluasi ini lebih
menekankan pada alat-alat evaluasi yang digunakan apakah telah
memenuhi syarat yaitu, valid, reliabel, feasible, dan sebagainya.
2) Evaluasi Kebijakan Resmi (formal evaluation)
Evaluasi kebijakan resmi adalah evaluasi yang selain
mempersoalkan validitas, reliabilitas, dan fasibilitas alat-alat
evaluasinya, juga sekaligus menekankan untuk melihat substansi
yang dievaluasi.
3) Evaluasi Kebijakan berdasarkan teori keputusan (decision
evaluation)
Evaluasi kebijakan berdasarkan teori keputusan adalah
evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk
menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan
valid. Perbedaan evaluasi kebijakan berdasarkan teori keputusan
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dengan evaluasi yang lain adalah bahwa evaluasi ini berusaha
memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku
kebijakan baik yang tersirat atau tersurat.
B. Akses Pendidikan
1. Deskripsi akses pendidikan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) berbunyi:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan negara.
Untuk bisa mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi
peserta didik atau anak, guna mengembangkan potensi dirinya perlu
tersedianya akses terutama bagi anak usia sekolah untuk memperoleh
pendidikan. Akses merupakan terjemahan dari kata access dalam bahasa
inggris yang berarti jalan masuk. Sedangkan menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) menjelaskan bahwa akses merupakan
jalan masuk, terusan. Jalan masuk inilah yang akan memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan. Akses ini
yang mengarahkan kita pada satu tempat di mana berlangsungnya suasana
belajar dan proses pembelajaran yang akan mengembangkan potensi diri.
Salah satu tempat yang ideal untuk memperoleh pendidikan yang bisa
mewujudkan terjadinya suasana belajar dan proses pembelajaran adalah
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melalui lembaga pendidikan atau sekolah. Hal ini seperti yang dijelaskan
oleh Dwi Siswoyo, dkk (2007: 19) bahwa:
Pendidikan adalah proses dimana masyarakat melalui lembaga-
lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau melalui
lembaga-lembaga lain), dengan sengaja mentransformasikan
warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan
keterampilan-keterampilan, dari generasi ke generasi.
Akses Pendidikan selalu menjadi fokus untuk terus berusaha
ditingkatkan baik kualitas dan kuantitas sebagai wujud dari usaha
mencerdasakan kehidupan bangsa Indonesia. Pada Rencana Strategis
Pendidikan 2005-2009, yakni: a) mengolah diri subjek manusia itu sendiri,
b) memperluas akses pendidikan, c) meningkatkan kualitas pendidikan,
dan d) memperbaiki menajemen atau pengelolaan pendidikan, terutama
institusinya. Selanjutnya pada Rencana Strategis Pendidikan 2010-2014
fokus renstra pada pembangunan pendidikan lebih menekankan pada
layanan prima pendidikan. Dari fokus tersebut maka Kementrian
Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tahun 2010-2014 bervisikan
“Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk
Insan Indonesia cerdas komprehensif”. Maka misinya kemudian adalah a)
meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, b) memperluas jangkauan
layanan pendidikan, c) meningkatkan kualitas dan relevansi layanan
pendidikan, d) mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan
pendidikan, dan e) menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.
Dari dua Renstra pada dua periode berbeda mulai dari, memperluas akses
pendidikan, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas
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jangkauan layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam
memperoleh layanan pendidikan, dan menjamin kepastian memperoleh
layanan pendidikan. Dari kesemuanya itu jelas terbukti bahwa akses
merupakan sektor penting dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa
Indonesia hingga akses pendidikan menjadi salah satu dari tiga pilar
kebijakan pendidikan, yaitu: a) pemerataan dan perluasan akses
pendidikan, b) peningkatan mutu pendidikan, relevansi, dan daya saing
keluaran pendidikan dan c) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra
publik pendidikan.
Pemerataan dan perluasaan akses pendidikan dalam
merealisasikannya diperlukan tujuan dan sasaran strategis yang
dirumuskan berdasarkan jenjang pendidikan untuk sistem kelola yang
diperlukan dalam menghasilkan layanan prima pendidikan. Untuk
pendidikan jenjang menengah wujud sasaran strategisnya tercantum dalam
Renstra Pendidikan 2010-2014, yaitu:
a. APK nasional melampaui 85%, sekurang-kurangnya 60% provinsi
mencapai APK minimal 80%, sekurang-kurangnya 65% kota mencapai
APK minimal 85%, dan sekurang-kurangnya 70% kabupaten mencapai
APK minimal 65%;
b. Sekurang-kurangnya 95% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40% -nya
berakreditasi minimal B;
c. Sekurang-kurangnya 90% SMK berakreditasi, dan 30% -nya
berakreditasi minimal B;
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d. Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK
mengikuti Pelatihan Profesional;
e. Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-
1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% besertifikat;
f. Seluruh SMK besertifikat ISO 9001:2008;
g. Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB/SMK dan 70% SMK
melaksanakan e-pembelajaran;
h. 70% Lulusan SMK bekerja pada tahun kelulusan;
i. Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan
kewirausahaan;
j. Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMALB dan
SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan.
2. Pemerataan dan perluasaan akses pendidikan
Lebih lanjut mengenai pemerataan dan perluasaan akses
pendidikan Joni Bungai, dkk (2009) menjelaskan:
Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya
memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan
kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai
golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi,
jenis kelamin, tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual
serta kondisi fisik.
Dalam studinya Coleman (Ace Suryadi & Dasim Budimansyah, 2009:37)
yang berjudul Equality of Educational Opportunity menjelaskan:
Secara konseptual pemerataan kesempatan pendidikan dibedakan
menjadi, pemerataan kesempatan pendidikan secara aktif dan pasif.
Pemerataan pendidikan secara aktif ialah kesempatan yang sama
yang diberikan oleh sekolah kepada murid-murid terdaftar agar
memperoleh hasil belajar yang setinggi-tingginya, sedangkan
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pemerataan pendidikan secara pasif lebih menekankan pada
kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar disekolah.
Berdasarkan studi mengenai pemerataan tersebut, pemerataan
pendidikan secara pasiflah yang lebih sering digunakan sebagai definisi
dari pemerataan pendidikan. Padahal pemerataan pendidikan tidak hanya
terbatas pada apakah murid memiliki kesempatan yang sama untuk masuk
sekolah, namun lebih dari itu, setiap anak harus memperoleh perlakuan
yang sama sejak masuk, belajar, lulus, sampai dengan memperoleh
manfaat dari pendidikan. Untuk memahami pemerataan pendidikan secara
aktif, bisa dipelajari melalui gambaran yang diberikan oleh Shiefelbein
dan Farrel (Ace Suryadi & Dasim Budimansyah, 2009:37) dalam kerangka
analisis kebijakan pendidikan di bawah ini:
Gambar 2. Kerangka substansi analisis kebijakan pendidikan
Shiefelbein & Farrell (1982)
Gambar tersebut menggambarkan pemerataan pendidikan secara
aktif, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality of access)
Masuk Sekolah (access)
Bertahan di Sekolah (survive)
Dampak bagi kehidupan
lulusan (efisiensi eksternal)






Konsep pemerataan memasuki sekolah (equality of access)
berkaitan erat dengan tingkat partisipasi pendidikan sebagai indikator
kemampuan sistem pendidikan untuk memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan.
Pemerataan pendidikan ini dapat dikaji berdasarkan dua konsep yang
berlainan, yaitu pemerataan kesempatan (equality of access) dan
keadilan (educational equity) di dalam memperoleh pendidikan dan
pelatihan.
b. Pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah (equality of
survival)
Konsep pemerataan kesempatan untuk bertahan di sekolah
(equality of survival) menitikberatkan pada kesempatan setiap individu
peserta didik untuk memperoleh keberhasilan dalam pendidikan dan
pelatihan. Jenis analisis ini mencurahkan perhatian pada tingkat
efisiensi internal sistem pendidikan dilihat dari beberapa indikator
yang dihasilkan dari metode Grade Transition Rate melalui Kohort.
Metode ini mempelajari efisiensi pendidikan berdasarkan murid-murid
yang berhasil dibandingkan dengan murid-murid yang mengulang
kelas dan yang putus sekolah.
c. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar
(equality of output)
Dilihat dari sudut pandang perseorangan, equality of output ini
menggambarkan kemampuan sistem pendidikan dalam memberikan
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pengetahuan, dan kecakapan yang tinggi kepada lulusan tanpa
membedakan variabel suku bangsa, daerah, status sosial-ekonomi, dan
sebagainya. Konsep output pendidikan biasanya diukur menggunakan
proksi yang disebut prestasi belajar akademik. Dipandang dari sudut
sistemnya itu sendiri, konsep ini menggambarkan seberapa jauh sistem
pendidikan itu efisien dalam memanfaatkan sumberdaya yang terbatas,
efektif dalam mengisi kekurangan angkatan kerja yang dibutuhkan,
dan mampu melakukan kontrol terhadap kemungkinan kelebihan
tenaga kerja dalam hubungannya dengan jumlah yang dibutuhkan oleh
lapangan kerja.
d. Pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat atau dampak
pendidikan terhadap kehidupan masyarakat (equality of outcome)
Konsep pemerataan kesempatan dalam menikmati manfaat atau
dampak pendidikan terhadap kehidupan masyarakat (equality of
outcome) menggambarkan keberhasilan pendidikan secara eksternal
(external efficiency) dari suatu sistem pendidikan dan pelatihan
dihubungkan dengan penghasilan lulusan secara individual, jumlah dan
komposisi lulusan disesuaikan dengan kebutuhan akan tenaga kerja
(masyarakat), dan lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi (masyarakat).
Teknik-teknik analisis yang digunakan biasanya meliputi analisis rate
of return to education; hubungan pendidikan dan kesempatan kerja
(manpower requirement Approach), fungsi produksi pendidikan
(educational production function) dalam bidang ekonomi pendidikan;
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dan studi-studi sosiologi pendidikan yang menggunakan pendekatan
‘status attainment analytical model, dan sebagainya.
3. Aspek akses pendidikan
Akses pendidikan sering dikaitkan dengan pemerataan pendidikan
karena kedua konsep tersebut berkaitan erat dengan tingkat partisipasi
pendidikan, melalui keduanya bisa digunakan sebagai indikator
kemampuan sistem pendidikan untuk memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. BPS
menjelaskan sebagai berikut:
Indikator akses dan pemerataan pendidikan digunakan untuk
mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan pendidikan yang
telah ada di tingkat provinsi/kabupaten/kota sekaligus untuk
mengetahui berapa banyak anak yang belum terlayani
pendidikannya untuk setiap kelompok usia sekolah dan setiap
jenjang pendidikan.
Lebih jelas akses dan pemerataan pendidikan dapat dilihat dari tiga
aspek, yaitu:
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut BPS Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah
persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu
dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Kegunaan
APK adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang
bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Penggolongan APK untuk
SD adalah usia 7-12 tahun, SMP 13-15 tahun, dan SMA 16-18 tahun.
Cara menghitung APK untuk SMA adalah sebagai berikut:
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APK=
jumlah siswa SMA seluruhnya
jumlah penduduk usia 16-18 tahun ×100%
Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang
sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK dapat >100%
karena ada siswa yang berusia di luar usia resmi sekolah.
b. Angka Partisipasi Murni (APM)
BPS menjelaskan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah
persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM
menunjukkan partisipasi sekolah pada penduduk usia sekolah di
tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan
indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang
pendidikan. Dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya
serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk
kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan
standar tersebut. Semakin tinggi APM berarti semakin banyak anak
usia sekolah yang sekolah di suatu daerah tertentu (Husaini Usman,
2008:115). Nilai ideal APM 100%, jika >100% dikarenakan ada siswa
di luar daerah diperbolehkan mengulang di setiap tingkat. APM di
suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau
penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah
tersebut. Cara menghitung APM untuk SMA adalah sebagai berikut:
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APM=
jumlah siswa tingkat SMA usia 16-18 tahun
jumlah penduduk usia 16-18 tahun ×100%
c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS), yaitu jumlah siswa pada
kelompok usia tertentu yang terepresentasikan pada beberapa satuan
pendidikan, baik secara agregat maupun maupun menurut karakteristik
siswa (Riant Nugroho, 2008:36). APS digunakan untuk mengetahui
cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan
menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang
sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. APS
dibedakan menjadi empat, yaitu: (1) APS usia 7-12 tahun, (2) APS
usia 13-15 tahun, (3) APS usia 16-18 tahun, dan (4) APS usia 19-24
tahun. APS dirumuskan sebagai berikut.
APS 7-12=
Jumlah anak usia 7-12 yang sedang sekolah di SD+MI+SLTP+MTs
Jumlah penduduk 7-12 tahun ×100%
APS 13-15=
Jmlh anak usia 13-15 yg sedang sekolah di SD+MI+SLTP+MTs+SLTA+MA
Jumlah penduduk 13-15 tahun ×100%
APS 16-18=
Jumlah anak usia 16-18 yang sedang sekolah di SLTP+MTs+SLTA+MA+PT
Jumlah penduduk 16-18 tahun ×100%
Keterangan: Jika masih ada anak usia 16 tahun ke atas yang masih
sekolah di sekolah dasar maka anak tersebut masih
diperhitungkan dalam APS 16-18.
4. Ketimpangan akses pendidikan
Ketimpangan berasal dari kata dasar timpang yang dalam KBBI
(2008:1466) berarti tidak seimbang ada kekurangan (ada cela) berat
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sebelah. Sedangkan ketimpangan adalah hal yang tidak sebagaimana
mestinya. Jadi ada anak usia sekolah menengah yang tidak bisa mengakses
pendidikan merupakan sebuah wujud ketimpangan, karena melalui
keberadaan lembaga-lembaga pendidikan formal seharusnya semua anak
bisa mengakses untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan
yang dinyatakan UUD Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi
“Setiap warga berhak mendapat pendidikan”. Akses pendidikan bukan
sekedar akses masuk, akses pendidikan lebih dari itu. Seperti yang
dijelaskan Shiefelbein & Farrell dalam Ace Suryadi & Dasim
Budimansyah (2009:37) bahwa akses pendidikan bukan sekedar akses
masuk atau diterima melainkan masih ada akses untuk bisa bertahan di
sekolah dan akses untuk lulus sekolah.
Pertama akses masuk pihak sekolah atau penyelenggara pendidikan
terlebih dahulu harus menyediakan daya tampung untuk menerima siswa
baru dari jenjang pendidikan sebelumnya. Kedua akses bertahan disekolah
yaitu melalui keterjangkauan anak untuk terus berangkat kesekolah.
Berdasarkan Badan Standar Nasional Indonesia tahun 2006 pelayanan
radius menuju sekolah maksimal adalah 6 km. Selanjutnya akses untuk
lulus salah satunya melalui sarana dan prasarana guna membantu
mengembangkan kemampuan kogniktif, akfektif, dan psikomotorik.
Sarana dan prasarana pendidikan haruslah disiapkan secara optimal baik
sarana dan prasarana yang memang untuk peningkatan pendidikan itu
sendiri termasuk juga sarana dan prasarana yang ikut menunjang dalam
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proses untuk memperoleh pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan
meliputi bagaimana ketersediaan fasilitas pendidikan. Menurut Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam Peraturan Pemerintah No. 19
Th. 2005 Pasal 1 ayat (8) tentang Standar Nasional Pendidikan
menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan harus memiliki sarana
pendidikan minimal, yaitu:
Standar sarana dan prasaran adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar,
tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium,
bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi
serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi.
Lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan pemerintah yang sama pada Pasal
42 ayat (1) dan (2), bahwa:
1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan
sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan
lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran
yang teratur dan berkelanjutan.
2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang
meliputi bahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan
pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang
perpustakaan, ruang kantin, instalasi daya, dan jasa, tempat
berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat
berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan.
Ketimpangan terjadi bukan sekedar karena kurang maksimalnya
usaha pemerintah sebagai salah satu penyelenggara pendidikan dalam
menyediakan akses masuk, bertahan dan lulus. Ada faktor lain yang
menyebabkan usaha yang pemerintah lakukan gagal. Pemberian akses
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secara jelas tertera pada Renstra Depdiknas Tahun 2005-2009 melalui
pemerataan dan perluasan. Disebutkan pula bahwa pemerataan dan
perluasan pendidikan terkendala pada persoalan keterbatasan sosial,
ekonomi, waktu, kesempatan serta geografi. Dengan memahami hal ini
pula bisa diketahui faktor yang menjadi penyebab anak tidak melanjutkan
pendidikannya.
a. Faktor Geografi Sekolah
Suatu kawasan/wilayah/tempat dan faktor yang ada di
sekitarnya berkaitan dengan lokasi sekolah dapat mempengaruhi
perkembangan sosial masyarakat. Letak suatu sekolah, diharapkan
dalam suatu lokasi yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan No. 24 Th. 2007 tentang Standar Sarana dan prasarana
untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA lokasi untuk sekolah haruslah
terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan
keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam
keadaan darurat. Lokasi juga harus optimal seperti yang dijelaskan
oleh Daldjoeni (1999:61), “lokasi optimal adalah yang terbaik secara
ekonomis”. Dapat dipahami bahwa lokasi yang tepat adalah lokasi
yang memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara meminimkan
biaya transportasi. Transportasi berhubungan dengan jangkauan
sekolah. Ada berbagai literatur berbeda-berbeda berhubungan dengan
jangkauan sekolah yang harus ditempuh oleh anak menuju lokasi
sekolah, beberapa diantaranya, yaitu:
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1) Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006 tentang standar
sarana dan prasaran SMA/MA yaitu satu SMA/MA memiliki
minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan
belajar dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6.000
jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6.000 jiwa dapat
dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah
ada atau pembangunan SMA/MA baru.
2) Badan Standar Nasional Indonesia tenang sarana dan prasarana
yaitu satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil dengan
banyak penduduk lebih dari 1.000 jiwa dilayani oleh satu
SMA/MA dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan
kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.
3) Indrafachrudi, dkk (1989:142) secara nasional jarak capai yang
diperhitungkan ialah jarak perjalanan kaki dalam keadaan normal.
Untuk sekolah lanjutan diambil jarak 5 km yaitu 1 jam jalan kaki.
Untuk sekolah menengah minimum memiliki 3 rombongan
belajar dan maksimum 27 rombongan belajar dengan tiga rombongan
belajar melayani maksimum 6.000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk
lebih dari 6.000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar
di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru. Dari
ketiga teori tersebut didapatkan bahwa jarak yang ideal untuk




Lemahnya keadaan ekonomi seseorang adalah salah satu
penyebab yang sering menjadi alasan anak tidak melanjutkan
pendidikan pada jenjang berikutnya. Apabila keadaan ekonomi orang
tua kurang mampu, maka kebutuhan anak dalam bidang pendidikan
tidak dapat terpenuhi dengan baik. Sebaliknya kebutuhan yang cukup
bagi anak hanyalah didasarkan kepada kemampuan ekonomi dari
orang tuanya, yang dapat terpenuhinya segala keperluan kepentingan
anak terutama dalam bidang pendidikan.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menghitung batas miskin
didasarkan pada ukuran pendapatan (ukuran finansial), disana batas
kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita
sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan
makanan. Untuk kebutuhan makanan meliputi pengeluaran untuk
perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI, 2008:92), kemiskinan adalah situasi
penduduk atau sebagian yang hanya dapat memenuhi makanan,
pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk
mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.
Beberapa lembaga negara memiliki indikator kemiskinannya
masing-masing. Berikut indikator kemiskinan dari berbagai lembaga
tersebut:
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1) Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan
membuat kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari sebagai
bahan acuan. Ada lima kriteria miskin menurut BPS, yaitu:
a) Tidak Miskin, mereka yang pengeluaran per orang per bulan
lebih dari Rp350.610,00.
b) Hampir Tidak Miskin, mereka yang pengeluaran per orang per
bulan antara Rp280.488,00 sampai dengan Rp350.610,00
c) Hampir Miskin, untuk pengeluaran per bulan per orang antara
Rp233.740,00 sampai dengan Rp280.488 atau sekitar
Rp7.780,00 sampai dengan Rp9.350,00 per orang per hari.
d) Miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan per kepala
Rp233.740,00 kebawah atau sekitar Rp7.780,00 kebawah per
orang per hari.
e) Sangat Miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran
per orang per harinya.
2) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
menggunakan kriteria kesejahteraan keluarga untuk mengukur
kemiskinan. Keluarga yang tergolong miskin merupakan keluarga
memiliki kriteria atau masuk kelompok Keluarga Pra Sejahtera dan
Sejahtera I. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga-keluarga yang
belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal,
seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan,
dan kesehatan. Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang sudah
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dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi belum
dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Indikator yang
digunakan untuk mengidentifikasi kelompok keluarga sejahtera I,
yaitu:
a) Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agama yang
dianut.
b) Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan dua kali sehari
atau lebih.
c) Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang bebeda untuk
di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian.
d) Bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah.
e) Bila anak atau anggota keluarganya yang lain sakit di bawa ke
sarana/petugas kesehatan.
3) Depkominfo memiliki 14 kriteria rumah tangga miskin, yaitu:
a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per
orang.
b) Jenis bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu
murahan.
c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbai/kayu
berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester.
d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan
rumah tangga lain.
e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
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f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak
terlindung/sungai/air hujan.
g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu
bakar/arang/minyak tanah.
h) Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam
seminggu.
i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di
Puskesmas/Poliklinik.
l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani
dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan buruh bangunan,
buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di
bawah Rp.600.000,00/bulan.
m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak
tamat SD/hanya tamat SD.
n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan
nilai Rp.500.000,00 seperti sepeda motor (kredit/non kredit),
emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.
c. Faktor Motivasi Terhadap Pendidikan.
Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI,
2008:930) adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang/kelompok
orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai
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tujuan yang dikehendaki atau mendapatkan kepuasan dengan
perbuatannya. Sugihartono, dkk (2007:20) menjelaskan bahwa
“motivasi diartikan sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau
menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan
pada tingkah laku tersebut”. Jadi motivasi secara sederhana dapat
dipahami sebagai usaha seseorang/kelompok yang mengarah pada
tingkah laku untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
Tingkah laku untuk mencapai tujuan tersebut berbentuk tenaga-
tenaga yang bersumber dari dalam diri dan luar diri individu. Beberapa
ahli menyebut tenaga-tenaga tersebut dengan istilah: desakan atau
drive, motif atau motive, kebutuhan atau need, dan keinginan atau
wish. Nana Syaodih S. (2003:61) menjelaskan, “Motif atau motive
adalah dorongan yang terarah kepada pemenuhan kebutuhan psikis dan
rohaniah. Kebutuhan atau need merupakan sesuatu keadaan dimana
individu merasakan adanya kekurangan, atau ketiadaan sesuatu yang
diperlukannya”. Abraham Maslow dalam John W. Santrock
(2011:512) membagi motif sebagai pendorong dari perbuatan individu
kedalam lima kategori:
1) Motif fisiologis, yaitu dorongan-dorongan untuk memenuhi
kebutuhan jasmaniah, seperti kebutuhan akan makan,
minum, bernafas, bergerak dan lain-lain.
2) Motif pengamanan, yaitu dorongan-dorongan untuk
menjaga atau melindungi diri dari gangguan, baik gangguan
alam, binatang, iklim, maupun penilaian manusia.
3) Motif persaudaraan dan kasih sayang, yaitu motif untuk
membina hubungan baik, kasih sayang, persaudaraan baik
dengan jenis kelamin yang sama maupun yang berbeda,
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4) Motif harga diri, yaitu motif yang mendapatkan
pengenalaan pengakuan, penghargaan dan penghormatan
dari orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial yang
dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan orang lain,
ingin mendapatkan penerimaan dan penghargaan dari
lainnya.
5) Motif aktualisasi diri. Manusia memiliki potensi potensi
yang dibawa dari kelahirannya dan kodratnya sebagai
manusia. Potensi kodrat ini perlu diaktualkan atau
dinyatakan dalam berbagai bentuk sifat, kemampuan dan
kecakapan nyata. Melalui berbagai bentuk upaya belajar
dan pengalaman individu berusaha mengaktualkan semua
potensi yang dimilikinya.
Sedangkan, menurut Undang-undang Republik Indonesia No.
20 Th. 2003 pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional
berbunyi:
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Dwi Siswoyo, dkk (2007:19) juga berpendapat bahwa:
Pendidikan adalah proses di mana masyarakat melalui lembaga-
lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau melalui
lembaga-lembaga lain), dengan sengaja mentransformasikan
warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan
keterampilan-keterampilan, dari generasi ke generasi.
Jadi motivasi terhadap pendidikan adalah usaha seseorang/kelompok
yang mengarah pada tingkah laku untuk mencapai tujuan yang
dikehendaki dengan motif tertentu melalui lembaga-lembaga
pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain).
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C. Pendidikan Jenjang Menengah
1. Deskripsi jenjang pendidikan formal
Dalam UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendididikan nasional
pasal (1) yang dimaksud dengan, “jenjang pendidikan adalah tahapan
pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan”
dan yang dimaksud “pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang
terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi”. Jadi jenjang pendidikan formal adalah
jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan dan terdiri atas pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Setiap jenjang tersebut memberikan kontribusi pada jenjang
selanjutnya. Seperti pada jenjang pendidikan dasar yang memberikan
kontribusi berupa dasar-dasar kemampuan pengetahuan dan keterampilan
kepada anak sebagai peserta didik untuk masuk dan siap menempuh ke
jenjang di atasnya. Jenjang selanjutnya berupa jenjang pendidikan
menengah memberikan bekal penguasaan pengetahuan dan keterampilan
kepada peserta didik untuk masuk pada jenjang di atasnya lagi. Ini akan
berlanjut seterusnya hingga pada jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu
jenjang pendidikan tinggi. Setiap jenjang pendidikan memiliki bentuk atau
wujudnya masing-masing guna memberikan dan memenuhi kebutuhan
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anak sebagai peserta didik sesuai karakter dan kebutuhan mereka masing-
masing. Untuk jenjang pendidikan dasar, contohnya adalah Sekolah Dasar
(SD), Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan
Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jenjang pendidikan menengah  contohnya:
Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan
Madrasah Aliah (MA). Jenjang pendidikan tinggi, contohnya adalah
Universitas, Sekolah Tinggi, Sekolah Kedinasan, Akademi Tinggi, dan
lain-lain.
2. Pendidikan Menengah
Pendidikan menengah yang merupakan lanjutan dari pendidikan
dasar, pernyataan ini sesuai dengan Peraturan Menteri No. 80 Th. 2013
tentang Pendidikan Menengah Universal pasal 1 ayat (2) bahwa
Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur
pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar,
berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah
Menengah Kejuruan, dan madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk
lain yang sederajat.
Selanjutnya Udin & Mulyani (2013) menjelaskan, “pendidikan menengah
merupakan awal dari penguatan dan pengembangan potensi dominan
peserta didik yang terpotret pada jenjang pendidikan dasar”. Jadi
pendidikan menengah adalah lanjutan dari pendidikan dasar yang
merupakan awal dari penguatan dan pengembangan potensi dominan
peserta didik yang terpotret sejak jenjang pendidikan dasar. Pendidikan
menengah terdiri dari dua jenis yaitu pendidikan menengah umum dan
pendidikan menengah kejuruan Kedua jenis pendidikan menengah tersebut
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berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliah (MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliah Kejuruan
(MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Lebih lanjut dijelaskan dalam
Peraturan Pemerintah No. 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan pasal 1, bahwa:
1. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama/setara SMP/MTs.
2. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah
satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri
Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan
kekhasan agama islam pada jenjang pendidikan menengah
sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang
sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama/setara SMP/MTs.
3. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan kejuran pada jenjang pendidikan
menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama/setara SMP/MTs.
4. Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK,
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam
binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan
kejuruan dengan kekhasan agama islam pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau
bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama/setara SMP/MTs.
Sekolah menengah juga dibedakan menjadi dua apabila dilihat dari
siapa penyelenggaranya. Sekolah Menengah yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau
Depatemen Agama, disebut sekolah menengah negeri. Sedangkan sekolah
menengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Swasta disebut
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sekolah menengah swasta. Lamanya pendidikan yang harus ditempuh
siswa SMA/SMK normalnya tiga tahun atau enam semester dengan
berpedoman kepada kurikulum yang berlaku.
Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) menjelaskan tujuan
pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah dirumuskan mengacu
kepada tujuan umum, sebagai berikut:
a. Tujuan pendidikan menengah umum adalah meningkatkan kecerdasan
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta kemampuan/ketrampilan
untuk hidup mandiri dan mengukiti pendidikan lebih lanjut.
b. Tujuan pendidikan kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan
pengetahuan, kepribadian akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup
mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan
kejuruannya.
D. Penelitian yang Relevan
Dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian yang dianggap relevan,
diantaranya:
1. Penelitian Muhammad Ja’far Bustomi yang berjudul “ketimpangan
pendidikan antar kabupaten/kota dan implikasinya di provinsi Jawa
Tengah” dari jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri
Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil analisis
ketimpangan pendidikan antar kabupaten/kota dan implikasinya di
Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa perhitungan indeks gini pendidikan
di Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori ketimpangan
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pendidikan rendah (0,309), dengan penyumbang ketimpangan pendidikan
adalah ketimpangan pendidikan pada wilayah kabupaten-kota. Penelitian
ini juga menjelaskan bahwa beberapa faktor berpengaruh terhadap
ketimpangan pendidikan yaitu: a) pengaruh pengeluaran pemerintah atas
pendidikan, b) angka harapan hidup, dan c) gender gap.
Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah
sama-sama meneliti tentang faktor yang mempengaruhi pendidikan
individu atau masyarakat. Perbedaannya adalah pada penelitian
Muhammad Ja’far Bustomi memfokuskan pada tingkat ketimpangan dan
implikasinya sedangkan pada penelitian mengenai akses pendidikan
jenjang menengah di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga
yang berfokus pada fenomena anak usia sekolah menengah (16-18 tahun)
yang tidak melanjutkan pendidikan di SMA/SMK/sederajat.
2. Penelitian dari Dyah Reti Pujianti (2012) yang berjudul “upaya
pemerataan pendidikan tingkat sekolah menengah di Kecamatan Barung
Kabupaten Wonosobo”, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi
angka melanjutkan sekolah menengah atas sebesar 30,99% ekonomi
orangtua, 40,09% penduduk laki-laki bekerja sebagai petani (buruh tani),
dan 41,21% perempuan pedagang. Begitu juga kesadaran pendidikan yang
rendah yaitu penduduk malas sekolah sebesar 25,8%. Oleh karena itu,
upaya Pak Camat dan Kepala Dinas, Pemuda dan Olahraga di Kecamatan
Barung Kabupaten Wonosobo, yaitu melakukan sosialisasi tentang
pendidikan melalui forum pengajian, melakukan sosialisasi dan
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monitoring terutama pada siswa SMP/MTS kelas 3 yang melanjutkan ke
SMA/MA.
Persamaan dengan penelitian ini adalah pada tema yang sama-sama
bertema pada hal pemerataan pendidikan. Sedangkan perbedaannya ada
pada fokus penelitiannya. Fokus dari penelitian Dyah Reti Pujianti adalah
pada upaya pemerataan yang dilakukan oleh pihak sekolah sedangkan
penelitian mengenai akses pendidikan jenjang menengah di Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga berfokus pada fenomena anak usia
sekolah menengah (16-18 tahun) yang tidak melanjutkan pendidikan di
SMA/SMK/sederajat.
E. Kerangka Pikir
Pendidikan adalah bekal manusia untuk hidupnya. Tanpa pendidikan
sebagai modal, manusia hanya akan mengalami berbagai keterbatasan.
Padahal manusia lahir dengan membawa banyak kebutuhan untuk dipenuhi.
Untuk mampu memenuhi seluruh kebutuhannya, pendidikan jelas dibutuhkan
agar manusia dapat berkembang secara optimal baik secara intelektual,
emosional, moral, dan spiritual. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan
nasional yang tercantum dalam UU No. 20 Th. 2003 pasal 3 tentang tujuan
pendidikan nasional yaitu, “Pendidikan nasional bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab”. Akan sangat menguntungkan Indonesia apabila tujuan
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tersebut terwujud karena ini akan berdampak pada meningkatnya sumber daya
manusia yang makin berkualitas. Selanjutnya tujuan umum pendidikan
nasional ini pemerintah wujudkan melalui Rencana Strategis Departemen
Pendidikan Nasional (Renstra Depdiknas) Tahun 2010-2014 yang memuat
enam strategi, salah satunya adalah mengenai perluasan dan pemerataan akses
pendidikan menengah.
Renstra Depdiknas adalah pedoman bagi satuan kerja pendidikan, baik
di pusat maupun di daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program
pembangunan pendidikan nasional. Dengan berpedoman pada Renstra
Depdiknas, Kabupaten Purbalingga berupaya mewujudkan perluasan dan
pemerataan pendidikan menengah. Wujud dari usaha tersebut adalah
keberadaan sekolah menengah baik SMA, SMK dan MA hampir disetiap
kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Pada perkembangannya usaha ini tidak
membawa hasil yang maksimal, ini diwujudkan dengan rendahnya APK dan
APM untuk jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Purbalingga.
Diketahui bahwa salah satu faktor penyebabnya APK dan APM pendidikan
jenjang menengah Kabupaten Purbalingga rendah karena, anak usia sekolah
menegah (16-18 tahun) lulusan SMP/MTs banyak yang tidak melanjutkan ke
jenjang selanjutnya yaitu SMA/SMK/sederajat. Salah satu Kecamatan di
Kabupaten Purbalingga dengan APK dan APM rendah adalah Kecamatan
Kemangkon.
Kondisi yang demikan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena
setiap jenjang pendidikan formal memiliki fungsi dan tujuan masing-masing.
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Seperti jenjang pendidikan menengah memiliki tujuan untuk meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk
hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Maka dari itu perlu
diketahui faktor penyebab anak-anak usia sekolah menengah di Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga enggan melanjutkan pendidikannya ke
jenjang berikutnya yaitu SMA/SMK/sederajat. Selain perlu diketahui faktor
penyebab anak-anak sekolah menegah (16-18 tahun) lulusan SMP/MTs di
Kecamatan Kemangkon tidak melanjutkan pendidikan jenjang mengengah
perlu diketahui pula kondisi akses pendidikan menengahnya dan faktor
pendukung bagi anak-anak tersebut untuk melanjutkan sekolah agar diperoleh
kebijakan yang tepat sebagai solusi untuk permasalahan ini. Dari penjelasan di
atas, adapun kerangka berpikir digambarkan melalui bagan di bawah ini:
Gambar 3. Kerangka Pikir
Tujuan Umum Pendidikan Nasional  (UU No. 20
Th. 2003 Pasal 3)
Renstra Departemen Pendidikan Nasional Tahun
2010-2014, “Perluasan dan Pemerataan Akses
Pendidikan Menengah”
APK (21,23%) & APM (11,86%) Pendidikan
Menengah Rendah untuk Kec. Kemangkon













Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kondisi pendidikan jenjang menengah di Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga?
3. Bagaimana ketersediaan daya tampung sekolah menengah di Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga?
4. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga?
5. Bagaimana keterjangkauan sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga?
6. Apa faktor yang menjadi penghambat anak usia sekolah menengah (16-18
tahun) di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga untuk
melanjutkan pendidikan SMA/SMK/sederajat?
7. Apa faktor yang menjadi pendukung anak usia sekolah menengah (16-18
tahun) di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga untuk
melanjutkan pendidikan SMA/SMK/sederjat?
8. Apa bentuk kebijakan pemerintah sebagai solusi untuk permasalahan yang
berkaitan dengan akses pendidikan menengah di Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga?
9. Apa upaya sekolah-sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon





Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah
ditentukan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif.
Penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret
dan terperinci. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan
untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial,
sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau pun
kelompok. Mc Millan & Schumacher  (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011:96)
menjelaskan bahwa penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu
yang pertama menggambarkan dan mengungkapkan dan yang kedua
menggambarkan dan menjelaskan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap,
kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual atau pun kelompok.
Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat
serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini dimaksudkan
untuk menggambarkan mengenai akses pendidikan di Kecamatan Kemangkon
dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat anak usia sekolah
menengah (16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan di
SMA/SMK/sederajat.
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B. Subjek dan Objek Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang disebut sebagai subjek penelitian
adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara.
Informan dalam penelitian ini adalah: 1) Kepala bidang pendidikan menengah,
2) Kepala UPTD Kecamatan Kemangkon, 3) Kepala Sekolah SMK N 1
Kemangngkon, 4) Kepala urusan kurikulum SMK N 1 Kemangkon dan 4)
Penduduk usia sekolah menengah (16-18 tahun) terutama yang lulus
SMP/MTs/sederajat tetapi tidak melanjutkan sekolah di SMA/SMK/sederajat.
Sementara objek penelitian ini adalah akses pendidikan jenjang menengah di
Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Fokus penelitian ini adalah
kondisi akses pendidikan di Kecamatan Kemangkon dan mengetahui faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat anak usia sekolah menengah (16-18
tahun) untuk melanjutkan pendidikan di SMA/SMK/sederajat.
Informan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik
purposive sample (sampel bertujuan) yaitu pengambilan informan yang
ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu
(Arikunto, 2010:177). Teknik purposive sample yang digunakan peneliti
dengan pertimbangan dapat memberikan data secara maksimal walaupun
adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak perlu mengambil
informan yang besar dan jauh. Adapun yang menjadi informan pada penelitian
ini didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
1. Pihak yang lebih mengetahui permasalahan pendidikan menengah di
Kabupaten Purbalingga khususnya Kecamatan Kemangkon.
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2. Pihak yang lebih mengetahui kebijakan pendidikan di Kabupaten
Purbalingga.
Pengambilan data melalui informan dihentikan pada saat informasi
yang diperoleh sudah tuntas, jenuh, muncul pengulangan sehingga tidak
terjadi variasi/fenomena baru.
C. Tempat dan Waktu Penelitian
Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kecamatan
Kemangkon yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten
Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Objek dari penelitian ini adalah Dinas
Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang beralamat di jalan Letjend S. Parman
No. 345 dan Kecamatan Kemangkon. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui kondisi akses pendidikan di Kecamatan Kemangkon dan faktor-
faktor yang mendukung dan menghambat anak usia sekolah menengah (16-18
tahun) untuk melanjutkan pendidikan di SMA/SMK/sederajat. Pelaksanaan
penelitian ini telah dimulai pada bulan Juli sampai bulan September 2014.
D. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi/dinas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga seperti Dinas Pendidikan, Badan Pusat
Statistik,  dan Kantor Kecamatan.
1. Sumber data primer
Sumber data primer adalah data yang diambil secara langsung yang
berupa kata-kata atau tindakan melalui informan di lapangan. Sumber data
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penelitian ini adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Staf Bidang
Pendidikan Menengah, Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan
Kemangkon, Kepala Sekolah/guru yang berada dilokasi penelitian dan
anak usia sekolah menengah (16-18 tahun) yang lulus SMP/MTs/sederajat
tetapi tidak melanjutkan SMA/SMK/sederajat.
2. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah data tidak langsung yang mampu
memberikan tambahan serta penguatan terhadap penelitian. Data sekunder
diperoleh dari dokumen seperti peraturan Perundang-undangan, referensi,
data statistik maupun catatan dan laporan-laporan dari Kecamatan
Kemangkon maupun Kabupaten Purbalingga.
E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan peneliti adalah
metode kualitatif seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2005:9), penelitian
kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu wawancara, studi
dokumentasi/menelaah dokumentasi dan pengamatan/observasi. Ketiga
metode tersebut yang akan digunakan dalam mengumpulkan data.
Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara ini dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka
secara individual. Pertemuan dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Hasil dari
wawancara dapat digunakan untuk mengonstruksikan makna dalam suatu
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topik tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Sebelum melaksanakan
wawancara perlu disiapkan instrumen wawancara. Pedoman wawancara
ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk
dijawab atau direspon oleh responden (Nana Syaodih Sukmadinata,
2011:216).
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara
mendalam (indepth interview), untuk mendapatkan data kualitatif serta
beberapa informasi yang tidak diperoleh dari data sekunder dan hasil
pengamatan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap subjek yang
terdiri dari pejabat struktural staf kantor atau dinas pendidikan setempat
serta pejabat yang berwenang yang dianggap memiliki pengetahuan
terhadap persoalan yang dihadapi.
2. Studi dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data
dengan mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis dokumen-
dokumen yang dipilih sesuai dengan tujuan dan fokus masalah (Nana
Syaodih, 2011:221). Studi dokumentasi ini digunakan untuk menggali data
sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti
peraturan-peraturan, surat keputusan dan dokumen lainnya yang berada di
Dinas Pendidikan, Badan Pusat Statistik Daerah, sekolah-sekolah di




Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di tempat
guna mendapatkan data yang real dan sesuai dengan keinginan peneliti.
Suharsimi Arikunto (2010:220) menjelaskan, observasi merupakan suatu
teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan
pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pengamatan di
lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi
yang terlewatkan. Dalam observasi, instrumen yang dibutuhkan adalah
lembar observasi.
F. Instrumen Penelitian
Menurut Suharsimi Arikunto (2010:136), instrumen penelitian adalah
alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data
agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih
cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan, pedoman
wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumen. Terkait dengan teknik
pengumpulan data melalui tiga metode yaitu wawancara, studi dokumen, dan
observasi, maka disusun kisi-kisi sebagai berikut:
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G. Metode dan Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui empat
tahapan yaitu (1) data collection, (2) data reduction (reduksi data), (3) data
display (interpretasi data), dan (4) conclusion drawing/verification (menarik
kesimpulan/memverifikasi). Analisis data tersebut dilakukan selama dan
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sesudah penelitian, mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan,
hingga refleksi kegiatan. Keempat tahap tersebut digambarkan melalui model
interaktif Miles & Huberman (1992:20) sebagai berikut:
Gambar 4. Komponen dalam analisis data (interactive model)
1. Data Collection, pada tahap awal ini peneliti melakukan pengumpulan
data.
2. Data Reduction (reduksi data), yaitu proses pengabstraksian yang
merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses, dan pernyataan-
pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya, memilih
hal-hal yang pokok yang dilakukan memalui seleksi, pemfokusan, atau
kegiatan mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna.
Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam memaparkan data.
3. Data Display (penyajian data), dalam penelitian kualitatif tahap ini











hubungan antar kategori, floechart dan sejenisnya (Sugiyono, 2012:339).
Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami
apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang
telah dipahami tersebut.
4. Conclusion drawing/verification, menarik kesimpulan dan memverifikasi,
yaitu proses pengambilan intisari dan sajian data yang telah terorganisir
dalam bentuk kalimat pernyataan. Kesimpulan yang dikemukakan harus
disertai dengan bukti-bukti yang valid, sehingga kesimpulan yang
dikemukakan merupakan temuan yang baru dan dapat menjawab rumusan
masalah yang telah dirumuskan. Miles & Huberman menjelaskan
kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan
berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2012:343).
H. Uji Keabsahan Data
Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi.
Trianggulasi dalam pengujian keabsahan data adalah sebagai pengecekan data
dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
Trianggulasi sumber merupakan cara untuk menguji kredibilitas yang
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber. Salah satu subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak usia sekolah
menengah (16-18 tahun) lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan sekolah
kejenjang selanjutnya, maka peneliti dapat melakukan kroscek kepada Kepala
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Bidang Dikmen Dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru yang berada
dilokasi penelitian atau subjek lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Gambar 5. Trianggulasi sumber data
Sedangkan trianggulasi teknik dilakukan dengan membandingkan
informasi yang diperoleh dari teknik wawancara dan dibuktikan melalui
teknik observasi dan dokumentasi. Tujuannya agar informasi yang diperoleh
bukanlah sembarang informasi, tetapi berdasarkan realitas yang ada.












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
1. Karakteristik Kecamatan Kemangkon
Kecamatan Kemangkon adalah salah satu kecamatan di Kabupaten
Purbalingga. Adapun batas wilayah administrasi Kecamatan Kemangkon
seebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Purbalingga, sebelah selatan
berbatasan denan Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur berbatasan
dengan Kabupaten Banyumas dan Kecamatan Kalimanah, dan sebelah
barat berbatasan dengan Kecamatan Bukateja.
Jarak Kecamatan Kemangkon ke Ibu Kota Kabupaten Purbalingga
adalah 8 km. Kecamatan Kemangkon memiliki wilayah seluas 4.514 Ha
atau sekitar 5,80% dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga, lebih dari
separuhnya merupakan lahan pertanian khususnya adalah lahan
persawahan dengan total lahan seluas 2.287 Ha atau 50,66% dan sisanya
merupakan lahan bukan sawah dan pemukiman. Kecamatan Kemangkon
merupakan daerah datar dengan ketinggian kurang lebih 40 m dari
permukaan laut yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar yaitu sungai
Serayu dan sungai Klawing. Secara administratif wilayah Kecamatan
Kemangkon terdiri dari 19 desa/kelurahan lebih jelasnya dapat dilihat pada
Gambar 7. sebagai berikut:
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Gambar 7. Peta Kecamatan Kemangkon
Hingga tahun 2014 jumlah penduduk Kecamatan Kemangkon
tercatat sebanyak 58.104 orang. Dari total penduduk yang berjumlah
58.104 orang ada sebanyak 11.068 orang tergolong penduduk miskin atau
sekitar 19%. Untuk profesi penduduknya sendiri sangat beragam dilihat
melalui lapangan usahanya. Dengan wilayah yang didominasi oleh lahan
persawahan seluas 2.287 Ha atau 50,66% dari total luas wilayah
seluruhnya maka kecamatan Kemangkon tergolong wilayah agraris,
sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar penduduknya
bergantung pada sektor pertanian untuk menghidupi keluarganya. Profesi
buruh menempati posisi kedua dengan tiga spesifikasi yaitu buruh tani,
industri, dan bangunan. Kemudian diposisi ketiga ada pedagang yang
disusul dengan penduduk yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS), pensiunan, pengusaha, jasa lanjutan, dan ABRI. Sedangkan
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lapangan usaha lainnya cenderung beragam, sektor-sektor lain dari
lapangan usaha ini memiliki jumlah diatas 10.000 penduduk. Lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 3. sebagai berikut:
Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk 10 Tahun ke
Atas Kecamatan Kemangkon 2013
No. Lapangan Usaha Tahun
2011 2012 2013
1. Petani 8.432 8.446 8.449
2. Buruh
a. Tani 7.257 7.226 7.321
b. Industri 3.596 3.619 3.664
c. Bangunan 1.272 1.252 1.272
3. Pengusaha 212 227 254
4. Pedagang 1.159 1.189 1.204
5. Angkutan 139 173 214
6. PNS 1.166 1.168 1.191
7. ABRI 133 129 131
8. Pensiunan 715 731 729
9. Lainnya 10.759 10.803 11.233
Sumber: Kecamatan Kemangkon Dalam Angka 2014
2. Gambaran Umum Pendidikan di Kecamatan Kemangkon
Pendidikan adalah bekal manusia untuk hidupnya. Tanpa
pendidikan sebagai modal, manusia akan mengalami berbagai
keterbatasan. Padahal manusia lahir dengan membawa banyak kebutuhan
untuk dipenuhi. Untuk mampu memenuhi seluruh kebutuhannya,
pendidikan jelas dibutuhkan agar manusia dapat berkembang secara
optimal baik secara intelektual, emosional, moral, dan spiritual. Sejalan
dengan pentingnya pendidikan tersebut Kabupaten Purbalingga telah
memulai dengan memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat agar
pendidikan yang ada harus dapat diterima secara merata oleh semua
lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan program-
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program yang yang mampu untuk menjamin pemerataan tersebut akan
diikuti dengan peningkatan mutu pendidikan serta relevansi dan efisiensi
pendidikan guna menjawab tantangan perubahan kehidupan baik lokal,
nasional maupun secara global.
Kecamatan Kemangkon sebagai salah satu Kecamatan di
Kabupaten Purbalingga jelas mengadopsi kebijakan-kebijakan yang ada di
Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan program pemerataan dan
perluasan akses pendidikan bagi wilayah kerjanya. Upaya-upaya tersebut
dilakukan untuk kebaikan bersama penduduknya. Salah satu wujudnya
adalah keberadaan sekolah, dari jenjang pendidikan dasar hingga
menengah. Berdasarkan data profil pendidikan tahun 2013/2014, tercatat
di Kecamatan Kemangkon terdapat SD sebanyak 30 sekolah dengan
jumlah murid sebanyak 4.060 anak dan MI sebanyak 20 sekolah dengan
jumlah murid sebanyak 1.779 anak. Selanjutnya untuk SMP sebanyak 4
sekolah dengan jumlah murid sebanyak 1.654 anak dan MTs sebanyak 2
sekolah dengan murid sebanyak 415 anak. Sedangkan SMA sebanyak 1
sekolah dengan murid berjumlah 254 anak dan SMK sebanyak 2 sekolah
dengan jumlah murid berjumlah 216 anak. Untuk lebih jelasnya mengenai
kondisi umum pendidikan di Kecamatan Kemangkon saat ini secara garis
besar diuraikan sebagai berikut:
a. Kondisi Kelembagaan
1) Jumlah sekolah di lingkungan Kecamatan Kemangkon berdasarkan
jenjang dan status adalah sebagai berikut:
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Tabel 4. Jumlah Lembaga Sekolah Menurut Jenjang dan
Status
No. Jenjang Sekolah Sekolah Menurut Status Jumlah
Negeri Swasta
1. TK/RA/BA 0 45 45
2. SD/MI 30 20 50
3. SMP/MTs 4 3 7
4. SMA/MA 1 0 1
5. SMK 1 1 2
Jumlah 36 69 105
Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 2013/2014
2) Tingkat kelayakan sekolah
Untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam
menyelenggarakan pendidikan, dan untuk memperoleh gambaran
kinerja suatu sekolah yang dapat digunakan sebagai alat
pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan
maka perlu dilakukan akreditasi. Jumlah sekolah berdasarkan
jenjang dan status di lingkungan Kecamatan Kemangkon yang
sudah dan belum terakreditasi sebagai berikut:





A B C TT
1. TK/RA/BA 45 1 27 14 3
2. SD/MI 50 2 37 10 1
3. SMP/MTs 7 2 4 1 -
4. SMA/MA 1 1 - - -
5. SMK 2 - 1 - 1
Jumlah 105 6 69 25 5
Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 2013/2014
b. Kondisi Sarana Prasarana
Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan
dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kabupaten Purbalingga
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khususnya di Kecamatan Kemangkon dalam bidang pendidikan, saat
ini terdapat 26 sekolah negeri dan 19 sekolah swasta jenjang TK, SD,
SMP, SMA, dan SMK yang tersebar di 19 kelurahan. Jumlah ruang
kelas milik menurut kondisi rombongan belajar dan jumlah menurut
jenjang sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 6. Data Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi
No. Jenjang
Sekolah
Ruang Menurut Kondisi Jumlah
Baik R. Ringan R. Berat
1. TK/RA/BA 20 5 5 30
2. SD/MI 185 77 61 323
3. SMP/MTs 77 14 0 91
4. SMA/MA 13 0 0 13
5. SMK 7 1 0 8
Jumlah 302 97 66 465
Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 2013/2014
c. Kualifikasi Tenaga Kependidikan
Jumlah guru pada jenjang TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA dan SMK negeri maupun swasta seluruhnya berjumlah 762
orang, terdiri dari 428 orang berstatus PNS dan 334 orang berstatus
honorer. Jumlah guru menurut status kepegawaian, dan kualifikasi
pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 7. Jumlah Guru Menurut Status Kepegawaian pada
Sekolah di Kecamatan Kemangkon
No. Jenjang Sekolah Status Guru Jumlah
PNS GTT
1. TK/RA/BA 11 68 79
2. SD/MI 289 192 481
3. SMP/MTs 100 37 137
4. SMA/MA 22 7 29
5. SMK 6 30 36
Jumlah 428 334 762
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 2013/2014
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Tabel 8. Jumlah Guru Menurut Kualifikasi Pendidikan pada







1. TK/RA/BA 18 23 - 10 - 51
2. SD/MI 36 207 6 189 1 439
3. SMP/MTs 2 5 7 119 - 133
4. SMA/MA - - 2 27 - 29
5. SMK - - 3 41 - 44
Jumlah 56 235 18 386 1 696
Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 2013/2014
d. Partisipasi Pendidikan
Jumlah penduduk usia sekolah di Kecamatan Kemangkon
untuk usia sekolah dasar (7-12 tahun) sebanyak 5.765 anak, untuk usia
sekolah menengah pertama (13-15 tahun) sebanyak 3.029 anak, dan
untuk usia sekolah menengah atas/kejuruan (16-18 tahun) sebanyak
2.605 anak.
Tabel 9. Data Jumlah Rombongan Belajar dan Siswa Menurut
Status Sekolah
No. Jenjang Jumlah Rombel Jumlah Siswa
N S Jml. N S Jmlh.
1. TK/RA/BA 0 50 50 0 1.072 1.072
2. SD/MI 184 120 304 4.060 1.779 5.839
3. SMP/MTs 55 16 71 1.518 551 2.069
4. SMA/MA 12 0 12 254 0 254
5. SMK 6 5 11 158 58 216
Jumlah 257 191 448 5.990 3.460 9.450
Sumber:Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 2013/2014
Masyarakat masih menilai pendidikan sebagai barang mahal
untuk dijangkau dan masih belum memberikan manfaat yang langsung
dapat dirasakan. Selain itu bagi sebagian besar dari mereka belum
menjadikan pendidikan sebagai investasi masa depan. Program-
program batuan yang dicanangkan baik dari pemerintah Provinsi Jawa
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Tengah maupun Kabupaten Purbalingga belum mampu meningkatkan
partisipasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan. Hal ini terlihat
dari APK setiap jenjang pendidikan, yang disajikan melalui tabel
berikut ini:
Tabel 10. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kecamatan












1. SD/MI 6-12 tahun 5.765 5.839 101,28
2. SMP/MTs 13-15 tahun 3.029 2.069 68,31
3. SMA/SMK 16-18 tahun 2.605 470 18,04
Sumber: Data olahan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
Sejalan dengan pemerataan dan perluasan kesempatan
pendidikan di sekolah dasar, jumlah murid terdaftar di sekolah
menengah pertama atau sederajat juga mengalami peningkatan secara
tajam walaupun capaiannya belum bisa mengimbangi capaian APK
dari jenjang pendidikan sekolah dasar. Keberhasilan wajib belajar
sembilan tahun terus dirasakan hingga kini. Ace Suryadi & Dasim
Budimansyah (2009:132) menyatakan “keberhasilan wajar 9 tahun
karena didukung beberapa faktor, diantaranya peningkatan jumlah
sekolah dasar negeri, meningkatnya kualitas sekolah-sekolah dasar
negeri, dan biaya perseorangan yang saat murah, sehubungan
diberlakukannya bebas SPP sejak awal tahun 1990-an”. Keberhasilan
wajar 9 tahun di dua jenjang pendidikan dasar tidak berpengaruh
banyak pada jenjang pendidikan diatasnya hal ini tergambar dari APK
untuk sekolah menengah atas maupun kejuruan terus meningkat
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walaupun relatif lamban. Selain APK, angka melanjutkan (AM) ke
jenjang yang lebih tinggi juga masih belum mencapai angka yang
maksimal seperti yang tertera pada tabel berikut ini:
Tabel 11. Angka Melanjutkan (AM) Menurut jenjang
pendidikan Kecamatan Kemangkon 2014/2015
No. Jenjang Pendidikan Lulusan Siswa Baru AM (%)
1. AM ke SMP/MTs 906 771 85,10
2. AM ke SMA/SMK 734 162 22,07
Sumber: Data olahan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 2014
Dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Kecamatan
Bukateja dan Kecamatan Purbalingga, terdapat selisih yang cukup
tinggi untuk angka melanjutkan pada jenjang pendidikan menengah.
Angka melanjutkan Kecamatan Kemangkon untuk tahun 2014 hanya
22,07% dari jumlah lulusan SMP/MTs, sedangkan Kecamatan
Bukateja sebesar 93,23% dan Kecamatan Purbalingga sebesar
118,39% (Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014).
Secara umum faktor utama anak usia sekolah tidak melanjutkan ke
jenjang yang lebih tinggi adalah karena biaya sekolah ataupun harus
bekerja membantu orang tua. Apabila hal tersebut dibiarkan begitu saja
maka akan berdampak makin tingginya kesenjangan antara penduduk
yang mampu dengan penduduk yang kurang beruntung nasibnya. Anak
kelompok usia 16-18 tahun di kota pada usia tersebut mereka masih
sekolah akan tetapi di Kecamatan Kemangkon anak-anak usia 16-18
tahun yang seharusnya sedang bersekolah banyak yang memutuskan
untuk tidak melanjutkan sekolah.
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B. HASIL PENELITIAN
1. Akses Pendidikan Jenjang Menengah di Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga
Akses pendidikan di Kecamatan Kemangkon Kabupaten
Purbalingga tergambar melalui tiga aspek yaitu: a) sarana dan prasarana
sekolah menengahnya, b) keterjangkauan sekolah, dan c) jumlah daya
tampung yang disediakan sekolah.
a. Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah di Kecamatan
Kemangkon
Pembangunan sarana dan prasarana secara besar-besaran
merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan
akses pendidikan. Prasarana yang dibangun pemerintah diantaranya
unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), perpustakaan, dan
laboratorium. Salah satu tempat yang menjadi fokus dari Pemkab dan
Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dalam melakukan perluasan
akses pendidikan terutama pada jenjang pendidikan menengah adalah
di Kecamatan Kemangkon. Dimulai dengan berdirinya dua sekolah
baru, satu untuk SMA pada tahun 2004 dan satu lagi untuk SMK pada
tahun 2008.
Sarana dan prasarana pendidikan haruslah disiapkan secara
optimal baik sarana dan prasarana yang memang untuk peningkatan
pendidikan itu sendiri termasuk juga sarana dan prasarana yang ikut
menunjang dalam proses untuk memperoleh pendidikan. Sarana dan
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prasarana pendidikan meliputi bagaimana ketersediaan fasilitas
pendidikan. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Th. 2005 Pasal 1 ayat (8) tentang
Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa setiap satuan
pendidikan harus memiliki sarana pendidikan minimal, yaitu:
Standar sarana dan prasaran adalah standar nasional pendidikan
yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar,
tempat berolahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium,
bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi
serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang
proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi.
Lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan pemerintah yang sama
pada Pasal 42 ayat (1) dan (2), bahwa:
3) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang
meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan,
buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta
perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
4) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang
meliputi bahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan
pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang
perpustakaan, ruang kantin, instalasi daya, dan jasa, tempat
berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat
berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan.
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
diharapkan mampu untuk menarik minat anak dan guru agar dalam
penyelenggaraan proses belajar mengajar akan lebih menyenangkan
dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada, dengan kondisi
baik kualitasnya dan baik kuantitasnya. Untuk lebih jelasnya
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mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang di miliki sekolah
menengah di kecamatan Kemangkon dapat dilihat pada tabel 7.
sebagai berikut:




















1. Luas tanah 1.872 432 645
2. Ruang
a. Ruang teori/kelas 16 267 3 245 5
b. Laboratorium IPA - - -
c. Laboratorium Fisika 1 - -
d. Laboratorium Kimia 1 - -
e. Laboratorium Biologi 1 - -
f. Laboratorium Bahasa 1 - -
g. Laboratorium Komputer 1 24 1 25 1
h. Ruang Praktek/Bengkel - - 56 1
i. Ruang Perpustakaan 1 - 20 1
j. Ruang UKS 1 - -
k. Ruang BP/BK 1 - -
l. Ruang Kepala Sekolah 1 21 1 20 1
m. Ruang Guru 1 31 1 25 1
n. Ruang TU 1 31 1 -
o. Ruang Osis 1 - -
p. Kamar mandi/WC Guru 2 - 4 1
q. Kamar mandi/WC siswa 10 - 4 1
r. Gudang 1 - -
s. Ruang Ibadah 1 - -
3. Ketenagaan 38 25 24
a. Kepala Sekolah 1 1 1
b. Guru 25 22 22
c. Tenaga Administrasi 12 2 1
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2013/2014
1) SMA N 1 Kemangkon
SMA N 1 Kemangkon yang beralamat di Jalan Panican
Kemangkon, menempati luas tanah seluruhnya 1.872 m2 yang
sudah dipagar permanen termasuk pagar hidup. Dengan bangunan
sekolah yang terdiri dari 16 ruang kelas, 1 ruang laboratorium
fisika, 1 ruang laboratorium kimia, 1 ruang laboratorium biologi, 1
ruang laboratorium bahasa, 1 ruang laboratorium komputer, 1
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ruang perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 ruang BP/BK, 1 ruang kepala
sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang TU, satu ruang Osis, 2 kamar
mandi/WC guru, 10 kamar mandi/WC siswa, dan satu ruang
ibadah. Ketenagaan berjumlah 49 orang yang terdiri dari 1 orang
kelapa sekolah, 27 orang guru, 12 orang tenaga administrasi.
Sekolah ini sudah berdiri kurang lebih selama 10 tahun,
namun perbaikan terus dilakukan untuk menunjang kegiatan
belajar mengajar. Hal ini seperti yang dikatakan oleh SPR selaku
kepala urusan kurikulum bahwa:
“SMA N 1 Kemangkon masih tergolong sekolah baru, baru
berdiri 10 tahun yang lalu. Apabila dibandingkan dengan
sekolah-sekolah yang telah lama ada maka sarana dan
prasarana di SMA ini masih kalah lengkap. Usaha untuk
melengkapi dan memperbaiki terus dilakukan melalui
berbagai alokasi dana dan bantuan dari pemerintah. Jadi
untuk ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah ini
sedang mengarah pada kegiatan untuk memperbaiki dan
melengkapi. Baru-baru ini sekolah telah dilengkapi dengan
fasilitas internet guna mendukung proses belajar mengajar.”
(10 September 2014)
Upaya perbaikan yang sedang dilakukan di SMA N 1 Kemangkon
juga diungkapkan KSM selaku kepala bidang pendidikan
menengah dinas pendidikan, yaitu:
“Tahun ini SMA N 1 Kemangkon masih kita rehab
walaupun tahun kemarin sudah kita rehab. Dalam
melakukan rehab kita terlebih dahulu membuat
perencanaannya dan menyiapkan uang. Misalkan kita rehab
harus ganti struktur kuda-kuda kemudian usuk dan segala
macamnya terlebih dahulu kita tetapkan anggarannya, agar
pihak sekolah tinggal melaksanakan.” (12 Agustus 2014)
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2) SMK N 1 Kemangkon
SMK N 1 Kemangkon yang beralamat di Jalan Raya
Karangkemiri menempati luas tanah seluruhnya 432 m2. Dengan
bangunan sekolah yang terdiri dari 3 ruang kelas, 1 laboratorium
komputer, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru dan 1 ruang TU.
Untuk tenaga pendidiknya berjumlah 23 orang yang terdiri dari 1
orang kepala sekolah, 22 orang guru, dan untuk urusan tata usaha
dibantu oleh 2 tenaga administrasi. Untuk sebuah SMK fasilitas
pendidikan di SMK N 1 Kemangkon masih sangat kurang. Hal ini
dikarenakan SMK N 1 Kemangkon tergolong sekolah baru yang
berdiri tahun 2008, sampai saat ini lokasinya masih menjadi satu
dengan SMP N 1 Kemangkon, jadi semua lahan yang digunakan
berstatus bukan milik. Untuk beberapa fasilitas pendidikan yang
tidak dimiliki, warga SMK N 1 Kemangkon menggunakan fasilitas
pendidikan yang dimiliki oleh SMP N 1 Kemangkon seperti toilet
dan tempat ibadah.
Tidak kalah penting sarana pendidikan berupa buku masih
mengalami banyak kekurangan dari jumlah yang ada sekarang
yaitu 258 buku untuk empat jenis mata pelajaran di setiap tingkat
SMK N 1 Kemangkon masih membutuhkan 476 buku untuk 3
judul buku mata pelajaran bahasa Indonesia, 3 judul untuk mata
pelajaran matematika, 3 judul untuk mata pelajaran bahasa Inggris,
dan 4 judul untuk teknik komputer dan jaringan.
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Upaya untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan fasilitas
pendidikan belum bisa dilakukan karena SMK N 1 Kemangkon
belum memiliki lahan sendiri. Rencananya SMK N 1 Kemangkon
akan direlokasi tahun depan. Hal ini sesuai dengan pernyataan BDI
selaku kepala sekolah bahwa:
“Sarana dan prasarana SMK N 1 Kemangkon sendiri jelas
sangat kurang. Sebabnya apa, pertama sekolah ini dulu
adalah SMK kecil yang berdiri tahun 2008 dan masih
menumpang SMP N 1 Kemangkon sehingga belum punya
SKPD sendiri dalam artian belum berdiri sendiri, tapi
kemungkinan tahun depan sudah di relokasi ke desa
Karangkemiri di belakang puskesmas. Sehingga kalau kita
meminta bantuan baik itu RKB maupun RPL kepada pihak
sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga itu belum
bisa, kecuali sudah mempunyai SKPD. Kalau sudah
mempunyai SKPD sendiri baik dari pihak dinas kabupaten,
propinsi atau pusat bisa memberi.” (18 September 2014)
Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Bapak KSM, yaittu:
“Kalau SMK Kemangkon sudah kita upayakan sudah dapat
tanah, nah tahun depan nanti kita baru rencanakan proyek
untuk ruang kelasnya & laboratoriumnya dengan dana
DAK dan Bangub. Untuk SKPDnya nanti setelah berjalan,
SKPD itu kan satuan kerja pemerintah daerah biasanya
nanti secara otomatis sekolah mendapatkannnya saat
sekolah itu sudah berdiri sendiri. Kalau sudah mendapat
SKPD sekolah itu akan memiliki anggaran. Nanti saat
sudah relokasi kepala sekolah akan mendapatkan SKPDnya
sendiri dan menjadi dasar hukumnya.” (23 September
2014)
Dilihat dari kondisinya sarana dan prasarana SMK N 1
Kemangkon memang masih sangat kurang. Untuk ruang guru saja
masih menggunakan ruang kelas. Satu ruang guru yang ada belum
mampu menampung semua guru dalam satu ruang tersebut
ditempati oleh 4 orang guru mata pelajaran teknik komputer dan
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jaringan. Dua guru yang lain yaitu guru mata pelajaran pendidikan
jasmani & olahraga serta BK/BP ruangannya berada di ruang TU
yang awalnya adalah ruang kelas juga. Sedangkan 18 guru mata
pelajaran adaptif dan normatif adalah guru-guru yang mengampu
di SMP N 1 Kemangkon. Selain keterbatasan ruang juga
mengalami keterbatasan lahan terbuka yang membuat kendaraan
siswa terpaksa harus diparkir di pinggir lapangan sepak bola atau
berada tepat di depan halaman kelas.
3) SMK NU Ma’arif Kemangkon
SMK Ma’arif NU Kemangkon merupakan satu-satunya
sekolah menengah yang berstatus swasta di Kecamatan
Kemangkon yang beralamat di jalan Raya Panican Kedung Benda
dan berdiri ditanah seluas 645 m2. Bangunan sekolahnya terdiri
dari 5 ruang kelas, 1 ruang praktek komputer, 1 ruang
praktek/bengkel/workshop, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru,
dan 1 perpustakaan. SMK Ma’arif NU Kemangkon tergolong
memiliki fasilitas yang minim dengan luas lahan yang ada,
bangunan utamanya memiliki dua lantai dengan tujuan agar bisa
memberikan tempat untuk parkir kendaraan milik guru dan siswa.
Untuk pelaksanaan pendidikan jasmani dan olahraga anak-anak
menggunakan lapangan sepakbola yang berada tepat di sebelah
utara sekolah. Selain minimnya lahan SMK ini juga mengalami
keterbatasan sarana penunjang pelajaran. Untuk ruang praktek
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komputer yang harusnya terdapat 50 unit komputer PC baru
tersedia 30 unit dan 25 unit laptop untuk guru hanya tersedia 13
unit. Ketersedian buku di SMK Ma’arif Kemangkon juga
mengalami kekurangan, hampir semua buku untuk setiap mata
pelajaran masih mengalami kekurangan baik mata pelajaran
adaptif, normatif, dan produktif. Total kekurangan buku sejumlah
621 buku.
Ketiga sekolah menengah tersebut masih belum memenuhi luas
minimum lahan yang digunakan secara efektif untuk kegiatan belajar
mengajar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA, luas minimum lahan untuk satuan pendidikan
yang memiliki 6 rombongan belajar adalah 2.570 m2. Bapak KSM juga
menjelaskan bahwa,
“Ketika kita akan mencari lokasi untuk sekolah harus yang rata,
ndak usah luas-luaslah 1,5 hektar saja”. (12 Agustus 2014)
Sedangkan ketiga sekolah tersebut yang rata-rata hanya
memiliki 6 rombongan belajar luas lahan minimum yang digunakan
untuk membangun prasarana sekolah bangunan gedung dan tempat
bermain/berolahraga tidak mememuhi standar luas minimum lahan.
b. Keterjangkauan Sekolah Menengah di Kecamatan Kemangkon
Terdapat tiga sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon
yaitu: 1) SMAN 1 Kemangkon, 2) SMKN 1 Kemangkon, dan 3) SMK
Ma’arif NU Kemangkon. SMAN 1 Kemangkon dan SMK Ma’arif NU
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Kemangkon terletak di Desa Panican, sedangkan SMKN 1
Kemangkon terletak di Desa Karangkemiri.
Keberadaan lokasi dari ketiga sekolah tersebut jelas tidak
merata, ketiga sekolah menegah tersebut terpusat di Desa Panican dan
Desa Karangkemiri. Desa Karangkemiri masih berjarak 3,4 km dari
Desa Panican yang merupakan kota kecamatan. Keadaan ini tentunya
lebih menguntungkan bagi anak-anak yang kebetulan desanya terdapat
sarana pendidikan SMA/SMK atau dekat antara SMA/SMK yang ada
dengan lokasi tempat tinggalnya. Berbeda dengan anak-anak yang
tinggal di desa yang jauh, kondisi tersebut kurang menguntungkan bagi
mereka. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak RWI, sebagai
berikut:
“Lokasi dari ketiga sekolah tersebut sangat menguntungkan bagi
mereka yang tinggal di desa yang sama dengan sekolah
menengah tersebut, tapi bagi mereka yang tinggal jauh berkilo-
kilo meter dari sekolah membuat sekolah sulit dijangkau.” (17
September 2014)
Berdasarkan Badan Standar Nasional Indonesia tahun 2006
pelayanan radius menuju sekolah maksimal adalah 6 km. Padahal dari
19 desa yang berada di Kecamatan Kemangkon tidak semua desa
berjarak kurang dari 6 km dari kecamatan. Ada beberapa desa yang
jaraknya bahkan dua kali lebih jauh dari lokasi desa tempat sekolah itu
berada. Dibawah ini adalah data mengenai jarak desa-desa ke
Kecamatan Kemangkon.
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Tabel 13. Jarak Desa Ke Kecamatan Kemangkon






















Sumber: Kecamatan Kemangkon Dalam Angka 2014
Dengan rata-rata jarak 5,39 km maka ketiga sekolah menengah
tersebut ideal terletak di pusat wilayah kecamatan, namun tidak bagi 6
desa yang jaraknya melebihi 6 km maka lokasi ketiga sekolah tersebut
jelas tidak ideal karena ketiga sekolah tersebut berada terpusat di kota
kecamatan. Desa-desa tersebut adalah: 1) Kedungbenda, 2) Plumutan,
3) Sumilir, 4) Kalialang, 5) Karangtengah dan 6) Muntang. Dengan
keadaan tersebut maka ketiga sekolah tersebut belum bisa memberikan
akses bagi semua anak usia sekolah menengah di Kecamatan
Kemangkon karena ketiga sekolah ini kurang terjangkau bagi anak-
anak yang tinggal di enam desa yang jaraknya lebih dari 6 km.
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Selain sebaran sekolah yang tidak merata keterserapan perserta
didik yang diterima juga tidak merata, untuk lebih jelasnya
keterserapan SMA/SMK Kemangkon dapat dilihat pada tabel 14.
berikut ini:


















1. SMP N 1
Kemangkon
18 29,03% 31 44,29% 5 16,66%
2. SMP N 2
Kemangkon
4 6,45% - - - -
3. SMP N 3
Kemangkon
- - 9 12,86% - -
4. SMP N 4
Kemangkon
6 9,68% 9 12,86% - -
5. SMP Muh. 08
Kemangkon
- - - - - -
6. MTs Ma’arif
NU 08 Panican
3 4,84% 12 17,14% 11 36,67%
7. MTs Muh. 08
Kemangkon 8 12,90% 3 4,29% 14 46,67%
8. Luar
Kecamatan
- - - - - -
a. Kecamatan
Bukateja
8 12,90% 2 2,86% - -
b. Kecamatan
Purbalingga
6 9,68% - - - -
c. Kecamatan
Kalimanah
5 9,06% - - - -
d. Kecamatan
Mrebet
- - 1 1,43% - -
e. Kecamatan
Karanganyar
1 1,61% - - - -
f. Luar Kota 3 4,84% 3 4,29% - -
Jumlah 62 100% 70 100% 30 100%
Sumber:PPDB Online 2014 Kabupaten Purbalingga - Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
Dari tabel 14 di atas dapat diketahui bahwa daya tampung di
SMA/SMK di Kecamatan Kemangkon paling banyak menyerap anak-
anak yang berasal dari SMP N 1 Kemangkon dengan persentase
29,03% untuk SMA N 1 Kemangkon, 44,29% untuk SMK N 1
Kemangkon dan 16,66 untuk SMK Ma’arif Kemangkon. Sedangkan
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untuk sekolah selain SMP N 1 Kemangkon keterserapannya kurang
lebih 10% dari jumlah siswa yang diterima. Dilihat dari lokasinya,
sekolah dengan keterserapan kisaran 10% memilki lokasi yang jauh
dari lokasi sekolah menengah. Seperti SMP N 3 Kemangkon yang
berlokasi di Desa Kedungbenda berjarak 8,5 km dan SMP
Muhammadiyah 08 Kemangkon yang berlokasi di Desa Karangtengah
berjarak 11,2 km. Jarak tersebut dihitung dari lokasi desa menuju pusat
Kecamatan Kemangkon di Desa panican.
Berdasarkan uraian data diatas dapat diketahui bahwa sekolah
menengah di Kecamatan Kemangkon belum terjangkau apabila dilihat
dari ketersebaran sekolah dan keterserapan lulusan SMP/MTs. Lokasi
dari ketiga sekolah tersebut lebih menguntungkan anak-anak yang
antara tempat tinggal atau asal SMP/MTs-nya dahulu lebih dekat
jaraknya dengan SMA/SMK.
c. Daya Tampung sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon
Berdasarkan data PPDB tahun 2014 ketiga sekolah menengah
tersebut memiliki daya tampung sebanyak 324 kursi. Sedangkan
jumlah lulusan SMP/MTs di Kecamatan Kemangkon dua kali lebih
banyak dari daya tampung yang disediakan sekolah yaitu sebanyak
734 anak. Apabila semua anak lulusan SMP/MTs melanjutkan di
jenjang pendidikan formal, maka terdapat kekurangan daya tampung
sejumlah 410. Lebih jelasnya, berikut ini disajikan data lulusan
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SMP/MTs dan persebarannya serta daya tampung kelas I jenjang
pendidikan SMA/SMK dalam peta dibawah ini:
Gambar 8. Peta Sebaran Lulusan SMP/MTs dan Daya Tampung Kelas I
SMA/SMK di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga
Apabila dilihat dari perbandingan ketersediaan daya tampung
dan jumlah lulusan terlihat jelas bahwa daya tampung untuk sekolah
menengah di Kecamatan masih kurang untuk memberikan akses
pendidikan bagi anak-anak lulusan SMP/MTs, akan tetapi bukan
kekurangan daya tampung yang menjadi masalah melainkan
kekurangan murid. Dengan total daya tampung sebanyak 324 hanya
terisi 170 dan menyisakan sebanyak 154 bangku. Kekurangan murid
yang dialami oleh sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon ini
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sesuai dengan pernyataan Bapak KSM selaku kepala bidang Dikmen
di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga yang menginformasikan,
bahwa:
“Masih ada sekolah yang mengadu tentang kekurangan murid.
Seperti SMA N 1 Kemangkon yang masih meminta agar kita
membatasi jumlah siswa di SMA lain.” (12 Agustus 2014)
Pernyataan diatas diperkuat oleh SPR selaku kepala urusan kurikulum
di sekolah terkait, yaitu:
“Untuk tahun ini saja, target jumlah murid baru kita tidak
tercapai. Target kita enam kelas sekitar 180an anak atau 150 –
180an, untuk 30an anak perkelas. Sudah hampir lima tahun
terakhir ini target untuk jumlah anak yang bersekolah di SMA
N 1 Kemangkon tidak tercapai.” (10 September 2014)
Selain SMA N 1 Kemangkon, sekolah lain yang mengalami
kekurangan murid adalah SMK Ma’arif NU Kemangkon. SMA N 1
Kemangkon yang menyediakan daya tampung sebanyak 180 hanya
terisi 62. Sedangkan SMK Ma’arif NU Kemangkon yang merupakan
satu-satunya sekolah swasta yang menyediakan daya tampung
sebanyak 72 hanya terisi 30.
Berdasarkan uraian data diatas dapat diketahui bahwa
permasalahan akses pendidikan menengah di Kecamatan Kemangkon
bukan sekedar ketersediaan daya tampung yang kurang guna
mengantisipasi lulusan SMP/MTs, melainkan kekurang murid.
Sehingga daya tampung yang disediakan oleh sekolah-sekolah di
Kecamatan Kemangkon yang sebenarnya kurang malah banyak tidak
terisi.
84
2. Faktor Penghambat Anak Usia Sekolah Menengah (16 – 18 Tahun)
Untuk Melanjutkan Pendidikan SMA/SMK/sederajat
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat faktor
penghambat anak usia sekolah menengah (16-18 tahun) di Kecamatan
Kemangkon untuk melanjutkan pendidikan SMA/SMK/sederajat. Faktor
tersebut adalah: a) ekonomi keluarga, b) Motivasi, c) Lingkungan dan d)
Geografi.
a. Faktor ekonomi keluarga sebagai penghambat anak usia sekolah
menengah (16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat.
Faktor ekonomi terutama kondisi ekonomi keluarga menjadi
salah satu alasan yang tidak pernah absen dalam setiap jawaban
mengenai penyebab anak tidak melanjutkan sekolah.  Demikian pula
dengan jawaban dari anak-anak di Kecamatan Kemangkon, ditanya
mengenai alasan mereka tidak melanjutkan sekolah setelah lulus dari
SMP/MTs kondisi ekonomi menjadi jawaban yang keluar pertama
kali. Faktor ekonomi merupakan faktor klasik penyebab anak tidak
melanjutkan sekolah. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang
dijelaskan Bapak RWI selaku Kepala UPTD Dinas Pendidikan
Kecamatan Kemangkon bahwa:
“Faktor klasik seperti ekonomi adalah salah satu penyebab
anak tidak melanjutkan sekolah menengah..” (17 September
2014)
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Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Bapal KSM selaku Kepala
Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten
purbalingga,
“Dua hal yang lebih sering mendominasi penyebab anak tidak
melanjutkan sekolah menengah setelah lulus SMP/MTs yaitu
faktor ekonomi dan motivasi.” (12 Agustus 2014)
Berdasarkan data dari BPS, sebanyak 19% dari total jumlah
seluruh penduduk di Kecamatan Kemangkon tergolong miskin. Dalam
kemiskinan tersebut sangat berat membiayai sekolah, ironisnya biaya
sekolah yang memberatkan adalah baiya personal anak setiap harinya.
Pemerintah melalui Biaya Operasional Sekolah (BOS) dengan setiap
anak mendapat Rp1.000.000,00/semester belum benar-benar bisa
meringankan beban seluruh orang tua, karena alokasi dana BOS di
sekolah menengah digunakan lebih pada untuk memenuhi kegiatan
operasional sekolah bukan biaya personal anak. Hal ini seperti
dijelaskan oleh Bapak SPR, yaitu:
“Disamping itu kita juga tidak bisa memaksa orang untuk
sekolah dan kalau ternyata keadaan ekonominya tidak
mendukung untuk tetap melanjutkan sekolah mau bagaimana
lagi. Sementara bantuan yang ada selama ini adalah lebih pada
membiayai kegiatan operasional sekolah bukan operasional
anak.”(10 September 2014)
Biaya operasional anak yang dimaksud adalah biaya personal
yang harus dipenuhi orang tua seperti membeli seragam sekolah, buku-
buku pelajaran, iuran bulanan, uang saku harian, ongkos transport
pulang-pergi, biaya fotokopi, peralatan sekolah dan lain sebagainya.
Permasalahannya dari pada memenuhi biaya operasional anak untuk
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sekolah ada kebutuhan yang harus terlebih dahulu dipenuhi yaitu
kebutuhan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga merupakan sesuatu
yang sangat mendasar, artinya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi
terlebih dahulu sebelum meningkat pada kebutuhan lain. Kebutuhan
yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah pangan, sandang dan
papan. Dalam memenuhi ketiga kebutuhan tersebut tentunya
diperlukan modal/uang/bentuk lain dan kesemuanya itu diperoleh dari
penghasilan. Penghasilan itu didapat dari hasil
bekerja/berkebun/bertani/berdagang, dan lain sebagainya. Pada saat
orang tua yang seharusnya sebagai sumber utama penghasilan dalam
keluarga hanya mampu mencukupi tiga kebutuhan utama dan tak
mampu memenuhi kebutuhan pendidikan maka, yang terjadi
berikutnya anak tidak melanjutkan sekolah dan memilih membantu
menambah penghasilan dengan bekerja. Pernyataan tersebut sesuai
dengan Bapak RWI sebagai berikut:
“Ekonomi keluarga yang dianggap serba kekurangan memaksa
anak-anak lulusan SMP/MTs memilih untuk tidak melanjutkan
dan bekerja membantu orang tua mencari nafkah.” (17
September 2014)
Selain itu Bapak KSM juga menginformasikan:
“Bagi orang-orang yang memang kondisi ekonominya lemah dan
kebetulan di desanya terdapat plasma-plasma industri rambut
atau daerah tempat tinggalnya merupakan sentra industri
sehingga begitu lulus SMP/MTs mereka lebih memilih untuk
langsung bekerja.” (12 Agustus 2014)
Berdasarkan pernyataan tersebut faktor klasik berupa ekonomi
atau lebih tepatnya kondisi ekonomi keluarga menjadi salah satu
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alasan anak usia sekolah menengah tidak melanjutkan sekolah.
Walaupun ada bantuan operasional (BOS) tetapi uang saku dan uang
transport untuk setiap hari ternyata jauh lebih memberatkan.
b. Faktor motivasi sebagai penghambat anak usia sekolah menengah
(16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat.
Faktor kedua penghambat anak usia sekolah menengah untuk
melanjutkan sekolah menengah adalah faktor motivasi. Hal ini sesuai
dengan penyataan Bapak KSM yaitu,
“Dari pengalaman saya penyebab yang kedua adalah motivasi
anak itu sendiri.” (12 Agustus 2014)
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak RWI,
“Faktor selanjutnya adalah faktor motivasi anak itu sendiri,
faktor ini makin diperkuat dengan perkembangan industri di
Kabupaten Purbalingga. Bukan sekedar kehadiran pabrik-
pabrik besar tapi plasma-plasma dari industri tersebut juga
hadir di beberapa desa untuk menyerap tenaga kerja di tempat
tersebut.” (17 September 2014)
Motivasi timbul karena ada harapan dan harapan berhasil bila
persepsi seseorang tentang kemungkinan apabila seseorang berbuat
sesuatu maka akan tercapai sesuatu hasil tertentu. Anak-anak
kelompok usia menengah di Kecamatan Kemangkon yang tidak
melanjutkan sekolah karena mengetahui lemahnya ekonomi sudah
mempersepsikan bahwa keluarga terutama orangtua sulit bahkan tidak
mampu untuk menyekolahkan sehingga mereka setelah lulus
SMP/MTs tidak berharap lebih untuk melanjutkan ke sekolah
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menengah. Padahal anak-anak yang ekonomi keluarganya lemah,
masih dapat melanjutkan sekolah dengan bebagai cara yang dapat
diusahakan salah satunya melalui surat keringanan biaya maupun
mengajukan bantuan pendidikan. Upaya yang bisa dilakukan salah
satunya melalui BSM, seperti yang dijelaskan oleh Bapak KSM
bahwa,
“…kalau mereka benar-benar tidak mampu kita bisa usulkan
untuk mendapatkan BSM. Satu tahun mereka bisa
mendapatkan satu juta untuk mememuhi kebutuhan
sekolahnya.” (12 Agustus 2014)
Sayangnya sejauh ini mereka tetap berpersepsi bahwa dengan ekonomi
keluarga yang lemah tetap akan sulit melanjutkan sekolah menengah.
Seperti yang diungkapkan oleh PR anak dari Desa Panican Kecamatan
Kemangkon bahwa,
“Saya tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya.
Bapak dan ibu seorang petani dengan sawah yang luasnya
tidak seberapa, belum lagi adik saya masih harus sekolah SD
dan SMP. Kata orang di SD dan SMP ada BOS, tapi untuk
buku, seragam tetap ditanggung orang tua. Jadi untuk
menanggung biaya sekolah tiga sekaligus orang tua saya
tidak mampu”. (7 September 2014)
PR sudah terlebih dahulu mempersepsikan bahwa orang tuanya tidak
akan mampu menyekolahkannya di sekolah menengah dengan melihat
pekerjaan orang tua hanya seorang petani. Selain itu dia juga telah
mempersepsikan terlebih dahulu bahwa dengan kemampuan ekonomi
keluarganya yang sekarang biaya sekolah terlalu mahal.
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c. Faktor lingkungan sebagai penghambat anak usia sekolah
menengah (16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat.
Faktor selanjutnya penyebab anak usia sekolah menengah tidak
melanjukan sekolahnya adalah faktor lingkungan. Hal ini sesuai
dengan pernyataan Bapak BDI bahwa,
“Lingkungan dan motivasi berpengaruh besar pada keputusan
anak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan
pendidikannya”. (18 September 2014)
Faktor lingkungan ini dibagi menjadi dua lingkungan internal
dan eksternal. Lingkungan internal yang dimaksud adalah lingkungan
keluarga, yang berpengaruh besar dalam hal ini adalah orang tua.
Orang tua mendukung dan menginginkan bila anaknya bersekolah atau
melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP/MTs, karena orang tua
menginginkan anaknya menjadi anak yang pintar dan sukses.
Dukungan lingkungan internal ini hanya berakhir berupa asa karena
kembali terkendala permasalahan ekonomi.
Lingkungan ekseternal berupa keberadaan industri dan teman
sepermainan (peer group). Kabupaten Purbalingga terkenal dengan
industri rambut dan bulu mata palsunya dan berdasarkan penelitian
lembaga penelitian, Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan
Hidup (LPPSLH), sejumlah perusahaan itu menyumbang 56,1% total
investasi industri secara nasional (Suara Merdeka, 25/8/2014).
Keberadaan industri jelas memberi kontribusi positif bagi
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pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan industri padat karya, tenaga
kerja yang terserap cukup besar. Disisi lain industri padat karya ini
justru menjadi bumerang bagi dunia pendidikan. Pesatnya plasma
industri rambut dan bulu mata palse hingga kepelosok desa terpencil,
mempengaruhi minat anak untuk melanjutkan sekolah anak-anak
lulusan sekolah dasar.
Keberadaan plasma industri rambut dan bulu mata palsu
mempengaruhi minat anak untuk melanjutkan sekolah menengah. Hal
ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak KSM,
“…kebetulan di desanya terdapat plasma-plasma industri
rambut atau daerah tempat tinggalnya merupakan sentra
industri, sehingga begitu lulus SMP/MTs mereka lebih memilih
untuk langsung bekerja”. (12 Agustus 2014)
Pendapat senada juga diungkapkan oleh Bapak SPR,
“Keberadaan industri menjadi salah satu penyebab anak usia
sekolah menengah untuk tidak melanjutkan sekolah lagi.
Purbalingga saat ini telah dipenuhi dengan jumlah industri
rambut dan bulu mata palsu. (10 September 2014)
Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak BDI,
“Keberadaan industri rambut yang banyak ditambah lagi
dengan keberadaan plasma-plasma milik industri rambut yang
masuk hingga ke desa-desa menjadi salah satu penyebab anak
tidak melanjutkan sekolah karena mereka lebih memilih
bekerja. Saya kira fenomena ini bukan hanya terjadi di wilayah
Kecamatan Kemangkon saja melainkan juga sudah menyeluruh
ke wilayah Kabupaten Purbalingga. Di satu sisi keberadaan
industri sangat menguntungkan untuk menyerap banyak tenaga
kerja terutama tenaga kerja perempuan, namun disisi lain
berpengaruh pada lulusan SMP/MTs. Saat dilingkungan
mereka ada satu atau dua orang setelah lulus SMP/MTs bekerja
di industri rambut baik di pabrik maupun di plasmanya dan
melihat hasil yang diperoleh, lama kelamaan banyak yang akan
tergiur untuk lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan
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sekolah menengah. Bayangkan hanya bermodal ijazah dan
keinginan untuk bekerja mereka bisa bekerja dan mendapatkan
gaji yang setara dengan mereka yang lulusan SMA/SMK.” (18
September 2014)
Selanjutnya anak-anak lulusan SMP/MTs yang terserap
menjadi tenaga kerja dari industri rambut dan bulu mata palsu menjadi
pengaruh beikutnya. Banyak anak-anak disekitar lingkungannya yang
tidak sekolah/melanjutkan sekolah menengah apalagi kalau mereka
adalah teman sepermainan (peer group). Kondisi lingkungan eksternal
yang seperti ini kurang mendukung terhadap pendidikan dan tentunya
sangat berpengaruh terhadap keputusan anak untuk melanjutkan atau
tidak. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan BDI yang menyatakan
sebagai berikut:
“Saat dilingkungan mereka ada satu atau dua orang setelah
lulus SMP/MTs bekerja di industri rambut baik di pabrik
maupun di plasmanya dan melihat hasil yang diperoleh, lama
kelamaan banyak yang akan tergiur untuk lebih memilih
bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah menengah.” (18
September 2014)
Kecamatan Kemangkon termasuk daerah pinggiran dan 19%
dari jumlah pendidiknya tergolong penduduk miskin dan sebagian
besar penduduknya hanya menamatkan SD. Hingga paruh tahun 2014
menurut data dari Kecamatan Kemangkon sebanyak 13.284 penduduk
adalah tamatan SD/MI dan sebanyak 7.459 penduduk adalah tamatan
SMP/MTs. Dari kondisi ketidakberdayaan karena ekonomi dan tingkat
pendidikan yang rendah jelas akan berpengaruh kepada perilaku
seperti yang dijelaskan oleh Saad (2003:17), sebagai berikut:
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“Perilaku seseorang dibangun oleh sejumlah faktor, baik yang
berada pada individu itu sendiri, maupun yang berada diluar
individu itu. Perilaku tersebut sangat ditentukan oleh faktor
lingkungan, pengeatahuan dan perasaan.”
Perilaku yang membuat anak-anak makin enggan untuk
melanjutkan sekolah menengah karena teman-temannya juga tidak
melanjutkan atau tidak bersekolah. Keadaan ini semakin diperparah
dengan keberadaan industri yang memberikan kemudahan dalam
perekrutannya, karena industri tersebut yang mendekat bukan lagi
melalui pabrik yang besar melainkan plasma-plasma yang lebih kecil
yang hanya membutuhkan bangunan seperti ruko. Untuk menjadi salah
satu buruhnya tidak memerlukan banyak syarat cukup memberikan
foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau bagi yang belum
memiliki karena belum cukup umur hanya perlu memberikan
komitmen untuk rajin bekerja. Mereka bisa mendapakan upah sesuai
UMR dengan memenuhi target harian yang telah ditentukan.
d. Faktor geografi sebagai penghambat anak usia sekolah menengah
(16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat.
Kecamatan Kemangkon merupakan daerah dataran rendah
dengan ketinggian 40 m diatas permukaan laut. Kondisi geografisnya
tidak begitu ekstrem karena hanya berupa lahan persawahan yang total
luasnya 50,66% dari luas wilayah Kecamatan Kemangkon. Faktor
geografis jarak tempuh dari rumah ke lokasi sekolah merupakan salah
satu alasan yang menjadi penghambat anak tidak melanjutkan sekolah
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setelah lulus SMP/MTs. Jarak sekolah biasanya mempengaruhi dalam
memilih sekolah karena apabila dalam pandangan jarak yang jauh
biasanya sulit untuk sampai atau lama.
Jarak yang jauh hanya dapat diseleseikan dengan ketersediaan
jasa transportasi sehingga menjadi dekat, namun yang terjadi sekarang
ini transportasi umum seperti angkudes tidak menjangkau semua desa
di Kecamatan Kemangkon. Permasalahan jarak ini sesuai dengan
penjelasan yang diberikan oleh Bapak RWI, bahwa:
“Lokasi dari ketiga sekolah tersebut sangat menguntungkan bagi
mereka yang tinggal di desa yang sama dengan sekolah
menengah tersebut, tapi bagi mereka yang tinggal jauh berkilo-
kilo meter dari sekolah membuat sekolah sulit dijangkau bagi
mereka. Masalah jangkauan sekolah ini bisa diselesaikan
dengan keberadaan alat dan sarana transportasi publik maupun
pribadi. Menyangkut masalah transportasi umum, ada beberapa
transportasi umum yang bisa digunakan untuk menjangkau
sekolah tersebut. Salah satunya adalah angkutan desa,
sayangnya akhir-akhir ini jumlah angkudes yang beroperasi di
Kecamatan Kemangkon semakin berkurang. Desa terjauh dari
pusat kecamatan seperti desa Kedungbenda dan Kalialang dulu
masih bisa dicapai dengan angkudes. Sekarang untuk mencapai
kedua desa tersebut menggunakan angkudes sangat susah karena
jarang angkudes yang mau beroperasi hingga kedua desa
tersebut.” (17 September 2014)
Dua desa yang disebutkan oleh Bapak RWI memiliki jarak
sejauh 8,5 km dan 12,5 km dari pusat Kecamatan Kemangkon. Jarak
yang jauh ini tidak menguntungkan bagi anak-anak yang tinggal  jauh
dari lokasi sekolah, karena untuk menempuh perjalanan yang jauh
mereka harus bangun pagi-pagi sekali. Hal yang terjadi saat mereka
bangun pagi-pagi dan sudah harus menempuh jarak yang jauh
sehingga menguras banyak energi adalah mengantuk. Padahal di
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sekolah nanti mereka harus menerima banyak pelajaran yang
membutuhkan konsentrasi. Setelah jam sekolah selesai mereka masih
harus menempuh jarak yang sama, untuk sekian jam mereka sudah
harus kehilangan banyak energi hingga merasa kelelahan. Kondisi
seperti ini yang pada akhirnya berpengaruh besar pada keputusan anak
untuk berangkat sekolah hingga pada keputusan untuk melanjutkan
sekolah atau tidak.
3. Faktor Pendukung Anak Usia Sekolah Menengah (16 – 18 Tahun)
Untuk Melanjutkan Pendidikan SMA/SMK/sederajat
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui terdapat
faktor pendukung anak usia sekolah menengah (16-18 tahun) di
Kecamatan Kemangkon untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat. Faktor tersebut memiliki kategori yang sama dengan
faktor penghambat anak tidak melanjutkan sekolah yaitu: 1) Ekonomi, 2)
Motivasi, 3) Lingkungan dan 4) Geografi. Walaupun memiliki ketegori
yang sama tapi ini jelas berbeda, untuk memperjelas faktor-faktor tersebut
diuraikan sebagai berikut:
a. Faktor ekonomi sebagai pendukung anak usia sekolah menengah
(16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat
Pada faktor penghambat, ekonomi keluarga menjadi salah satu
alasan anak-anak usia sekolah menengah (16-18 tahun) di Kecamatan
Kemangkon mumutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah setelah
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lulus SMP/MTs. Penghambat berupa faktor ekonomi ini bisa
diseleseikan salah satu caranya melalui program bantuan pendidikan.
Seperti yang diharapkan MR salah satu anak dari Desa Kedung Benda
Kecamatan Kemangkon bahwa,
“Saya mau melanjutkan sekolah sampai lulus apabila
memperoleh keringanan biaya”. (14 September 2014)
Harapan yang sama juga disampaikan PN salah satu anak dari Desa
Kalialang Kecamatan Kemangkon,
“Kalau sekolah gratis dan unya kendaraan sendiri untuk
berangkat ke sekolah saya akan melanjutkan sekolah.” (10
September 2014)
Keberadaan program bantuan sangat membantu meringankan
beban orang tua dalam pembiayaan sekolah anak-anaknya. Salah satu
program yang paling dikenal masyarakat adalah program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Untuk sekolah menengah setiap anak
mendapatkan bantuan sebanyak Rp1.000.000,00/semester yang pada
hakekatnya bantuan ini ditujukan untuk membiayai pendidikan bagi
siswa miskin dari segala pungutan/sumbangan/iuran disekolah.
Walaupun peranan BOS masih sangat terbatas kerana dana yang
dianggarkan belum bisa memenuhi kebutuhan APBS SMA/SMK
secara keseluruhan. Masih terdapat bantuan lain dari pemerintah
daerah, pemerintah provinsi dan Direktorat. Selain dana dari
pemerintah masih ada dana swadaya masyarakat yang berasal dari
komite sekolah, sumbangan sukearela, dan lain-lain. Dengan
keberadaan dana bantuan tersebut anak-anak dapat memperoleh
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layanan pendidikan menengah yang lebih bermutu sampai tamat
sekolah dalam rangka mewujudkan kebijakan PMU (Pendidikan
Menengah Universal). Apabila urusan operasional sekolah telah
teratasi tanpa membebani pihak orang tua terutama yang berekonomi
lemah maka, orang tua tinggal fokus pada biaya personal anak saja.
b. Faktor motivasi sebagai pendukung anak usia sekolah menengah
(16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat
Motivasi untuk menjadi lebih pintar dan memiliki keahlian
sebagai modal hidup merupakan salah satu faktor pendukung bagi
anak-anak usia sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon untuk
melanjutkan sekolah menengah. Seperti yang diungkapkan SF salah
satu anak dari Desa Panican Kecamatan Kemangkon bahwa,
“Bila alasa tidak sekolah teratasi sayan ingin tetap melanjutkan
sekolah, karena keinginan saya untuk meninggikan derajat
keluarga. Saya tidak mau ibu saya bekerja sebagai ART
(asisten rumah tangga) terus.” (6 September 2014)
Motivasi untuk melanjutkan juga dimiliki oleh MA salah satu anak
dari Desa Panican Kecamatan Kemangkon bahwa,
“…saya ingin sekali sekolah di SMK, karena ingin punya usaha
bengkel. Untuk sekarang hanya bisa belajar dari main-main ke
bengkel orang sambil menonton teman bekerja.” (7 September
2014)
Motif lain juga diungkapkan oleh PR salah satu anak dari Desa
Panican Kecamatan Kemangkon yaitu,
“…ingin melanjutkan sekolah sampai lulus, kalau ada biaya
ingin mendaftar di SMK. Ingin bertambah pintar juga agar bisa
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bekerja di tempat yang bagus untuk membantu keluarga.” (7
Desember 2014)
Selain motivasi internal anak-anak tersebut juga memiliki
motivasi eksternal. Seperti makin bertambahnya jumlah SMK di
Kabupaten Purbalingga. Kondisi ini adalah sebagai perwujudan
kebijakan 70% SMK : 30% SMA. Selain itu pemenuhan kebutuhan
sekolah juga menjadi sebuah motivasi eksternal tersendiri. Abraham
Maslow mengkategorikan motif sebagai pendorong dari perbuatan
individu dalam bentuk hierarki. Dalam hal ini manusia pada umumnya
timbul motivasi pada strata kebutuhan sosial, harga diri dan aktualisasi
diri”. Dalam memilih jenis sekolah anak-anak kelompok usia
menengah di Kecamatan Kemangkon apabila bisa melanjutkan sekolah
maka akan melanjutkan di SMK, mereka berpersepsi SMK lebih
memiliki nilai tambah dibanding SMA yaitu mereka akan
mendapatkan ketrampilan (lifeskill).
Terpenuhinya kebutuhan personal untuk anak seperti uang
saku, ongkos transport, peralatan menulis dan buku akan
meningkatkan rasa percaya diri untuk tetap berskolah. Selain itu
keinginan untuk pintar, mewujudkan cita-citanya, atau motif dan
tujuan lain yang bisa dicapai dengan bersekolah di sekolah menengah
merupakan sebuah pendukung untuk anak melanjutkan sekolahnya.
c. Faktor lingkungan sebagai pendukung anak usia sekolah
menengah (16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat
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Pada pembahasan sebelumnya lingkungan menjadi faktor
penghambat anak untuk tidak melanjutkan sekolah menengah, tapi
lingkungan juga bisa menjadi pendukung anak untuk melanjutkan
sekolah setelah lulus SMP/MTs. Lingkungan bisa menjadi pendukung
anak untuk melanjutkan sekolahnya tergantung pada kualitas
lingkungan tersebut. Lingkungan secara luas bisa kita pahami dan
bedakan menjadi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dari
keduanya lingkungan sosial lebih berpengaruh pada keputusan anak
untuk melanjutkan sekolahnya, karena lingkungan sosial ini berisi
interaksi langsung anak dengan individu lain seperti orang tua, teman,
dan masyarakat.
Teman sepermainan (peer group) memberikan banyak
pengaruh. Keinginan untuk melanjutkan sekolah menengah muncul
saat melihat teman dekat waktu masih SMP/MTs bisa melanjutkan
sekolahnnya. Seperti yang dirasakan dan diungkapkan oleh SN salah
satu anak di Desa Panican Kecamatan Kemangkon,
“Ingin seperti teman-teman yang dulu satu SMP sekarang
melanjutkan sekolah. Hal yang membuat saya iri dan ingin
bersekolah adalah pada jam yang sama saya sedang bekerja
mereka sedang belajar di sekolah. Mereka sekolah hanya
sampai jam 14.30 kalau saya bekerja sampai 16.00 bahkan
akan lebih lama kalau harus lembur”. (6 September 2014)
Hal yang sama juga dirasakan oleh AL salah satu anak di Desa
Kedungbenda Kecamatan Kemangkon,
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“Teman membuat saya semangat berangkat sekolah walaupun
jarak sekolah jauh, kita bisa berangkat bersama-sama dan akan
merasa lebih senang”. (20 September 2014)
Keinginan melanjutkan akan makin besar saat mereka
berinteraksi dengan teman-teman sebaya dilingkungan yang kebetulan
memiliki kepedulian terhadap pendidikan, serta memiliki tujuan yang
sama terhadap pendidikan untuk perubahan yang lebih baik yang
tentunya akan membawa dampak positif. Selain teman masyarakat
yang berada dilingkungan juga memiliki peran penting dalam
membentuk persepsi yang positif terhadap pendidikan. Kepedulian dari
masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran yang tujuan akhirnya
adalah partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
d. Faktor geografi sebagai pendukung anak usia sekolah menengah
(16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat
Tidak semua desa di Kecamatan Kemangkon memiliki sarana
pendidikan SMA/SMK/sederajat, tetapi dengan kondisi tanah yang
datar sekolah-sekolah tersebut dapat diakses/dijangkau dengan
kendaraan seperti angkudes, ojek, sepeda, sepeda motor hingga
berjalan kaki sekalipun. Keuntungan berada di daerah dengan kondisi
tanah yang datar adalah kemudahan dalam membangun layanan
transpotrasi, karena jalan yang dilalui tidak akan terjal naik-turun atau
berkelok-kelok. Keuntungan inilah yang dimiliki oleh Kecamatan
Kemangkon, keadaan jalan utama menuju desa terjauh seperti Desa
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Kalialang dan Desa Kedung Benda sudah cukup baik karena jalan
beraspal. Mengingat frekuensi trayek angkudes mulai berkurang
sehingga untuk beberapa desa tidak dilalui maka perlu ada kerjasama
dari pihak terkait untuk menormalisasikannya kembali agar anak-anak
yang tinggal di desa-desa yang sudah tidak dilalui angkudes dapat
bersemangat untuk kembali bersekolah.
4. Kebijakan Sebagai Solusi Permasalahan Pendidikan
a. Kebijakan pembiayaan pendidikan
Ekonomi menjadi alasan utama anak-anak usia sekolah
menengah (16-18 tahun) di Kecamatan Kemangkon untuk tidak
melanjutkan sekolah baik karena biaya sekolah yang memberatkan
atau karena harus bekerja membantu orang tua memenuhi kebutuhan
hidup. Jadi untuk permasalahan ini kebijakan yang tepat adalah
kebijakan mengenai pembiayaan pendidikan. Nanang Fattah (2000:
112) menjelaskan,
Pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang
dihasilkan dibelanjakan untuk berbagai keperluan
penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru,
peningkatan professional guru, pengadaan sarana ruang
belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile,
pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor
(ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan
pendidikan, dan supervisi pendidikan.
Sedangkan kebijakan merupakan apa yang dilakukan dan tidak
dilakukan oleh pemerintah dan dalam hal ini adalah penyelenggara
pendidikan. Terkait dengan kebijakan pembiayaan pendidikan UU No.
20 Th. 2003 Pasal 46 ayat (1) menjelaskan bahwa:
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Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarkat.
Berdasarkan peraturan diatas pembiayaan pembangunan pendidikan
dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan bersumber
pada APBN, APBD dan Dana Masyrakat. Diamanatkan pula oleh UU
No. 20 Th. 2003 bahwa APBN dan APBD harus menyediakan
Anggaran Minimal 20% dari anggaran yang disediakan untuk sektor
pendidikan. Dana 20% yang dianggarkan dari APBD dan APBN
dimanfaatkan dalam berbagai bentuk salah satunya dalam bentuk
bantuan dana. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak BDI yaitu:
“...... Program bantuan pemerintah sudah banyak misalnya ada
BOS, BSM, beasiswa prestasi, dan lain-lain.” (18 September
2014)
Selain itu juga menanggapi permasalahan ketidakmampuan
pembiayaan pendidikan Bapak KSM menjelaskan berbagai program
bantuan yang dapat diakses yaitu:
“......kalau karena ekonomi itu bukan alasan yang tepat karena
anak bisa dibebaskan dari SPP lewat dana BOS. Ketika mereka
betul-betul tidak mampu biaya pribadinya bisa kita usulkan
untuk menerima BSM.” (12 Agustus 2014)
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu
program bantuan pendidikan yang paling dikenal masyarakat. Bantuan
Operasional Sekolah merupakan bantuan pemerintah pusat kepada
seluruh SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/sederjat se-Indonesia, baik
negeri maupun swasta. Bantuan ini diberikan kepada siswa melalui
sekolah yang langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing.
BOS pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non
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personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana. Dengan urusan
operasional sekolah yang telah teratasi tanpa membebani pihak orang
tua maka hal ini akan membantu anak-anak dari keluarga dengan
ekonomi lemah, selanjutnya orang tua tinggal fokus pada biaya
personal anak.
Teratasinya biaya operasional sekolah melalui BOS bukan
berarti tidak ada yang mempermasalahkan biaya sebagai alasan anak
tidak melanjutkan sekolah menengah. Hal yang terjadi selanjutnya
adalah permasalahan biaya personal anak setiap harinya yang dirasa
memberatkan. Butuh solusi lain untuk mengatasi permasalahan untuk
biaya personal anak untuk sekolah. Memasuki masa pemerintahan baru
dan pemimpin baru ada sebuah wacana mengenai kebijakan untuk
pembiayaan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar.
Apabila kebijakan ini terlaksana dan berhasil dalam implemantasinya
maka biaya personal anak tidak perlu lagi menjadi alasan anak tidak
melanjutkan sekolah hingga ke jenjang pendidikan menengah. Besaran
bantuan yang akan diterima digolongkan berdasarkan jenjang
pendidikannya, untuk anak SD/MI sebesar
Rp225.000,00/anak/semester, untuk anak SMP/MTs sebesar
Rp375.000,00/anak/semester, untuk anak SMA/SMK/MA sebesar
Rp500.000,00/anak/semester (Kompas, 5 November 2014).
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b. Pendidikan alternatif melalui Pendidikan Luar Sekolah
Lembaga pendidikan formal bukan satu-satunya tempat untuk
memperoleh pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Bagi anak-anak yang kurang beruntung karena tidak bisa mengakses
pendidikan maka mereka masih berkesempatan mengakses pendidikan
melalui lembaga pendidikan luar sekolah. Salah satunya adalah
melalui Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Program
ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan
khususnya bagi masyarakat miskin atau yang belum/tidak sempat
mengikuti pendidikan formal. Selain itu program ini bertujuan untuk
mendorong pengembangan pendidikan anak usia dini dan
pengembangan pendidikan untuk semua.
Masyarakat yang mengikuti pendidikan luar sekolah dapat
dikelompokan dalam empat kategori usia. Kategori pertama adalah
mereka yang masih dalam kelompok usia prasekolah (0-6 tahun)
dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka memasuki usia sekolah
dasar. Kategori kedua adalah mereka yang masih dalam kelompok usia
pendidikan dasar yaitu penduduk berusia sekitar 7-15 tahun. Dalam
kelompok usia tersebut pendidikan yang ditawarkan adalah pendidikan
penyeataraan untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun dalam
bentuk Kejar Paket A dan Paket B. Kategori ketiga adalah warga
belajar pada kelompok usia produktif yaitu sekitar 16-24 tahun. Bagi
kelompok ini disediakan pendidikan penyetaraan dalam bentuk Paket
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C dan pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada kecakapan
hidup. Selanjutnya kelompok keempat adalah warga belajar yang
berusia 25 tahun keatas. Bagi kelompok ini disediakan pendidikan
masyarakat yang diarahkan pada perluasan lapangan kerja dan
pengentasan kemiskinan. Disamping itu, melalui pendidikan luar
sekolah dilakukan pendidikan keaksaraan fungsional yang
diprioritaskan bagi kelompok usia 10-44 tahun dan penduduk
perempuan dalam rangka menurunkan jumlah penduduk buta aksara.
Dalam mengelola pendidikan luar sekolah tersebut terbagi
kewenangan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten.
Kewenangan pemerintah kabupaten untuk pendidikan luar
sekolah adalah (1) menyelenggarakan pembinaan pendidikan anak usia
dini (0-6 tahun) sebagai upaya mempersiapkan mereka untuk
memasuki usia sekolah dasar dengan memanfaatkan lembaga penitipan
anak, kelompok bermain dan posyandu, (b) melaksanakan
pemberantasan buta aksara melalui pendekatan Keaksaraan Fungsional
untuk mengurangi buta aksara dan angka latin, buta bahasa Indonesia
dan buta pengetahuan dasar, (c) menyelenggarakan program Paket A
setara SD dan Paket B setara B setara SLTP dalam rangka menunjang
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, (d) melaksanakan
pendidikan berkelanjutan melalui penyelenggaraan program Paket C
setara SMU, (e) melanjutkan pembinaan dan perluasan pendidikan
masarakat yang diarahkan pada perluasan lapangan kerja dan
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pengentasan kemiskinan dalam upaya memberi bekal kepada
masyarakat miskin yang tidak/belum memilki pekerjaan agar dapat
mandiri dan dapat memulai usaha-usaha produktif seperti kegiatan
Kelompok Belajar Usaha (KBU), pemberian beasiswa/magang untuk
kursus keterampilan, dan pendidikan keterampilan bagi perempuan, (f)
melaksanakan peningkatan mutu tenaga kependidikan luar sekolah, (g)
melaksanakan upaya-upaya pembinaan dan peningkatan kualitas dan
kuantitas layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman
Baca Masyarakat (TBM), kursus-kursus, dan satuan-satuan pendidikan
luar sekolah lainnya, (h) memfasilitasi kelompok-kelompok atau
organisasi kemasyarakatan penyelenggara pendidikan luar sekolah
sebagai vocal point kesetaraan dan keadilan gender, (i) melaksanakan
fasilitas dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan program
yang berkeadilan gender melalui PKBM dan TBM, (j) merealisasikan
pendidikan berkualitas untuk semua khususnya bagi kelompok
masyarakat yang kurang beruntung, serta (k) melakukan pengawasan,
pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan program-program
pendidikan luar sekolah.
Untuk Kecamatan Kemangkon Pendidikan Luar Sekolah yang
dimiliki antara lain: Kelompok Bermain, Satuan PAUD sejenis, Paket
A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, Pendidikan
Keaksaraan, Kursus, Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH),
Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
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(PKBM), dan Taman Baca Masyarakat (TBM). Program-program
dilaksanakan di berbagai desa yang diikuti oleh masyarakat dari
berbagai umur sesuai kebutuhan dan keperluan. Dari sekian banyak
program, program yang tepat untuk anak-anak lulusan SMP/MTs yang
memutuskan tidak melanjutkan pendidikan formalnya ke
SMA/SMK/sederajat adalah Paket C setara SMA, Kursus, Program
Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Kelompok Belajar Usaha
(KBU), dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kecamatan
Kemangkon terletak di Desa Senon RT 05/ RW 02. Berdiri tahun 2001
dengan nama Karya Manunggal dan program yang diselenggarakan
antara lain: (1) PAUD, (2) Kesetaraan, (3) Keaksaraan, (4) PKH dan
(5) TBM. PKBM ini memiliki pendidik sebanyak 19 orang dengan
tingkat pendidikan terakhir 2 orang SMA/sederajat, 6 orang Diploma
dan 11 orang S1. Pelaksanaan kegiatan setiap hari minggu. Adapun
sumber dana utama berasal dari bantuan pemerintah melalui APBD
sebanyak 15 juta/tahun yang diperuntukan untuk gaji tutor, pembelian
ATK dan kelengkapan belajar.
C. PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara,
observasi dan studi dokumentasi maka dapat dilakukan pembahasan terhadap
beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:
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1. Akses Pendidikan Jenjang Menengah di Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga
Akses pendidikan merupakan jalan masuk yang memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya untuk bisa mengikuti dan memperoleh
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan
negara. Akses pendidikan merupakan salah satu dari tiga pilar kebijakan
pendidikan. Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap
pendidikan maka arah kebijakan pendidikan dari pemerintah adalah
dengan usaha mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan.
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi
yang telah dilakukan di Kecamatan Kemangkon selama kurang lebih dua
bulan dapat disimpulkan kondisi akses pendidikan untuk usaha perluasan
akses pendidikan pada jenjang menengah masih belum terpenuhi secara
maksimal. Kondisi ini tergambar dari 1) sarana & prasarana pendidikan, 2)
keterjangkauan dan 3) daya tampung sekolah menengah di Kecamatan
Kemangkon.
a. Sarana dan prasarana sekolah menengah di Kecamatan
Kemangkon
Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai
diharapkan mampu untuk menarik minat anak dan guru agar dalam
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penyelenggaraan proses belajar mengajar akan lebih menyenangkan
dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dan dengan
kondisi baik kualitasnya maupun kuantitasnya.
Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Pasal 1 ayat (8) tentang
Standar Nasional Pendidikan setiap sekolah wajib memenuhi standar
pelayanan minimal yang telah ditentukan. Lebih lengkap dijelaskan
dalam peraturan pemerintah yang sama pada Pasal 42 ayat (1) dan (2).
Tiga sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon masih tergolong
sekolah yang baru dibandingkan sekolah menengah di kecamatan lain.
Jadi untuk sarana dan prasaranya masih membutuhkan banyak
tambahan.
b. Keterjangkauan sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon
Dengan rata-rata jarak 5,39 km maka ketiga sekolah menengah
tersebut ideal terletak di pusat wilayah kecamatan, namun tidak bagi 6
desa yang jaraknya melebihi 6 km maka lokasi ketiga sekolah tersebut
jelas tidak ideal karena ketiga sekolah tersebut berada terpusat di pusat
kecamatan. Desa-desa tersebut adalah: 1) Kedungbenda, 2) Plumutan,
3) Sumilir, 4) Kalialang, 5) Karangtengah dan 6) Muntang. Padahal
menurut BNSP (2006) pelayanan radius menuju sekolah maksimal
adalah 6 km. Dengan keadaan tersebut maka ketiga sekolah tersebut
belum bisa memberikan akses bagi semua anak usia sekolah menengah
di Kecamatan Kemangkon karena ketiga sekolah ini kurang terjangkau
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bagi anak-anak yang tinggal di enam desa yang jaraknya lebih dari 6
km dari kota kecamatan.
Kondisi yang kurang terjangkau bagi anak-anak yang tinggal di
desa-desa dengan jarak melebihi 6 km dari kota kecamatan membuat
keterserapan perserta didik yang diterima juga tidak merata karena
keterserapan SMA/SMK di Kecamatan Kemangkon lebih didominasi
oleh anak-anak lulusan SMP/MTs terdekat. Dapat diketahui bahwa
keterserapan perserta didik di SMA/SMK di Kecamatan Kemangkon
paling banyak menyerap anak-anak yang berasal dari SMP N 1
Kemangkon dengan persentase 29,03% untuk SMA N 1 Kemangkon,
44,29% untuk SMK N 1 Kemangkon dan 16,66 untuk SMK Ma’arif
Kemangkon. Sedangkan untuk sekolah selain SMP N 1 Kemangkon
keterserapannya kurang lebih 10% dari jumlah siswa yang diterima.
Dilihat dari lokasinya, sekolah dengan keterserapan kisaran 10%
memiliki lokasi yang jauh dari lokasi sekolah menengah. Seperti SMP
N 3 Kemangkon yang berlokasi di Desa Kedungbenda berjarak 8,5km
dan SMP Muhammadiyah 08 Kemangkon yang berlokasi di Desa
Karangtengah berjarak 11,2 km. Jarak tersebut dihitung dari lokasi
desa menuju pusat Kecamatan Kemangkon di Desa panican.
c. Daya tampung sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga
Dari perbandingan ketersediaan daya tampung dan jumlah
lulusan terlihat jelas bahwa daya tampung untuk sekolah menengah di
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Kecamatan masih kurang untuk mengantisipasi lulusan SMP/MTs
guna memberikan akses pendidikan bagi anak-anak lulusan SMP/MTs.
Bukan kekurangan daya tampung yang menjadi masalah utama
melainkan kekurangan murid. Dengan total daya tampung sebanyak
324 hanya terisi 170 dan menyisakan sebanyak 154 bangku.
Permasalah ini dibenarkan oleh Bapak SPR selaku kepala
urusan kurikulum di SMA N 1 Kemangkon. Sekolah menengah ini
setiap tahunnya selalu menyediakan daya tampung sebanyak 180 kursi
untuk anak-anak baru. Pada kenyataannya hampir tiga tahun berurut-
turut daya tampung yang disediakan tidak pernah terisi penuh. Selain
SMA N 1 Kemangkon sekolah lain yang mengalami hal yang sama
adalah SMK Ma’arif NU Kemangkon. Dengan daya tampung yang
disediakan sebanyak 72 kursi untuk dua kelas dengan dua jurusan
berbeda, sekolah ini selalu mengalami kekurangan murid. Kondisi
yang berbeda dialami oleh SMK N 1 Kemangkon dengan daya
tampung yang sama untu satu program keahlian daya tampung ini
selalu terisi penuh padahal sekolah ini tergolong sekolah baru wujud
dari kebijakan sekolah kecil di Kabupaten Purbalingga.
Berdsarakan informasi dari Bapak KSM, Bapak SPR dan
Bapak BDI, minat anak terhadap SMK makin meningkat dengan
kebijakan dari Kabupaten Purbalingga yang sedang giat mewujudkan
70% SMK dan 30% SMA. Meningkatnya minat masuk SMK ini tidak
dialami oleh SMK Ma’arif NU Kemangkon. Masyrakat masih memilih
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label sekolah negeri untuk menyekolahkan anak-anaknya disbanding
di sekolah swasta.
2. Faktor Penghambat Anak Usia Sekolah Menengah (16-18 Tahun)
Untuk Melanjutkan Pendidikan SMA/SMK/sederajat
a. Faktor ekonomi keluarga sebagai penghambat anak usia sekolah
menengah (16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat.
Faktor ekonomi terutama kondisi ekonomi keluarga menjadi
salah satu alasan yang tidak pernah absen dalam setiap jawaban
mengenai penyebab anak tidak melanjutkan sekolah.  Demikian pula
dengan jawaban dari anak-anak di Kecamatan Kemangkon, ditanya
mengenai alasan mereka tidak melanjutkan sekolah setelah lulus dari
SMP/MTs kondisi ekonomi menjadi jawaban yang keluar pertama
kali. Faktor ekonomi merupakan faktor klasik penyebab anak tidak
melanjutkan sekolah. Berdasarkan data dari BPS, faktanya sebanyak
19% dari total jumlah seluruh penduduk di Kecamatan Kemangkon
tergolong miskin. Dalam kemiskinan tersebut sangat berat membiayai
sekolah, ironisnya biaya sekolah yang memberatkan adalah baiya
personal anak setiap harinya. Pemerintah melalui Biaya Operasional
Sekolah (BOS) dengan setiap anak mendapat Rp1.000.000,00/semester
belum benar-benar bisa meringankan beban seluruh orang tua, karena
alokasi dana BOS di sekolah menengah digunakan lebih pada untuk
memenuhi kegiatan operasional sekolah bukan biaya personal anak.
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Biaya personal ini meliputi: a) membayar buku seragam, b) buku-buku
tambahan, c) iuran bulanan, d) uang saku dan ongkos angkot/angkudes
dan e) biaya yang tidak ada.
Permasalahannya dari pada memenuhi biaya operasional anak
untuk sekolah ada kebutuhan yang harus terlebih dahulu dipenuhi yaitu
kebutuhan ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga merupakan sesuatu
yang sangat mendasar, artinya suatu kebutuhan yang harus dipenuhi
terlebih dahulu sebelum meningkat pada kebutuhan lain. Kebutuhan
yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah pangan, sandang dan
papan. Dalam memenuhi ketiga kebutuhan tersebut tentunya
diperlukan modal/uang/bentuk lain dan kesemuanya itu diperoleh dari
penghasilan. Penghasilan itu didapat dari hasil
bekerja/berkebun/bertani/berdagang, dan lain sebagainya.
Pilihan selanjutnya bagi anak yang tidak melanjutkan sekolah
adalah bekerja membantu memenuhi kebutuhan berupa pangan,
sandang dan papan. Bermodal lulusan SMP/MTs, tingkat pendidikan
mereka masih tergolong rendah, hal ini akan mengkibatkan kualitas
SDM rendah sehingga berdampak pada pekerjaan yang akan mereka
peroleh. Bisa diprediksi pekerjaan apa yang akan diperoleh, yaitu
buruh kasar, asisten rumah tangga dan lain-lain. Untuk jenis pekerjaan
seperti itu tidak membutuhkan ketrampilan khusus dengan hasil berupa
upah yang rendah kurang dari UMK daerah akibatnya adalah
kemiskinan. Dengan kondisi kemiskinan tujuan utama bekerja adalah
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pemenuhuan tiga kebutuhan utama dan mengesampingkan pemenuhan
kebutuhan pendidikan. Menjadikan pendidikan sebuah investasi jangka
panjang dan sebuah kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi masih jauh
dari persepsi dan angan-angan mereka. Bahayanya kemiskinan ini
diwariskan beserta persepsi mengenai pendidikan kepada anak, maka
semua itu akan berulang menjadi sebuah siklus yang tidak memiliki
ujung.
b. Faktor motivasi sebagai penghambat anak usia sekolah menengah
(16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat.
Motivasi timbul karena ada harapan dan harapan berhasil bila
persepsi seseorang tentang kemungkinan apabila seseorang berbuat
sesuatu maka akan tercapai sesuatu hasil tertentu. Anak-anak
kelompok usia menengah di Kecamatan Kemangkon yang tidak
melanjutkan sekolah karena mengetahui lemahnya ekonomi sudah
mempersepsikan bahwa keluarga terutama orangtua sulit bahkan tidak
mampu untuk menyekolahkan sehingga mereka setelah lulus
SMP/MTs tidak berharap lebih untuk melanjutkan ke sekolah
menengah. Padahal anak-anak yang ekonomi keluarganya lemah,
masih dapat melanjutkan sekolah dengan bebagai cara yang dapat
diusahakan salah satunya melalui surat keringana biaya maupun
mengajukan bantuan pendidikan. Sayangnya sejauh ini mereka tetap
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berpersepsi bahwa dengan ekonomi keluarga yang lemah tetap akan
sulit melanjutkan sekolah menengah.
Persepsi mereka dipengaruhi beberapa faktor, yaitu perasaan,
pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan.
Perlakuan yang tidak adil, diskriminatif dan tidak menyenangkan yang
mungkin diperoleh di sekolah bila tidak dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang harus/wajib dipenuhi, karena finansial/ kondisi
ekonomi terbatas dan hal tersebut merupakan persepsi yang
salah/keliru. Kemampuan berpikir mereka terbatas, pengalaman juga
terbatas sehingga faktor perasaan yang belum tentu benar dapat
mengalahkan faktor rasio. Padahal anak-anak yang ekonomi
keluarganya lemah, masih dapat melanjutkan sekolah dengan bebagai
cara yang dapat diusahakan salah satunya melalui surat keringanan
biaya maupun mengajukan bantuan pendidikan.
c. Faktor lingkungan sebagai penghambat anak usia sekolah
menengah (16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat.
Faktor lingkungan ini dibagi menjadi dua lingkungan internal
dan eksternal. Lingkungan internal yang dimaksud adalah lingkungan
keluarga, yang berpengaruh besar dalam hal ini adalah orang tua.
Orang tua mendukung dan menginginkan bila anaknya bersekolah atau
melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP/MTs, karena orang tua
menginginkan anaknya menjadi anak yang pintar dan sukses.
115
Dukungan lingkungan internal ini hanya berakhir berupa asa karena
kembali terkendala permasalahan ekonomi.
Lingkungan eksternal berupa keberadaan industri dan teman
sepermainan (peer group). Kabupaten Purbalingga terkenal dengan
industri rambut dan bulu mata palsunya dan berdasarkan penelitian
lembaga penelitian, Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan
Hidup (LPPSLH), sejumlah perusahaan itu menyumbang 56,1% total
investasi industri secara nasional (Suara Merdeka, 25/8/2014).
Keberadaan industri jelas memberi kontribusi positif bagi
pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan industri padat karya, tenaga
kerja yang terserap cukup besar. Disisi lain industri padat karya ini
justru menjadi bumerang bagi dunia pendidikan. Pesatnya plasma
industri rambut dan bulu mata palsu hingga kepelosok desa terpencil,
mempengaruhi minat anak untuk melanjutkan sekolah anak-anak
lulusan pendidikan dasar. Untuk menjadi salah satu buruhnya tidak
memerlukan banyak syarat cukup memberikan foto copy KTP (Kartu
Tanda Penduduk) atau bagi yang belum memiliki karena belum cukup
umur hanya perlu memberikan komitmen untuk rajin bekerja. Mereka
bisa mendapakan upah sesuai UMR dengan memenuhi target harian
yang telah ditentukan.
Selanjutnya anak-anak lulusan SMP/MTs yang terserap
menjadi tenaga kerja dari industri rambut dan bulu mata palsu menjadi
pengaruh berikutnya. Banyak anak-anak disekitar lingkungannya yang
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tidak sekolah/melanjutkan sekolah menengah apalagi kalau mereka
adalah teman sepermainan (peer group). Kondisi lingkungan eksternal
yang seperti ini kurang mendukung terhadap pendidikan dan tentunya
sangat berpengaruh terhadap keputusan anak untuk melanjutkan atau
tidak.
d. Faktor geografi sebagai penghambat anak usia sekolah menengah
(16-18 tahun) tidak melanjutkan pendidikan SMA/SMK/sederajat.
Berada di ketinggian 40 m diatas permukaan laut dengan permukaan
tanah yang cukup rata tidak berbukit-bukit merupakan sebuah
keuntungan apabila dimanfaatkan dengan baik guna memperlancar
anak dalam memperoleh akses pendidikan. Faktor geografis jarak
tempuh dari rumah ke lokasi sekolah merupakan salah satu alasan yang
menjadi penghambat anak tidak melanjutkan sekolah setelah lulus
SMP/MTs. Jarak sekolah biasanya mempengaruhi dalam memilih
sekolah karena apabila dalam pandangan jarak yang jauh biasanya sulit
untuk sampai atau lama.
Pada kenyataannya kondisi geografis yang menguntungkan ini
kurang maksimal dengan ketersedian angkudes yang makin berkurang
dalam menjangkau keseluruh desa di Kecamatan Kemangkon. Dari
hasil wawancara dengan Bapak RWI selaku Kepala UPTD Dinas
Pendidikan Kecamatan kemangkon diperoleh informasi bahwa untuk
beberapa desa diantaranya Desa Kedungbenda dan Desa Kalialang
yang berjarak 8,5 km dan 12,5 km dari kota kecamatan mengalami
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kesulitan dalam mengakses pendidikan. Jarak yang jauh ini tidak
menguntungkan bagi anak-anak yang tinggal  jauh dari lokasi sekolah,
karena untuk menempuh perjalanan yang jauh mereka harus bangun
pagi-pagi sekali. Hal yang terjadi saat mereka bangun pagi-pagi dan
sudah harus menempuh jarak yang jauh sehingga menguras banyak
energi adalah mengantuk. Padahal di sekolah nanti mereka harus
menerima banyak pelajaran yang membutuhkan konsentrasi. Setelah
jam sekolah selesai mereka masih harus menempuh jarak yang sama,
untuk sekian jam mereka sudah harus kehilangan banyak energi hingga
merasa kelelahan. Kondisi seperti ini yang pada akhirnya berpengaruh
besar pada keputusan anak untuk berangkat sekolah hingga pada
keputusan untuk melanjutkan sekolah atau tidak.
Butuh adanya kerjasama antara pihak terkait untuk
menyelesaikan permalsahan tranportasi umum berupa angkudes. Perlu
adanya jam-jam khusus dimana angkudes harus beroperasi hingga ke
seluruh desa di Kecamatan Kemangkon. Mereka wajib beroperasi
hingga ke desa terjauh pada saat jam berangkat sekolah dan jam
pulang sekolah.
3. Faktor Pendukung Anak Usia Sekolah Menengah (16 – 18 Tahun)
Untuk Melanjutkan Pendidikan SMA/SMK/Sederajat
a. Faktor ekonomi sebagai pendukung anak usia sekolah menengah
(16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat
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Pada faktor penghambat, ekonomi keluarga menjadi salah satu
alasan anak-anak usia sekolah menengah (16-18 tahun) di Kecamatan
Kemangkon mumutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah setelah
lulus SMP/MTs. Penghambat berupa faktor ekonomi ini bisa
diseleseikan salah satu caranya melalui program bantuan pendidikan.
Anak-anak di Kecamatan Kemangkon berharap bisa melanjutkan
sekolah menengah apabila diberi kesempatan dengan diberikan
bantuan dalam pambiayan pendidikan mereka.
Keberadaan program bantuan sangat membantu meringankan
beban orang tua dalam pembiayaan sekolah anak-anaknya. Salah satu
program yang paling dikenal masyarakat adalah program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Untuk sekolah menengah setiap anak
mendapatkan bantuan sebanyak Rp1.000.000,00/semester yang pada
hakekatnya bantuan ini ditujukan untuk membiayai pendidikan bagi
siswa miskin dari segala pungutan/sumbangan/iuran disekolah.
Walaupun peranan BOS masih sangat terbatas kerana dana yang
dianggarkan belum bisa memenuhi kebutuhan APBS SMA/SMK
secara keseluruhan. Masih terdapat bantuan lain dari pemerintah
daerah, pemerintah provinsi dan Direktorat. Selain dana dari
pemerintah masih ada dana swadaya masyarakat yang berasal dari
komite sekolah, sumbangan sukearela, dan lain-lain. Dengan
keberadaan dana bantuan tersebut anak-anak dapat memperoleh
layanan pendidikan menengah yang lebih bermutu sampai tamat
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sekolah dalam rangka mewujudkan kebijakan PMU (Pendidikan
Menengah Universal). Apabila urusan operasional sekolah telah
teratasi tanpa membebani pihak orang tua terutama yang berekonomi
lemah maka, orang tua tinggal fokus pada biaya personal anak saja.
Pada periode kepimpinan baru Indonesia tersebar wacana
mengenai kebijakan pembiayaan pendidikan melalui program Kartu
Indonesia Pintar. Program ini tidak jauh berbeda dengan program pada
masa kepemimpinan Indonesia yang sebelumnya yaitu BSM.
Diharapkan bahwa program ini akan jauh lebih baik dalam
menggantikan BSM dengan memberikan akses pendidikan bagi semua
anak di Indonesia terutama anak-anak di Kecamatan Kemangkon
untuk menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah.
b. Faktor motivasi sebagai pendukung anak usia sekolah menengah
(16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat
Anak-anak di Kecamatan Kemangkon masih memiliki motivasi
terhadap pendidikan berupa motivasi initernal dan motivasi eksternal.
Motivasi internal yang dimiliki anak-anak ini berupa keinginan untuk
menjadi pintar, memiliki ketrampilan agar bisa membuka usaha dan
mencapai cita-cita. Sedangkan yang kedua adalah motivasi eksternal,
seperti makin bertambahnya jumlah SMK di Kabupaten Purbalingga.
Kondisi ini adalah sebagai perwujudan kebijakan 70% SMK : 30%
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SMA. Selain itu pemenuhan kebutuhan sekolah juga menjadi sebuah
motivasi eksternal tersendiri.
Abraham Maslow mengkategorikan motif sebagai pendorong
dari perbuatan individu dalam bentuk hierarki. Dalam hal ini manusia
pada umumnya timbul motivasi pada strata kebutuhan sosial, harga diri
dan aktualisasi diri”. Dalam memilih jenis sekolah anak-anak
kelompok usia menengah di Kecamatan Kemangkon apabila bisa
melanjutkan sekolah maka akan melanjutkan di SMK, mereka
berpersepsi SMK lebih memiliki nilai tambah dibanding SMA yaitu
mereka akan mendapatkan ketrampilan (lifeskill). Terpenuhinya
kebutuhan personal untuk anak seperti uang saku, ongkos transport,
peralatan menulis dan buku akan meningkatkan rasa percaya diri untuk
tetap berskolah. Selain itu keinginan untuk pintar, mewujudkan cita-
citanya, atau motif dan tujuan lain yang bisa dicapai dengan
bersekolah di sekolah menengah merupakan sebuah pendukung untuk
anak melanjutkan sekolahnya.
c. Faktor lingkungan sebagai pendukung anak usia sekolah
menengah (16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat
Lingkungan bisa menjadi pendukung anak untuk melanjutkan
sekolahnya tergantung pada kualitas lingkungan tersebut. Lingkungan
secara luas bisa kita pahami dan bedakan menjadi lingkungan fisik dan
lingkungan sosial. Dari keduanya lingkungan sosial lebih berpengaruh
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pada keputusan anak untuk melanjutkan sekolahnya, karena
lingkungan sosial ini berisi interaksi langsung anak dengan individu
lain seperti orang tua, teman, dan masyarakat. Teman sepermainan
(peer group) memberikan banyak pengaruh. Keinginan untuk
melanjutkan sekolah menengah muncul saat melihat teman dekat
waktu masih SMP/MTs bisa melanjutkan sekolahnnya.
Keinginan melanjutkan akan makin besar saat mereka
berinteraksi dengan teman-teman sebaya dilingkungan yang kebetulan
memiliki kepedulian terhadap pendidikan, serta memiliki tujuan yang
sama terhadap pendidikan untuk perubahan yang lebih baik yang
tentunya akan membawa dampak positif. Selain teman masyarakat
yang berada dilingkungan juga memiliki peran penting dalam
membentuk persepsi yang positif terhadap pendidikan. Kepedulian dari
masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran yang tujuan akhirnya
adalah partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.
d. Faktor geografi sebagai pendukung anak usia sekolah menengah
(16-18 tahun) untuk melanjutkan pendidikan
SMA/SMK/sederajat
Tidak semua desa di Kecamatan Kemangkon memiliki sarana
pendidikan SMA/SMK/sederajat, tetapi dengan kondisi tanah yang
datar sekolah-sekolah tersebut dapat diakses/dijangkau dengan
kendaraan seperti angkudes, ojek, sepeda, sepeda motor hingga
berjalan kaki sekalipun. Keuntungan berada di daerah dengan kondisi
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tanah yang datar adalah kemudahan dalam membangun layanan
transpotrasi, karena jalan yang dilalui tidak akan terjal naik-turun atau
berkelok-kelok. Keuntungan inilah yang dimiliki oleh Kecamatan
Kemangkon, keadaan jalan utama menuju desa terjauh seperti Desa
Kalialang dan Desa Kedung Benda sudah cukup baik karena jalan
beraspal. Mengingat frekuensi trayek angkudes mulai berkurang
sehingga untuk beberapa desa tidak dilalui maka perlu ada kerjasama
dari pihak terkait untuk menormalisasikannya kembali agar anak-anak
yang tinggal di desa-desa yang sudah tidak dilalui angkudes dapat
bersemangat untuk kembali bersekolah.
4. Kebijakan Sebagai Solusi Permasalahan Pendidikan
a. Kebijakan pembiayaan pendidikan
Secara umum di Kecamatan Kemangkon faktor ekonomi
merupakan faktor utama yang mendominasi anak usia sekolah
menengah (16-18 tahun) tidak melanjutkan sekolah baik karena biaya
sekolah yang memberatkan atau karena harus bekerja membantu orang
tua memenuhi kebutuhan hidup. Jadi untuk permaslahan ini kebijakan
yang tepat adalah kebijakan mengenai pembiayaan pendidikan.
Kebijakan merupakan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh
penyelenggara pendidikan. Pelaksanaan kebijakan meliputi
pelaksanaan sumber pembiayaan pendidikan dan program kegiatan
untuk menunjang peningkatan akses pendidikan bagi masyrakat.
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Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu
program bantuan pendidikan yang paling dikenal masyarakat. Bantuan
Operasional Sekolah merupakan bantuan pemerintah pusat kepada
seluruh SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/sederjat se-Indonesia, baik
negeri maupun swasta. Bantuan ini diberikan kepada siswa melalui
sekolah yang langsung ditransfer ke rekening sekolah masing-masing.
BOS pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non
personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana. Dengan urusan
operasional sekolah yang telah teratasi tanpa membebani pihak orang
tua maka hal ini akan membantu anak-anak dari keluarga dengan
ekonomi lemah, selanjutnya orang tua tinggal fokus pada biaya
personal anak.
Teratasinya biaya operasional sekolah melalui BOS bukan
berarti tidak ada yang mempermasalahkan biaya sebagai alasan anak
tidak melanjutkan sekolah menengah. Hal yang terjadi selanjutnya
adalah permasalahan biaya personal anak setiap harinya yang dirasa
memberatkan. Butuh solusi lain untuk mengatasi permasalahan untuk
biaya personal anak untuk sekolah. Memasuki masa pemerintahan baru
dan pemimpin baru ada sebuah wacana mengenai kebijakan untuk
pembiayaan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar.
Apabila kebijakan ini terlaksana dan berhasil dalam implemantasinya
maka biaya personal anak tidak perlu lagi menjadi alasan anak tidak
melanjutkan sekolah hingga ke jenjang pendidikan menengah. Besaran
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bantuan yang akan diterima digolongkan berdasarkan jenjang
pendidikannya, untuk anak SD/MI sebesar
Rp225.000,00/anak/semester, untuk anak SMP/MTs sebesar
Rp375.000,00/anak/semester, untuk anak SMA/SMK/MA sebesar
Rp500.000,00/anak/semester (Kompas, 5 November 2014).
b. Pendidikan luar sekolah
Program Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) bertujuan
untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan khususnya bagi
masyarakat miskin atau yang belum/tidak sempat mengikuti
pendidikan formal. Untuk kelompok usia produktif yaitu sekitar 16-24
tahun. Bagi kelompok ini disediakan pendidikan penyetaraan dalam
bentuk Paket C dan pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada
kecakapan hidup.
Untuk anak-anak usia sekolah mengah (16-18 tahun) di
Kecamatan Kemangkon yang tidak melanjutkan sekolah setelah lulus
SMP/MTs masih bisa bekerja dan tetap memperoleh pendidikan
dengan mengikuti lembaga yang menyelenggarakan pendidikan luar
sekolah. Salah satu bisa melalui PKBM. PKBM Karya Manunggal
yang beralamat di Desa Senon RT 05/ RW 02, mulai berdiri 2001
dengan program kegiatan berupa: (1) PAUD, (2) Kesetaraan, (3)
Keaksaraan, (4) PKH dan (5) TBM. Melalui lembaga pendidikan
alternatif ini peserta didik tetap bisa bekerja guna memnuhi kebutuhan
utama berupa pangan, sandang, papan dan tetap dapat memperoleh
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pendidikan karena diselenggarakan setiap akhir pekan khusu untuk
program pendidikan bagi orang dewasa.
D. KETERBATASAN PENELITIAN
Proses penelitian masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, antara lain:
1. Penelitian ini dilakukan pada Agustus sampai Oktober 2014. Dalam kurun
waktu tersebut, peneliti berusaha menggali informasi, mengamati dan
memahami aktivitas yang terjadi di masyarakat dan sekolah. Aspek yang
diungkapkan dalam penelitian ini terjadi di antara bulan Agustus dan
Oktober 2014, sehingga sebelum dan sesudah waktu tersebut
memungkinkan terjadi perubahan yang tidak terekam oleh peneliti.
2. Penelitian tentang Akses Pendidikan Jenjang Menengah ini dibatasi hanya
dilakukan di Kecamatan Kemangkon, sehingga hasilnya pun tidak dapat
digeneralisasikan.
3. Penelitian ini hanya mendeskripsikan mengenai akses pendidikan jenjang
menengah dari sarana-prasarana pendidikan, jangkauan sekolah, serta
fenomena anak tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMP/MTs di






Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan serta
temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:
1. Ketimpangan akses pendidikan adalah kondisi dimana akses/jalan masuk
untuk memperoleh pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu
memberikan akses kepada seluruh anak untuk memperoleh akses masuk,
bertahan dan lulus agar potensi yang dimiliki bisa berkembang dan
menjadi manusia yang beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Timpangannya
akses pendidikan terutama di Kecamatan Kemangkon Kabupaten
Purbalingga ditunjukkan melalui tiga aspek berikut ini:
a. Ketersediaan daya tampung sekolah menengah di Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
Berdasarkan data PPDB tahun 2014 tiga sekolah menengah di
Kecamatan Kemangkon yakni SMA N 1 Kemangkon, SMK N 1
Kemangkon dan SMA Ma’arif NU Kemangkon memiliki daya
tampung sebanyak 324 kursi. Sedangkan jumlah lulusan SMP/MTs di
Kecamatan Kemangkon dua kali lebih banyak dari daya tampung yang
disediakan yaitu sebanyak 734 anak. Apabila semua anak lulusan
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SMP/MTs melanjutkan dijenjang pendidikan formal, maka terdapat
kekurangan daya tampung sejumlah 410. Dari data tersebut maka
akses pendidikan berupa akses masuk masih belum cukup tersedia
untuk menampung anak-anak usia 16-18 tahun yang akan melanjutkan
sekolah.
b. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan kemangkon
Kabupaten Purbalingga.
Tiga sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon yakni SMA
N 1 Kemangkon, SMK N 1 Kemangkon dan SMA Ma’arif NU
Kemangkon tergolong baru dengan umur kurang lebih baru 10 tahun.
Pembangunan dari ketiga sekolah tersebut adalah wujud dari usaha
pemerataan dan perluasan akses pendidikan terutama pada jenjang
menengah, namun usaha tersebut belum terwujud dan terpenuhi secara
maksimal. Untuk SMK N 1 Kemangkon masih belum memiliki lahan
sendiri karena masih menumpang SMP N 1 Kemangkon dari kondisi
ini jelas sarana dan prasarana yang ada di SMK N 1 Kemangkon
belum bisa memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal.
c. Keterjangkauan sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon
Kabupaten Purbalingga.
Keberadaan lokasi ketiga sekolah tersebut yakni SMA N 1
Kemangkon, SMK N 1 Kemangkon dan SMA Ma’arif NU
Kemangkon tidak merata karena terpusat di Desa panican dan
Karangkemiri. Jarak kedua desa tersebut hanya sejauh 3,4 km dan
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Desa Panican sendiri merupakan kota kecamatan. Berdasarkan BSNP
Indonesia tahun 2006 pelayanan radius menuju sekolah maksimal
adalah 6 km. Sedangkan ada beberapa desa yang jaraknya melebihi 6
km dari lokasi ketiga sekolah tersebut. Desa-desa tersebut adalah: 1)
Kedungbenda, 2) Plumutan, 3) Sumilir, 4) Kalialang, 5) Karangtengah
dan 6) Muntang.
2. Faktor penghambat anak melanjutkan sekolah menengah adalah:
a. Rendahnya tingkat ekonomi keluarga, hal tersebut dikarenakan tingkat
penghasilan orang tua yang rendah dan sebagain besar mata
pencaharian orangtua sebagai petani dan buruh tani yang termasuk
golongan keluarga miskin.
b. Motivasi yang rendah, dikarenakan tingkat persepsi yang rendah. Bila
tingkat persepsi rendah akan menimbulkan kesulitan dalam
mewujudkan harapan/cita-cita sehingga berdampak motivasi menjadi
rendah. Anak-anak kelompok usia menengah di Kecamatan
Kemangkon yang tidak melanjutkan sekolah karena mengetahui
lemahnya ekonomi keluarga sudah terlebih dahulu mempersepsikan
bahwa keluarga terutama orangtua sulit bahkan tidak mampu untuk
menyekolahkan sehingga mereka setelah lulus SMP/MTs tidak
berharap lebih untuk melanjutkan ke sekolah menengah.
c. Lingkungan sosial yang kurang mendukung. Lingkungan dari teman
sepermainan yang banyak tidak melanjutkan sekolah, tingkat
pendidikan masyarakat rendah dengan hanya tamatan SD, dan
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lingkungan yang miskin sehingga orang tua kurang peduli terhadap
pendidikan dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan fisik dan
mempersepsikan pendidikan sebatas kebutuhan sosial. Hal ini makin
diperparah dengan kehadiran plasma-plasma dari industri rambut yang
memberikan kemudahan memperoleh pekerjaan tanpa harus memenuhi
standar kualifikasi yang berlaku.
d. Faktor geografis, persebaran sekolah menengah yang tidak merata dan
terpusat di kota kecamatan kurang menguntungkan bagi anak-anak
yang tinggal jauh dari lokasi sekolah. Kondisi ini makin diperparah
dengan makin berkurangnya angkudes yang beroprasi hingga ke desa-
desa terjauh di Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
3. Faktor pendukung anak untuk melanjutkan sekolah menengah adalah
sebagai berikut:
a. Adanya bantuan berupa program BOS, BSM dan beasiswa prestasi.
b. Sebagian anak termotivasi atau memiliki keinginan untuk lebih baik
seperti keinginan untuk pintar, tercapainya cita-cita, dan lain-lain.
c. Lingkungan yang dipengaruhi melalui interaksi dengan teman
sepermainan yang melanjutkan sekolah menjadikan anak juga timbul
keinginan untuk melanjutkan sekolahnya.
d. Kondisi jalan bagus dan mudah dilalui akan meningkatkan akses anak
terhadap pendidikan ditambah dengan dukungan tranportasi publik
yang memadai.
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4. Ada dua kebijakan sebagai solusi untuk permasalahan berkaitan akses
pendidikan di Kecamatan Kemangkon yaitu kebijakan pembiayaan dan
kebijakan mengenai pendidikan luar sekolah sebagai alternatif untuk anak
yang tidak bisa memperoleh pendidikan formalnya disekolah.
B. Saran
1. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
a. Perlu kerjasama dari berbagai pihak dan instansi terkait pemberdayaan
ekonomi keluarga, karena permasalahan ekonomi menjadi salah satu
faktor utama dari rendahnya angka partisipasi pendidikan di
Kecamatan Kemangkon. Pemberdayaan ekonomi yang perlu dilakukan
adalah yang disesuaikan dengan karakteristik setempat, adanya daya
dukung lahan yang luas dan subur cocok untuk budidaya ketahanan
pangan apalagi didukung dengan sumber air dari dua sungai besar
yaitu Sungai Klawing dan Serayu. Salah satu cara memaksimalkan
potensi alam tersebut antara lain melalui penambahan jurusan untuk
keahlian dibidang pertanian dan untuk pendidikan luar sekolah dengan
muatan kurikulum berbasis potensi lokal yaitu pertanian.
b. Potensi wilayah perlu dukungan nyata dari semua pihak agar potensi
wilayah yang dimiliki bisa maksimal, demikian pula dengan kendala
wilayah yang perlu adanya penanganan melalui perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan di sekolah menengah, transportasi dan teknologi
informasi. Berhubungan dengan angkudes yang jarang beroperasi
hingga ke desa-desa terjauh perlu adanya penanganan yang melibatkan
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berbagai pihak antara lain dinas pendidikan, dinas perhubungan dan
pemilik angkudes. Dengan keterbatasan jumlah angkudes yang
bersedia beroperasi hingga ke desa terjauh tidak membuat anak-anak
makin terbebani untuk berangkat sekolah. Salah satu alternatif adalah
dengan mewajibkan angkudes untuk tetap beroperasi pada jam-jam
anak-anak berangkat dan pulang sekolah kedesa-desa terjauh yang
sebelumnya masih dilalui angkudes tapi sekarang makin jarang ada
angkudes.
c. Dinas pendidikan perlu melakukan koordinasi mengenai keberadaan
plasma-plasma milik industri rambut yang banyak menyerap tenaga
kerja termasuk anak-anak lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan
sekolah. Dengan kelonggaran syarat dari pemilik usaha membuat
motivasi untuk melanjutkan sekolah makin rendah karena kesempatan
bekerja yang lebih muda.
2. Bagi Sekolah Menengah di Kecamatan Kemangkon, kerjasama dengan
seluruh stakeholder sangat dibutuhkan untuk memberikan komitmennya
dalam membangun pemahaman mengenai pentingnya menempuh
pendidikan menengah melalui berbagai kegiatan bersama salah satunya
melalui sosialisasi. Sosialisasi mengenai jenjang pendidikan menengah
formal perlu digalakan sejak dari pendidikan dasar. Dengan kerjasama
antara SMA/SMK dengan pihak SMP/MTs akan memberikan hasil yang
maksimal. Sosialisasi ini harus lebih bertujuan meningkatkan motivasi
dengan membangun persepsi bahwa pendidikan di sekolah menengah itu
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penting dalam mewujudkan tujuan mereka saat dewasa nanti. Guru
terutama guru BP/BK harus lebih aktif dan kreatif dalam memberikan
motivasi kepada anak.
3. Bagi tokoh masyarakat/agama perlu mengambil peran dan berpartisipasi
aktif dengan memberikan motivasi yang tinggi melalui kegiatan-kegiatan
yang bersifat informal mengingat tingkat pendidikan terakhir masyarakat
di Kecamatan Kemangkon masih rendah dan perlu sentuhan agama karena
masyarakat di Kecamatan Kemangkon tergolong agamis.
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A. Observasi di Sekolah




d. Lokasi geografis sekolah
2. Mengamati kondisi dan kelengkapan fasilitas sekolah
a. Sarana dan Prasarana
b. Gedung
c. Ruangan
B. Observasi di tempat tinggal anak
1. Mengamati lokasi dan keadaan sekitar tempat tinggal anak
a. Alamat rumah
b. Lingkungan sekitar rumah
c. Lokasi geografis rumah
2. Mengamati kondisi rumah tempat tinggal anak




a. Data pendidikan Kecamatan Kemangkon 2014
b. Data penduduk Kecamatan Kemangkon 2014
c. Data penerimaan peserta didik baru SMA N 1 Kemangkon 2014/2015
d. Data penerimaan peserta didik baru SMK N 1 Kemangkon 2014/2015
e. Data Pokok PSMK 2013 SMK N 1 Kemangkon
f. Data Pokok PSMK 2013 SMK Ma’arif NU Kemangkon




1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten
Purbalingga








1. Bagaimana tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana capaian pembangunan pendidikan khususnya untuk jenjang
pendidikan menengah di Kabupaten Purbalingga?
3. Berdasarkan data statistik pendidikan tahun 2013/2014, APK untuk
pendidikan jenjang menengah belum mencapai target (target 65% baru
mencapai 61,76%), mengapa?
4. Bagaimana ketersediaan dan kondisi sarana & prasarana untuk sekolah
menengah di Kabupaten Purbalingga? Apakah sudah merata untuk
seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga? Bagaimana pula untuk
Kecamatan Kemangkon?
5. Bagaimana keterjangkauan sekolah menengah di seluruh wilayah
Kabupaten Purbalingga terutama yang berada di Kecamatan Kemangkon?
6. Berapa jumlah penduduk usia sekolah menengah (16-18 tahun) di
Kabupaten Purbalingga? Berapa yang melanjutkan sekolah? Berapa yang
tidak melanjutkan sekolah menengah?
7. Apa yang menjadi penyebab anak usia sekolah menengah (16-18 tahun)
dari anak tidak melanjutkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan
menengah?
8. Apa bentuk kebijakan dari pemerintah (pusat/provinsi/daerah) yang
berkaitan dengan anak tidak melanjutkan sekolah untuk jenjang
pendidikan menengah?
9. Apakah ada faktor peluang untuk meningkatkan APK SMA di Kecamatan
Kemangkon?




1. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangkon






B. Daftar Pertanyaan :
1. Bagaimana tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Kemangkon?
2. Bagaimana ketersediaan dan kondisi sarana, prasarana serta
keterjangkauan pendidikan untuk sekolah menengah di Kecamatan
Kemangkon?
3. Berapa jumlah penduduk usia sekolah menengah (16-18 tahun) di
Kecamatan Kemangkon? Berapa yang melanjutkan sekolah? Berapa yang
tidak melanjutkan sekolah menengah?
4. Apa yang menjadi penyebab/alasan anak usia sekolah (16-18 tahun) di
Kecamatan Kemangkon untuk tidak melanjutkan sekolah menengah?
5. Apa kebijakan dari pemerintah (pusat/provinsi/daerah) berkaitan dengan
perluasan akses pendidikan terutama untuk anak-anak yang tidak
melanjutkan sekolah menengah?
6. Apakah ada upaya dari berbagai pihak yang berkaitan dengan anak-anak












1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
a. Faktor ekonomi, alasannya .........
b. Faktor motivasi, alasannya .........
c. Faktor geografis (lokasi sekolah), alasannya .........
d. Faktor lingkungan, alasannya .........
e. Faktor lain, alasannya .........
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
a. Jawaban bersedia, apa harapan untuk pendidikan SMA/SMK/sederajat?
b. Jawaban tidak bersedia, alasan:
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
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LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA
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HASIL WAWANCARA SETELAH DIREDUKSI 1
A. Identitas Informan
Nama : KSM
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
Tempat : Kantor Bidang Dikmen Dinas Pendidikan Purbalingga
Waktu : 12 Agustus 2014 dan 23 September 2014
B. Daftar Pertanyaan
1 Bagaimana tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Purbalingga?
Bagaimana juga dengan Kecamatan Kemangkon?
Untuk tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Purbalingga maupun
Kecamatan Kemangkon karena mencakup semua umur saya tidak bisa
menjawab. Justru yang sekarang terjadi kesadaran untuk sekolah luar biasa
tinggi kecuali, bagi orang-orang yang memang kondisi ekonominya lemah
dan kebetulan di desanya terdapat plasma-plasma industri rambut atau
daerah tempat tinggalnya merupakan sentra industri sehingga begitu lulus
SMP/MTs mereka lebih memilih untuk langsung bekerja.
2 Bagaimana capaian pembangunan pendidikan khususnya untuk
jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Purbalingga?
Pembangunan pendidikan khususnya untuk pendidikan menengah di
Kabupaten Purbalingga lebih menekankan pada tercapainya kebijakan
70:30 untuk SMK dan SMA. Kalau pembangunan pendidikan dilihat
capaian hasil UN (ujian nasional) maka untuk kabupaten Purbalingga
mengalami peningkatan tahun lalu dengan SMK peringkat 2 dan SMA
peringkat 32 ditinjau dari rata-rata nilai UN. Sedangkan untuk tahun ini
sampai awal Agustus ini belum ada analisis dari propinsi sehingga belum
diketahui kabupaten Purbalingga berada di peringkat berapa.
Bagaimana dengan Kecamatan Kemangkon sendiri dibanding
kecamatan –kecamatan lain di Kabupaten Purbalingga?
Bila menggunakan nilai rata-rata hasil Nilai Ujian Akhir Nasional (NUAN)
maka posisi Kemangkon masih dibawah Kecamatan Purbalingga dan
Kecamatan Bukateja untuk NUAN SMA maupun SMK.
3 Berdasarkan data statistik pendidikan tahun 2013/2014, APK untuk
pendidikan jenjang menengah belum mencapai target (target 65%
baru mencapai 61,76%), mengapa?
Tentang APK SLTA di Purbalingga yang baru mencapai 61,76% itu
memiliki berbagai penyebab. Pertama, banyak anak-anak pandai dan orang
tuanya mampu lebih memilih bersekolah di uar kota. Kebanyakan kota
yang dipilih adalah Purwokerto dan Semarang. Penyebab kedua adalah
keberadaan industri rambut. Makin banyaknya jumlah plasma-plasma
milik industri rambut palsu yang berada di desa yang banyak menyerap
tenaga kerja lulusan SMP/MTs yang tidak sekolah sehingga berdampak
pada lulusan berikutnya yang terpengaruh untuk ngerambut (bekerja di
sebagai buruh di industri rambut palsu) dibanding untuk melanjutkan
sekolah.
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Apakah kondisi ini berlaku juga di Kecamatan Kemangkon?
Untuk wilayah pinggiran seperti Kecamatan Kemangkon bahkan Bukateja
banyak anak lulusan SMP/MTs yang terserap melanjutkan di Kabupaten
Banjarnegara, terutama terserap masuk ke SMK HKTI Klampok. SMK ini
menawarkan kemudahan yang luar biasa untuk masuk menjadi murid di
sekolah tersebut. Pihak dinas sedang berupaya agar ditahun-tahun
mendatang untuk lulusan SMP/MTs di wilayah Kecamatan Kemangkon
dan Bukateja agar tidak terserap ke sekolah tersebut. Sebab kami
beranggapan bahwa sekolah tersebut tidak jauh lebih bagus dibanding
dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Selain itu
keberadaan plasma-plasma rambut di Kecamatan Kemangkon juga banyak
menyerap lulusan SMP/MTs.
4 Bagaimana ketersediaan dan kondisi sarana & prasarana untuk
sekolah menengah di Kabupaten Purbalingga? Bagaimana pula untuk
Kecamatan Kemangkon?
Melalui dana bantuan gubernur, DAK dan dana langsung dari direktorat
sudah terpenuhi karena kita salurkan sesuai data untuk meningkatkan
ketersediaan sarana dan prasarana baik SMA maupun SMK yang letaknya
di desa atau di perkotaan. Tahun ini SMA N 1 Kemangkon masih kita
rehab walaupun tahun kemarin sudah kita rehab. Dalam melakukan rehab
kita terlebih dahulu membuat perencanaannya dan menyiapkan uang.
Misalkan kita rehab harus ganti struktur kuda-kuda kemudian usuk dan
segala macamnya terlebih dahulu kita tetapkan anggarannya, agar pihak
sekolah tinggal melaksanakan. Sekarang kita sedang berkonsentrasi pada
pengadaan sarana penunjang seperti ruang-ruang termasuk ruang guru.
Untuk beberapa sekolah ruang guru yang digunakan ternyata
menggunakan ruang kelas. Untuk SMK seperti Rembang, Karanganyar,
Kutasari sedang kita buatkan dan untuk beberapa SMA sedang kita
buatkan ditahun ini.
5 Bagaimana keterjangkauan sekolah menengah di seluruh wilayah
Kabupaten Purbalingga terutama yang berada di Kecamatan
Kemangkon?
Semua sekolah menengah terjangkau bagi semua anak yang tinggal di
pedesaan apalagi diperkotaan. Dihampir seluruh kecamatan di Kabupaten
Purbalingga telah memiliki setidaknya satu sekolah menengah baik itu
SMA atau SMK bahkan kedua-duanya. Apalagi dengan kondisi sekarang
dimana hampir semua masyarakat sampai di desa-desa pasti memiliki
sepeda motor. Dengan memiliki sepeda motor sudah tidak ada alasan
mengenai jarak antara rumah anak dengan tempat pendidikan, jarak sudah
bukan alasan lagi.
6 Berapa jumlah penduduk usia sekolah menengah (16-18 tahun) di
Kabupaten Purbalingga?
Untuk jumlah penduduk usia sekolah menengah (16-18 tahun) di
Kabupaten Purbalingga bisa dilihat dalam profil pendidikan Kabupaten
Purbalingga paling baru.
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Berapa yang melanjutkan sekolah? Berapa yang tidak melanjutkan
sekolah menengah?
Untuk rata-rata jumlah anak yang melanjutkan dan tidak melanjutkan
sekolah menengah tiap tahunnya saya tidak tahu dan tak bisa menjawab.
Sebenarnya untuk mengetahui itu bisa dianalisis dari APK tahun ini dan
tahun sebelumnya, dari situ bisa dilihat jumlah anak yang tidak
melanjutkan sekolah menengah.
7 Apa yang menjadi penyebab anak usia sekolah menengah (16-18
tahun) dari anak tidak melanjutkan pendidikannya hingga jenjang
pendidikan menengah?
Penyebab pastinya apa saya tidak tahu persis, padahal sudah kami fasilitasi
bagi mereka yang benar-benar tidak mampu maka akan digratiskan betul
dari biaya-biaya pendidikan. Dua hal yang lebih sering mendominasi
penyebab anak tidak melanjutkan sekolah menengah setelah lulus
SMP/MTs yaitu faktor ekonomi dan motivasi. Padahal kalau mereka
benar-benar tidak mampu kita bisa usulkan untuk mendapatkan BSM. Satu
tahun mereka bisa mendapatkan satu juta untuk memenuhi kebutuhan
sekolahnya. Dari pengalaman saya penyebab yang kedua adalah motivasi
anak itu sendiri. Seperti kasus baru-baru ini, baru memasuki tahun ajaran
baru sudah ada sekitar 23 anak dari SMK YPT 1 Purbalingga keluar. Kami
tanyakan langsung kepada pihak sekolah, dari penjelasan yang mereka
berikan bahwa baik guru BK maupun wali kelas sudah berusaha
membujuk melalui homevisit, namun respons yang diterima dan jawaban
dari pihak orang tua hanya membiarkan karena anaknya sendiri sudah
tidak ingin lagi bersekolah. Kasus yang sama juga terjadi dengan tetangga
saya yang bersekolah di SMA N 1 Bukateja. Saat tahu dia keluar, saya
langsung mengkonfirmasi ke pihak sekolah, jawab dari pihak sekolah
bahwa anak tersebut sangat sulit untuk dibina orang tuanya juga sudah
pasrah kepada keinginan anaknya yang tidak ingin bersekolah lagi. Jadi,
tidak sekolahnya anak ini bukan kesalahan orang tua sepenuhnya tetapi
juga karena anak itu sendiri yang sudah kehilangan keinginan untuk
belajar disekolah.
8 Apa bentuk kebijakan dari pemerintah (pusat/provinsi/daerah) yang
berkaitan dengan anak tidak melanjutkan sekolah untuk jenjang
pendidikan menengah?
Pihak pemerintah sebenarnya sudah berusaha maksimal melalui berbagai
kebijakannya seperti BOS dan BSM. Kabupaten Purbalingga sendiri
sebelum adanya BOS membuat sebuah kebijakan terhadap permasalahan
anak putus sekolah atau atau anak tidak melanjutkan karena masalah biaya
dengan program cuti. Jadi seorang siswa SMA/SMK bisa mengajukan cuti
selama satu tahun saat mereka merasa bosan dengan sekolah atau karena
ingin bekerja terlebih dahulu selama satu tahun untuk meringankan beban
biaya pendidikannya sendiri dan pada tahun berikutnya dia bisa kembali
melanjutkan sekolah.
Selain dari pihak pemerintah beberapa sekolah di Kabupaten Purbalingga
juga sudah berusaha merayu hingga mendatangi rumah (door to door)
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mereka tetap saja tidak mau bersekolah. Beberapa sekolah yang ikut aktif
mengajak anak untuk tetap melanjutkan sekolah justru sekolah yang
letaknya di pinggiran seperti sekolah di Kecamatan Kutasari. Mereka
mengajak kerja sama perangkat desa dengan meminta untuk mendata
warganya yang lulusan SMP/MTs untuk dikumpulkan diberi pengarahan
serta informasi mengenai pendidikan di sekolah menengah dan berbagai
macam bantuan untuk meringankan biaya sekolah. Mulai tahun ini di
setiap akhir tahun ajaran kami akan meminta setiap kepala sekolah SMA
dan SMK untuk melakukan kegiatan yang sama berupa sosialisasi yang
diprioritaskan di wilayah sekitar lokasi sekolah. Selain itu pihak dinas juga
akan mendata lokasi-lokasi mana yang perlu diadakan sosialisasi. Melalui
kegiatan ini kami berharap semua desa akan mendapatkan penjelasan yang
sekomplit-komplitnya dari kepala sekolah SMA/SMK tentang pendidikan
menengah dan berbagai macam bantuan dari pemerintah seperti BOS,
BSM, dan berbagai beasiswa prestasi.
9 Apakah ada faktor peluang untuk meningkatkan APK
SMA/SMK/sederajat di Kecamatan Kemangkon?
Selalu ada faktor peluang untuk meningkatkan APK SMA/SMK. Salah
satunya dengan memanfaatkan adanya program beasiswa bidik misi.
Dengan menginformasikan bukan hanya kepada mereka yang sedang
menempuh SMA/SMK tapi juga kepada mereka yang sedang menempuh
SMP/MTs. Sehingga bagi anak-anak yang mempunyai keinginan untuk
mewujudkan cita-citanya dengan melanjutkan ke perguruan tinggi mereka
akan termotivasi untuk melanjutkan ke SMA/SMK agar dapat memperoleh
peluang mendapatkan beasiswa bidik misi. Kita juga telah mengundang
guru BK baik SMP/MTS dan SMA/SMK/MA untuk lebih sering aktif
menginformasikan kepada anak-anak didiknya mengenai program-
program beasiswa di sekolah menengah hingga di perguruan tinggi dengan
tujuan anak termotivasi terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
10 Apakah ada evaluasi untuk pencapaian APK tiap tahun ajaran baru?
Evaluasi yang dilakukan hanya berdasarkan laporan dari setiap sekolah.
Apabila setelah dilakukan analisis terhadap laporan tersebut menunjukkan
hasil yang kurang memuaskan, maka akan dilakukan tindakan persuasif
kepada masyarakat mengenai sosialisasi pendidikan menengah. Lewat
kepala sekolah kita kumpulkan kepala keluarga yang memiliki anak usia
sekolah menengah terutama yang telah lulus SMP/MTs untuk diberikan
pengarahan mengenai pendidikan. Seperti yang saya jelaskan diawal
beberapa seolah menengah dipinggiran telah aktif melakukan kegiatan
tersebut setiap menjelang awal tahun ajaran, seperti SMA N Kutasari dan
Kejobong. Walau kedua sekolah tersebut terletak dipinggiran namun
jumlah muridnya tiap tahun selalu bagus. Saya berharap setiap sekolah
bisa berperan aktif seperti dua sekolah tersebut, saya tidak ingin ada
kepala sekolah mengeluh tidak mendapatkan murid.
Apakah masih ada sekolah yang mengeluh tentang kekurangan murid?
Masih, untuk tahun ajaran ini saja masih ada. Seperti SMA N 1
Kemangkon, karena kekurangan murid mereka meminta agar kami
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membatasi jumlah anak di sekolah lain. Kami tidak bisa melakukan
pembatasan jumlah murid di sekolah dengan animo yang tinggi. Ketika
kita harus meningkatkan APK maka kita harus memberikan kesempatan
pada masing-masing sekolah untuk menerima murid sebanyak-banyaknya.
Misalkan saja SMA N 2 Purbalingga hanya merencanakan untuk
menerima anak untuk 10 kelas, tapi karena animo yang tinggi mereka jadi
menerima 12 kelas. Kekurangan dua kelas akan langsung dipenuhi oleh
pihak direktorat karena pemerintah punya beban untuk meningkatkan APK
nasional. Mereka akan dengan senang memberikan RKB (ruang kelas
baru). Jadi kami tidak bisa membatasi, bahkan kementrian menyampaikan
bagi sekolah-sekolah tertentu yang animonya tinggi namun ruang kelasnya
terbatas diperbolehkan membuka sifat pada sore hari. Bagi sekolah yang
mengalami kekurangan murid daya harap berapapun jumlah muridnya ya
diopeniwae. Ketika mereka sungguh-sungguh mendidik anak dengan
dengan terbukti dari prestasi anak-anaknya nantinya masyarakat tidak akan
sungkan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut.
11. Mengenai pengadaan USB dan RKB. Bagaimana kebijakan itu
berjalan?
Untuk pengadaan USB dan RKB melalui DAK (dana alokasi khusus),
Bangub (bantuan gubernur), kemudian juga dari bantuan langsung
direktorat. Kalo tahun ini untuk Kutasari, Karanganyar, Rembang
termasuk Bojongsari kita buatkan ruang guru karena selama ini belum
memiliki ruang guru, selama ini mereka menggunakan ruang kelas. Kita
buatkan ruang guru dengan anggaran dari DAK. Sebenarnya USB itu kan
ada dari direktorat cuma dalam satu tahun dibatasi maksimal dua sekolah.
Apakah SMA Kecil sama dengan USB?
Dulu Purbalingga mendirikan SMA/SMK kecil yang di Kutasari,
Karanganyar, Rembang itu tidak memperhatikan aturan yang berlaku
sehingga tidak mendapatkan bantuan dari direktorat, seharusnya kalau
menggunakan aturan yang berlaku itu ada dana. Untuk satu sekolah itu
mendapatkan 1,6 miliar rupiah untuk satu USB. Cuma sekarang kita tidak
bisa memperoleh dana tersebut karena sekolahnya sudah ada. Dana
tersebut bisa diambil atau digunakan saat sekolah baru akan didirikan
benar-benar dari awal. Khusus untuk SMK Kutasari dan Kemangkon itu
sudah berjalan dan tidak bisa disebut unit sekolah baru (USB), kalau USB
itu dimulai dari belum ada atau belum menerima murid dan baru
merencanakan pembangunan sarana dan prasarana. Namanya USB itu
menambah jumlah sekolah. Sedangkan SMK Kecil hanya istilah yang dulu
pernah muncul ketika direktorat memunculkan SMK Kecil. Nah akhirnya
istilah itu dipakai kembali padahal sudah ditiadakan. Dulu nama
proyeknya SMK Kecil, kenapa dikatakan demikian karena saat itu
SMA/SMK yang di proyekan direktorat itu ditempatkan di SMP-SMP
yang salah satu syaratnya itu memiliki kelebihan tanah minimal 800 m2
dan itu tidak dipakai betul-betul kelebihan. Sehingga ketika sebuah SMP
tidak mempunyai kelebihan tanah sebanyak 800 m2 seharusnya tidak bisa
mendapatkan proyek SMK Kecil. Karena apa harapannya ketika SMK
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tersebut berkembang menjadi besar tidak perlu mencari lokasi baru, cukup
yang 800 m2 yang digunakan.
Sekolah menengah mana saja yang dibangun sesuai prosedur
pengadaan USB dan RKB?
Kebetulan di Purbalingga ini yang benar-benar mengikuti proyek dari
direktorat dan sesuai peraturan yang berlaku tentang pengadaan USB
adalah SMK Bukateja, Kaligondang, dan Bojongsari. Pada saat itu
pengadaan gedungnya juga dibiayai oleh pemerintah, sayangnya gedung-
gedung ini dibangun di SMPnya dan SMP itu tidak memiliki kelebihan
tanah. Sehingga ketika SMK Bukateja, Kaligondang, Bojongsari
berkembang maka dia harus melakukan relokasi/pindah tempat. Bukateja,
Kaligondang, Bojongsari sudah pindah tempat.
Sekolah menengah mana saja yang sampai saat ini belum melakukan
relokasi selain SMK N 1 Kemangkon?
Saat ini yang belum melakukan relokasi tinggal SMK Kejobong &
Kemangkon. Syarat relokasi ini tergantung dari Pemda karena mereka
yang memiliki dana untuk pengadaan tanahnya. Ketika tanah sudah
diadakan maka tinggal kami yang mengatur RKBnya lewat DAK, Bangub.
Kalau SMK Kemangkon sudah kita upayakan sudah dapat tanah, nah
tahun depan nanti kita baru rencanakan proyek untuk ruang kelasnya &
laboratoriumnya dengan dana DAK dan Bangub. Untuk SKPDnya nanti
setelah berjalan, SKPD itu kan satuan kerja pemerintah daerah biasanya
nanti secara otomatis sekolah mendapatkannnya saat sekolah itu sudah
berdiri sendiri. Kalau sudah mendapat SKPD sekolah itu akan memiliki
anggaran. Nanti saat sudah relokasi kepala sekolah akan mendapatkan
SKPDnya sendiri dan menjadi dasar hukumnya. Sebenarnya pihak sekolah
itu kan tinggal terima saja. Nanti perancangan dan segala macamnya sudah
kita buatkan.
Keadaan apa yang membuat kebijakan SMK Kecil itu diberlakukan?
SMK kecil itu hanya istilah yang sudah tidak dipakai lagi dan yang ada
istilah ini hanya di Kabupaten Purbalingga. Di kabupaten lain tidak ada,
karena kabupaten lain itu mendirikan sekolah dengan aturan yang tepat.
Seperti banjarnegara yang tahun ini mendirikan dua SMK dan mereka bisa
mengalokasi dana yang disediakan tadi sebanyak 1,6 miliyar per sekolah
untuk membangun sekolah benar-benar dari awal dengan belum ada
muridnya.
Kepala dinas yang saat itu ingin mendirikan sekolah sebanyak-banyaknya.
Kalau menurut saya itu tanpa prosedur yang berlaku. Sebab prosedur yang
ada itu kan ada aturan mainnya. Sebab kalau menggunakan prosedur yang
tepat selalu ada bantuan atau dana yang bisa dialokasi. Contohnya SMP N
4 Kemangkon yang di Kedunglegok itu mereka menggunakan prosedur
pembangunan USB yang ada dan langsung dibangun. Langsung jadi
dengan ada ruang kelasnya, ada ruang gurunya, ada ruang kepala
sekolahnya dan segala macamnya, karena langsung diberi uang oleh
direktorat karena menggunakan prosedur. Tapi kalau tanpa prosedur yang
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benar maka yang repot itu kepala sekolahnya seperti saya pada saat masih
di Kaligondang.
Apakah dana 1,6 miliar itu dialokasikan sudah dari dulu?
Sekarang 1,6 Miliar tahun sebelumnya itu 700 juta tetapi diberikan dua
tahap. Kalau sudah dapat 700 juta, tahun berikutnya akan mendapatkan
700 juta lagi. Sekarang langsung diberikan 1,6 miliar. Masalahnya
sekarang itu banyak orang yang tidak paham mengenai prosedur yang ada,
sehingga yang terjadi sekolah sudah berdiri lebih dari tiga tahun belum
juga direlokasi.
12. Salah satu kebijakan yang ditawarkan pemerintah untuk anak-anak
usia sekolah menengah yang tidak melanjutkan adalah
penyelenggaraan pendidikan setara SMA. Apakah kegiatan tersebut
berjalan lancar dan banyak peminatnya?
Kami sering mengadakan kunjungan untuk memonitoring yang terjadi
kami hanya selalu kecewa. Misalkan saja, mereka melakukan kegiatan
atau jadwal kegiatan sabtu dan minggu. Kita datang kesana biasanya sudah
selesei atau alasannya baru akan berlangsung pada malam hari atau apalah.
Pada suatu saat saya berkunjung pada saat ulangan semester, apa yang
terjadi? Ulangan semester hanya seperti orang dolanan (bermain). Peserta
itu mengerjakan soal sambil momong (mengasuh anak). Saya tanya soal
peserta yang tidak datang ujiannya bagaimana? jawabannya nanti sore
soalnya akan saya antar kerumah soalnya dan besok pagi dikumpulkan. Ya
berarti bisa dikerjakan siapa saja lah yang penting dikerjakan. Itu jawaban
dari tutornya. Sebenarnya kalau seperti ini kan kegiatan bohong-bohongan
dan banyak manipulasi buktinya yang diajari disekolah nilainya juga
masih jelek-jelek yang paket C bisa bagus-bagus itukan sesuatu yang
bertolak belakang sekali.
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HASIL WAWANCARA SETELAH DIREDUKSI 2
A. Identitas Informan
Nama : SPR
Instansi : SMA N 1 Kemangkon
Tempat : Ruang tamu SMA N 1 Kemangkon
Waktu : 10 September 2014
B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Kemangkon?
Keberadaan sekolah menengah baik SMA/SMK baik swasta maupun
negeri hampir di setiap kecamatan di kabupaten Purbalingga justru
menjadikan pendidikan menengah cukup merata bukan hanya di
Kecamatan Kemangkon saja. Kondisi ini kemudian didukung dengan arah
kebijakan Kabupaten Purbalingga yang fokus pada kebijakan pendidikan
vokasi dengan SMA 30:70 SMK.
2. Bagaimana ketersediaan dan kondisi sarana, prasarana serta
keterjangkauan pendidikan untuk sekolah menengah di Kecamatan
Kemangkon?
SMA N 1 Kemangkon masih tergolong sekolah baru, baru berdiri 10 tahun
yang lalu. Apabila dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang telah lama
ada maka sarana dan prasarana di SMA ini masih kalah lengkap. Usaha
untuk melengkapi dan memperbaiki terus dilakukan melalui berbagai
alokasi dana dan bantuan dari pemerintah. Jadi untuk ketersediaan sarana
dan prasarana di sekolah ini sedang mengarah pada kegiatan untuk
memperbaiki dan melengkapi. Baru-baru ini sekolah telah dilengkapi
dengan fasilitas internet guna mendukung proses belajar mengajar.
Berbicara masalah keterjangkauan sekolah dengan tempat tinggal anak,
jelas terjangkau karena lingkungan dan geografisnya sangat mudah untuk
dilalui kendaraan umum maupun pribadi. Baik SMA/SMK lokasinya pasti
dipusat kecamatan, dan sekarang hampir di setiap kecamatan telah ada
SMA/SMK. Apalagi sekarang kebanyakan setiap satu rumah tangga
minimal sudah punya satu kendaraan bermotor. Jadi saya bisa katakan
hampir 90% semua sekolah terjangkau oleh anak-anak.
3. Berapa jumlah penduduk usia sekolah menengah (16-18 tahun) di
Kecamatan Kemangkon?
Lebih tepatnya bisa ditanyakan kepada pihak kecamatan Kemangkon dan
BPS Kabupaten Purbalingga.
Berapa yang melanjutkan sekolah?
Kita merujuk pada Kabupaten Purbalingga untuk angka melanjutkannya
dari SMP/MTs ke SMA/SMK yang bisa dilihat dari APK. Untuk
Kabupaten Purbalingga APK sekolah menengahnya hanya 55%-60%
masih sangat rendah, masih pada kisaran 55%.
Berapa yang tidak melanjutkan sekolah menengah?
Cukup banyak, hampir di setiap desa di Kecamatan Kemangkon pasti bisa
ditemukan anak usia sekolah menengah yang tidak melanjutkan
pendidikannya.
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Apa yang mereka lakukan apabila tidak melanjutkan sekolah?
Mereka akan lebih memilih bekerja, untuk yang perempuan mereka
kebanyakan bekerja di PT. rambut atau bulu mata palsu sedangkan yang
laki-laki ada yang di jadi buruh PT. ada pula yang memilih menganggur.
Apakah fenomena anak tidak melanjutkan ke sekolah menengah
berimbas langsung kepada sekolah?
Sekolah terkena dampaknya, selama dua tahun terakhir SMA N 1
Kemangkon mengalami kekurangan murid. Target jumlah murid sekolah
ini adalah untuk 6 kelas dengan sekitar jumlah murid sebanyak 150-180
anak sekitar 30 anak/kelas. Memasuki tahun ajaran 2014/2015 ini saja
target masih belum tercapai.
4. Apa yang menjadi penyebab/alasan anak usia sekolah menengah (16-
18 tahun) di Kecamatan Kemangkon untuk tidak melanjutkan
sekolah menengah?
Keberadaan industri menjadi salah satu penyebab anak usia sekolah
menengah untuk tidak melanjutkan sekolah lagi. Purbalingga saat ini telah
dipenuhi dengan jumlah industri rambut dan bulu mata palsu. Faktor lain
adalah tingkat kehidupan, untuk penduduk Kemangkon sendiri masih
banyak yang tergolong masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.
Kedua faktor ini sangat berhubungan. Umpamanya dari pada mereka
melanjutkan sekolah yang membutuhkan dan mengeluarkan biaya banyak
mereka lebih memilih bekerja untuk mendapatkan pemasukan berupa uang.
5. Apa kebijakan dari pemerintah (pusat/provinsi/daerah) berkaitan
dengan perluasan akses pendidikan terutama untuk anak-anak yang
tidak melanjutkan sekolah menengah?
Adanya kebijakan sangat tergantung dari semua pihak. Untuk dinas
pendidikan sendiri hal yang pertama harus dilakukan adalah melakukan
antisipasi agar anak-anak mau melanjutkan sekolahnya. Untuk keberadaan
industri sendiri yang ternyata menyerap banyak lulusan SMP/MTs
sebenarnya sudah ada himbauan dari pemkab Purbalingga sendiri.
Himbauan mengenai kebijakan berupa pembatasan umur untuk bekerja.
Kebijakan ini sebenarnya sudah ada, namun yang terjadi mereka yang
menjadi buruh pabrik terutama di plasma-plasma pabrik tersebut tidak
terdaftar secara resmi melalui jalur pendaftaran yang seharusnya. Tidak
adanya kontrol yang jelas dari pihak yang bersangkutan baik pemkab
maupun pengusaha. Disamping itu kita juga tidak bisa memaksa orang
untuk sekolah dan kalau ternyata keadaan ekonominya tidak mendukung
untuk tetap melanjutkan sekolah mau bagaimana lagi. Sementara bantuan
yang ada selama ini adalah lebih pada membiayai kegiatan operasional
sekolah bukan operasional anak.
6. Apakah ada upaya dari berbagai pihak yang berkaitan dengan anak-
anak yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan
menengah?
Jelas ada, salah satunya untuk lingkungan sekolah sendiri guru-guru
berpartisipasi bersama melalui gerakan orang tua asuh. Selain Pihak
sekolah bersama pihak kecamatan Kemangkon bekerja sama dalam
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melakukan promosi dan sosialisasi. Kerja sama untuk promosi kita
lakukan menjelang tahun ajaran baru, dengan bantuan pihak kecamatan
kami menyebarkan brosur dan memasang spanduk. Selai itu kami sering
minta saat ada acara perkumpulan atau musyawarah untuk sedikit diselipi
ajakan untuk menyekolahkan anak-anaknya yang lulus SMP/MTs. Untuk
usaha pembiayaan pendidikan kita juga meninta pihak kecamatan yang
mendata anak-anak yang lulus tetapi ekonominya lemah dan berpotensi
tidak melanjutkan dari data itu anak-anak tersebut kita ajak untuk kita
mengajukan agar mendapat bantuan dari pemerintah. Salah satu bantuan
yang bisa diajukan adalah keringanan untuk biaya awal masuk sekolah.Hal
itu sebenarnya tetap akan gagal semua walau kita telah berusaha
mempromosikan dan melakukan sosialisasi secara gencar kalau anak
sudah tidak memiliki motivasi untuk tetap bersekolah dan lebih
termotivasi untuk bekerja.
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HASIL WAWANCARA SETELAH DIREDUKSI 3
A. Identitas Informan
Nama : RWI
Instansi : UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangkon
Tempat : Ruang tamu UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangkon
Waktu : 17 September 2014
B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Kemangkon?
2. Bagaimana ketersediaan dan kondisi sarana, prasarana serta
keterjangkauan pendidikan untuk sekolah menengah di Kecamatan
Kemangkon?
Secara menyeluruh untuk sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon
ada 3 sekolah, 1 SMA dan 2 SMK. Untuk detail mengenai ketersediaan
dan kondisi sarana dan prasarana saya tidak tahu pasti karena itu bukan
wewenang saya. Lokasi dari ketiga sekolah tersebut sangat
menguntungkan bagi mereka yang tinggal di desa yang sama dengan
sekolah menengah tersebut, tapi bagi mereka yang tinggal jauh berkilo-
kilo meter dari sekolah membuat sekolah sulit dijangkau bagi mereka.
Menyangkut masalah transportasi umum, ada beberapa transportasi umum
yang bisa digunakan untuk menjangkau sekolah tersebut. Salah satunya
adalah angkutan desa, sayangnya akhir-akhir ini jumlah angkudes yang
beroperasi di Kecamatan Kemangkon semakin berkurang. Desa terjauh
dari pusat kecamatan seperti desa Kedungbenda dan Kalialang dulu masih
bisa dicapai dengan angkudes. Sekarang untuk mencapai kedua desa
tersebut menggunakan angkudes sangat susah karena jarang angkudes
yang mau beroperasi hingga kedua desa tersebut. Alasan pastinya tidak
tahu pasti mengapa. Kalau anak-anak untuk berangkat sekolah
menggunakan ojek itu sangat membebani anak maupun orang tua. Ongkos
ojek sekali berangkat saja sekitar Rp5.000,- sekali berangkat dan bisa lebih
murah kalau mau menawar. Beralih ke kendaraan pribadi, untuk kedua
desa tersebut merupakan daerah yang menjadi kantong keluarga miskin.
Untuk setiap satu rumah memiliki kendaraan bermotor minimal satu itu
susah diupayakan. Kepala keluarga di dua desa tersebut kebanyakan
berprofesi menjadi petani sebagian memiliki lahan sendiri sebagian hanya
menjadi buruh. Menjadi petani sekarang bukanlah jaminan hidup makmur,
harga pupuk mahal atau kegagalan panen sering jadi masalah. Jadi
daripada memprioritaskan fasilitas transportasi untuk sekolah ditempat
jauh mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan perut.
3. Berapa jumlah penduduk usia sekolah menengah (16-18 tahun) di
Kecamatan Kemangkon? Berapa yang melanjutkan sekolah? Berapa
yang tidak melanjutkan sekolah menengah?
UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangkon hanya menghimpun
data-data untuk jenjang pendidikan dasar terutama untuk sekolah dasar.
Kalau untuk mencari data tersebut saya sarankan untuk datang ke Dinas
Pendidikan Langsung atau ke BPS.
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4. Apa yang menjadi penyebab/alasan anak usia sekolah (16-18 tahun)
di Kecamatan Kemangkon untuk tidak melanjutkan sekolah
menengah?
Faktor klasik seperti ekonomi adalah salah satu penyebab anak tidak
melanjutkan sekolah menengah. Ekonomi keluarga yang dianggap serba
kekurangan memaksa anak-anak lulusan SMP/MTs untuk memilih untuk
tidak melanjutkan dan bekerja membantu orang tua mencari nafkah.
Faktor kedua adalah geografis. Beberapa daerah di Kecamatan
Kemangkon memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat kecamatan
antara lain Desa Kedungbenda dan Kalialang. Kedua desa tersebut
memiliki jarak sekitar 10 km dari pusat kecamatan. Bagi anak-anak yang
tinggal di dua desa tersebut harus menempuh jarak 10 kmterlebh dahulu
untuk bisa sampai di sekolah menengah di Kecamatan Karangkemiri.
Faktor selanjutnya adalah faktor motivasi anak itu sendiri, faktor ini makin
diperkuat dengan perkembangan industri di Kabupaten Purbalingga.
Bukan sekedar kehadiran pabrik-pabrik besar tapi plasma-plasma dari
industri tersebut juga hadir di beberapa desa untuk menyerap tenaga kerja
di tempat tersebut.
5. Apa kebijakan dari pemerintah (pusat/provinsi/daerah) berkaitan
dengan perluasan akses pendidikan terutama untuk anak-anak yang
tidak melanjutkan sekolah menengah?
Sejauh yang saya tahu dan mungkin masyarakat tahu untuk kebijkan
pembiayaan pendidikan ada BOS, BSM dan beasiswa prestasi. Untuk
kebijakan lain ada pendidikan nonformal seperti PKBM.
6. Apakah ada upaya dari berbagai pihak yang berkaitan dengan anak-
anak yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan
menengah?
Dari pihak dinas pendidikan, tidak menutup mata terhadap minat
masyarakat yang ingin tetap sekolah akan tetapi tetap bekerja. Mereka bisa
ikut pendidikan luar sekolah yang seperti PKBM. Melalui PKBM akan
dibekali pula dengan berbagai keterampilan seperti, tata busana, pertanian,
peternakan, dan lain-lain. Selain itu kita sering melakukan evaluasi secara
berkala bahkan tidak hanya dinas pendidikan kabupaten dan dinas
pendidikan propinsi tetapi dinas sosial juga. Selain itu kita juga sering
menyampaikan rendahnya APK, APM maupun APS pada Musrenbang
tingkat kecamatan guna mencari solusi dan membahas upaya
meningkatkan akses pendidikan namun umpan balik secara khusus yang
kita terima sejauh ini belum ada. Rencananya kita akan berupaya
melakukan sosialisasi yang tepat kepada semua stakeholderuntuk
mendukung agar anak-anak lulusan SMP/MTs mau dan dapat melanjutkan
sekolahnya. Kami akan berupaya juga melakukan koordinasi kepada
semua unsur baik formal maupun non formal untuk mendukung kegiatan
sosialisasi kami. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang
pentingnya sekolah. Bagi masyarakat yang berkemampuan juga kami ajak
untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan dan turut
berpartisipasi aktif.
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HASIL WAWANCARA SETELAH DIREDUKSI 4
A. Identitas Informan
Nama : BDI
Instansi : SMK N 1 Kemangkon
Tempat : Kantor Kepala Sekolah SMP N 1 Kemangkon
Waktu : 18 September 2014
B. Daftar Pertanyaan
1. Bagaimana tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Kemangkon?
Saya baru menjabat menjadi kepala sekolah di SMP N 1 Kemangkon dan
SMK N 1 Kemangkon baru satu tahun lebih jadi saya belum tahu detail
bagaimana kondisi pendidikan di Kecamatan Kemangkon.
2. Bagaimana ketersediaan dan kondisi sarana, prasarana serta
keterjangkauan pendidikan untuk sekolah menengah di Kecamatan
Kemangkon?
Setiap sekolah tiap tahunnya selalu diminta bidang saspras dinas
pendidikan untuk melakukan pendataan. Jadi untuk detail mengenai
ketersediaan dan kondisi saspras seluruh sekolah di Kecamatan
Kemangkon bisa ditanyakan langsung ke bidang saspras di dinas
pendidikan. Kalau untuk SMK N 1 Kemangkon jelas merasa sangat
kurang. Sebab status awal berdirinya SMK ini adalah SMK Kecil, yang
bediri tahun 2008 dan hingga saat ini masih menumpang di SMP N 1
Kemangkon. Kondisi ini yang membuat SMK N 1 Kemangkon belum
memiliki SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dalam artisan belum
berdiri sendiri, tapi rencananya tahun depan sudah direlokasi. Dengan
keadaan masih menumpang sekolah bisa meminta bantuan berupa RKB
(Ruang Kelas Baru). Syarat untuk mendapatkan RKB, sekolah terlebih
dahulu memiliki lahan dan telah berdiri sendiri sehingga otomatis
memiliki SKPD sendiri atau punya DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran).
Beberapa waktu lalu dari Tapem (Tata Pemerintahan) dan Dinas
Pendidikan Kabupaten Purbalingga dalam hal ini bidang saspras telah
meninjau lokasi untuk relokasi SMK N 1 Kemangkon. Saya berharap
setelah lokasi ditinjau, mudah-mudahan anggaran perubahan juga sudah
oke. Kalau begini pihak saspras bisa membantu dengan mengajukan ke
pusat untuk pengadaan USB (Unit Sekolah Baru) atau UGB (Unit Gedung
Baru) dan semoga dapat acu secepatnya. Jadi dengan kondisi sekolah yang
masih menumpang jelas sarana dan prasaran sekolah ini masih kurang
sekali bahkan masih dibawah SPM (Standar Pelayanan Minimal).
3. Berapa jumlah penduduk usia sekolah menengah (16-18 tahun) di
Kecamatan Kemangkon? Berapa yang melanjutkan sekolah? Berapa
yang tidak melanjutkan sekolah menengah?
Untuk yang melanjutkan saja kurang lebih 60% dari total jumlah
penduduk usia sekolah menengah, selebihnya banyak yang tidak
melanjutkan.
4. Apa yang menjadi penyebab/alasan anak usia sekolah (16-18 tahun)
di Kecamatan Kemangkon untuk tidak melanjutkan sekolah
menengah?
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Keberadaan industri rambut yang banyak ditambah lagi dengan
keberadaan plasma-plasma milik industri rambut yang masuk hingga ke
desa-desa menjadi salah satu penyebab anak tidak melanjutkan sekolah
karena mereka lebih memilih bekerja. Saya kira fenomena ini bukan hanya
terjadi di wilayah Kecamatan Kemangkonsaja melainkan juga sudah
menyeluruh ke wilayah Kabupaten Purbalingga. Di satu sisi keberadaan
industri sangat menguntungkan untuk menyerap banyak tenaga kerja
terutama tenaga kerja perempuan, namun disisi lain berpengaruh pada
lulusan SMP/MTs. Saat dilingkungan mereka ada satu atau dua orang
setelah lulus SMP/MTs bekerja di industri rambut baik di pabrik maupun
di plasmanya dan melihat hasil yang diperoleh, lama kelamaan banyak
yang akan tergiur untuk lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan
sekolah menengah. Bayangkan hanya bermodal ijazah dan keinginan
untuk bekerja mereka bisa bekerja dan mendapatkan gaji yang setara
dengan mereka yang lulusan SMA/SMK. Selain pengaruh dari bekerja di
industri rambut juga pengaruh bekerja di kota-kota besar. Lebaran
biasanya menjadi waktu yang tepat untuk orang unjuk kesuksesan. Nah,
orang desa melihat tetangga atau saudara setelah bekerja di kota besar
terus penampilannya berubah sudah menganggap bahwa mereka telah
sukses dalam bekerja padahal profesinya sebagai ART. Dengan
beranggapan kota besar lebih memberikan peluang yang besar dibanding
di desa membuat mereka memilih untuk ikut bekerja di kota-kota besar
terutama di Jakarta. Bermodal ijazah SMP/MTs dan belum memiliki
keterampilan mereka merantau ke kota besar, lebih tepatnya modal nekat.
Lingkungan dan motivasi berpengaruh besar pada keputusan anak untuk
melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikannya.
5. Apa kebijakan dari pemerintah (pusat/provinsi/daerah) berkaitan
dengan perluasan akses pendidikan terutama untuk anak-anak yang
tidak melanjutkan sekolah menengah?
Dulu beredar isu mengenai kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten
Purbalingga, namun hal ini urung dilakukan. Istilah wajar 12 tahun ini
seakan-akan meninabobokan anak beserta orang tuanya, karena ada kata
wajib, wajib belajar ini oleh masyarakat lebih dipahami akan banyak
dibiayai oleh pemerintah. Untuk menghindari hal tersebut maka kebijakan
itu beralih menjadi PMU (Pendidikan Menengah Universal) walaupun
tetap ada beberapa daerah yang telah melaksanakan wajar 12 tahun. PMU
sendiri seakan-akan yang membutuhkan pendidikan adalah anak dan orang
tua bukan pemerintah. Kebijakan lain dari pemerintah ada BOS, BSM dan
beasiswa prestasi. Bantuan-bantuan sudah ada nah sekarang tinggal
bagaimana kesadaran anak dan orang tua tentang pendidikan.
6. Apakah ada upaya dari berbagai pihak yang berkaitan dengan anak-
anak yang tidak melanjutkan sekolah pada jenjang pendidikan
menengah?
Selain mengepalai SMK N 1 Kemangkon saya juga kepala sekolah SMP N
1 Kemangkon. Sejauh ini pihak SMP N 1 Kemankon hanya berupaya
untuk terus menghimbau. Himbauan ini kami lebih tekankan kepada anak-
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anak yang tergolong kurang mampu dalam hal ekonomi. Kami sering
mengundang wali murid yang mendapatkan batuan untuk terus kami
berikan himbauan untuk gerus berupaya agar anaknya setelah lulus SMP
tetap melanjutkan. Jangan menjadikan ekonomi menjadi alasan kalau
masih ada jalan keluar, bantuan pendidikan berupa BOS, BSM, BKM
maupun beasiswa prestasi tidak hanya bisa didapatkan di SMP tapi tetapi
ada di SMA. Kamu juga selalu menekankan penggunaan setiap uang
bantuan adalah benar-benar untuk keperluan pendidikan, dan apabila
mendapat bantuan dari pemerintah untuk bisa memberikan porsi untuk
kebutuhan pendidikan anak-anaknya.Kami guru-guru di SMK juga tidak
berhenti untuk terus mengimbau anak-anak didik kami untuk tetap bisa
terus bertahan jangan sampai ada yang drop outdiupayakan sampai lulus.
Apakah ada peluang untuk terus meningkatkan angka melanjutkan
dari SMP/MTs ke SMA/SMK?
Peluang selalu ada, hal yang pertama dilakukan adalah kerja sama yang
bersinergi dari semua pihak dan stakeholder mulai dari pendidikan dasar
hingga pendidikan menengah. Tugas ini bukan hanya milik kami yang
berprofesi diranah pendidikan masyarakat Kecamatan Kemangkon
khususnya juga perlu turut aktif berpartisipasi. Sayangnya setiap kali ada
musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) untuk ranah pendidikan
jarang sekali malah tidak pernah menjadi prioritas untuk dibahas. Hanya
sekedar memberikan laporan tanpa ada tanggapan.
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HASIL WAWANCARA ANAK 1
Nama : SF
Tempat Tanggal Lahir: Purbalingga, 24 Februari 1997
Alamat : Desa Panican
Waktu : 6 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
Tidak melanjutkan karena pada waktu itu bentrok dengan kakak dan adik.
Pada tahun yang sama kakak perempuan saya akan menikah dan adik saya
akan masuk SMP. Kalau saya tap memaksa untuk tetap melanjutkan sekolah
orang tua saya tidak mampu membiayai semuanya secara bersamaan.Jadi saya
memutuskan untuk mengalah. Saya sempat masuk ke SMA terbuka sambil
kerja di PT. KBM, tapi cuma bertahan satu tahun. Alasan berhenti dari kerja
karena capek,harus sering lembur pada hari libur selesai menjelang magrib.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Iya, saya mau melanjutkan ke SMK N 1 Purbalingga jurusan akuntansi seperti
kakak perempuan saya yang juga alumni dari sekolah dan jurusan yang sama.
Saya pernah bertanya kepada teman saya yang diterima di sekolah tersebut
dengan jurusan akuntansi berapa nilai minimalnya. Ternyata kalau saya
mendaftar dengan nilai UN, saya bisa diterima.
Kenapa di tahun berikutnya tidak mencoba mendaftar masuk SMK lagi?
Malu, teman-teman saya sudah kelas XI saya masih kelas X.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Kendala utamanya adalah uang pangkal masuk sekolah. Kalau jarak dari
rumah ke sekolah tidak berpengaruh, dulu saja saya sekolah di SMP N 2
Purbalingga yang jaraknya lumayan jauh dari Kemangkon.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Keinginan saya untuk meninggikan derajat keluarga. Saya tidak mau ibu saya
terus bekerja sebagai PRT. Harapan saya nantinya di SMK ada bantuan BOS
juga seperti di SMP agar nanti kalau adik saya melanjutkan tidak terlalu
terbebani oleh biaya.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Berperan, kalau keadaan waktu itu tidak bentrok mereka membolehkan saya
untuk tetap melanjutkan sekolah. Ibu saya sering mengungkapkan menyesal
karena tidak bisa menyekolahkan saya hingga SMK.
HASIL WAWANCARA ANAK 2
Nama : SN
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 10 Oktober 1997
Alamat : Desa Panican
Waktu : 6 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
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Orang tua tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan saya hingga SMA.
Saudara-saudara saya saja tidak ada yang melanjutkan SMA semua lulusan
SMP.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Iya, tujuannya biar mendapat ilmu.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Uang saku, ongkos berangkat sekolah, buku-buku dan seragam sekolah.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Ingin seperti teman-teman waktu SMP yang sekarang melanjutkan sekolah.
Hal yang membuat saya iri adalah saat pada jam yang sama saya sedang
bekerja mereka sedang belajar di sekolah. Mereka sekolah sampai jam 14.30
saya bekerja sampai jam 16.00 bahkan lebih lama kalau di suruh lembur.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Alasan tidak melanjutkan karena keinginan sendiri. Orang tua tidak pernah
bilang boleh dan tidak boleh tapi saat kelulusan ibu hanya bilang tidak punya
uang untuk mendaftarkan saya sekolah di SMA/SMK.
HASIL WAWANCARA ANAK 3
Nama : ST
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 21 November 1997
Alamat : Desa Panican
Waktu : 6 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
Biaya, bapak tidak bisa membayar daftar ulang. Belum sempat mendaftar
cuma kata orang biaya daftar ulangnya sampai tiga jutaan. Jadi ya sudah tidak
mau merepotkan lebih baik saya kerja. Mulai kerja setelah 3 bulan lulus dari
SMP.Tempat pertama bekerja di PT yang ada di Kalimanah terus pindah ke
PT yang ada di Purbalingga. Waktu mendaftarnya cuma ikut orang, ada
tetangga yang kenal staf di PTterebut terus hari berikutnya dapat panggilan
untuk beri pengarahan dan penempatan. Sebelumnya dimintai KTP tapi karena
umur saya belum cukup untuk punya sebagai gantinya hanya disuruh
menyerahkan akta kelahiran untuk didata. Setahun kemudian saya pindah ke
PT di Purbalingga, tidak perlu menunjukkan ijazah apalagi kalau dulunya
sudah pernah bekerja di PT atau sudah memiliki pengalaman bekerja. Teman-
teman di PT banyak juga yang cuma lulusan SMP,ada yang dari Kaligondang,
Bukateja, dan berbagai daerah di Purbalingga.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Ingin, biar lebih tinggi lagi. Harapannya agar biaya sekolah di SMA jangan
mahal-mahal. Tiap tahun uang daftar ulangnya makin mahal. Kemarin
mendengar teman pabrik bercerita dan mengeluh soal uang daftar ulang
anaknya yang diterima masuk SMK N 1 Purbalingga.
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3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Jelas biaya BP3, LKS, dan uang saku.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Bisa bertambah pintar dan menambah teman baru.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Iya, orang tua yang membayar sekolah. Waktu SMP disuruhnya sekolah yang
dekat rumah biar tidak perlu naik angkot/angkudes cukup naik sepeda. Saat
lulus SMP saya sadar sendiri dengan melihat keadaan keluarga dan orang tua
tidak pernah membahas atau bertanya saya mau melanjutkan kesekolah mana.
Kemungkinan boleh tapi akan memberatkan dan melihat nilai yang palingan
diterima di SMA apa SMK swasta maka lebih baik tidak melanjutkan karena
biayanya jauh lebih banyak dan mahal.
HASIL WAWANCARA ANAK 4
Nama : MA
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 20 April 1998
Alamat : Desa Panican
Waktu : 7 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
Saya tidak melanjutkan sekolah karena malu, orang tua tidak memiliki biaya.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Mau, kalau gratis. Melanjutkannya ke SMK jurusan otomotif agar bisa
membuka bengkel sendiri.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Kalau saya sekarang sekolah di SMK yang memberatkan jelas uang untuk
membeli perlengkapan praktek dan uang saku setiap harinya.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Keinginan untuk bisa punya bengkel. Sekarang cuma sering ikut-ikutan main
sambil menonton teman kerja di bengkel.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Waktu lulus MTs ibu yang bilang tidak bisa menyekolahkan saya karena
ketidakadaan biaya. Saya sempat kecewa padahal ingin sekali sekolah di SMK,
tapi lama-lama tidak apa-apa teman-teman saya juga banyak yang tidak
melanjutkan.
HASIL WAWANCARA ANAK 5
Nama : PR
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 7 Agustus 1996
Alamat : Desa Panican
Waktu : 7 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
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Saya tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Bapak dan Ibu petani
dengan sawah yang luasnya tidak seberapa, belum lagi adik saya masih harus
sekolah SD sama SMP. Kata orang di SD dan SMP ada BOS gratis tapi untuk
buku, seragam sama uang sakunya tetap tanggungan orang tua. Jadi untuk
menanggung biaya sekolah tiga sekaligus orang tua saya tidak mampu.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Iya ingin melanjutkan sampai lulus, kalau ada biaya ingin mendaftar di SMK.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Iuran bulanannya, bukunya, seragam, uang saku dan ongkos transport.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Ingin bertambah pintar agar bisa bekerja ditempatyang bagus untuk membantu
keluarga. Kalau saya melanjutkan akan senang bisa bertemu teman-teman
baru.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Iya, mereka sebenarnya mengizinkan untuk sekolah lagi, tapi saya pikir kalau
saya sekolah pasti beban orang tua makin berat.
HASIL WAWANCARA ANAK 6
Nama : AF
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 10 Maret 1996
Alamat : Desa Toyareka
Waktu : 13 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
Alasan tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biayanya.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Iya ingin melanjutkan di sekolah yang terdekat.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Tidak ada yang menjadi kendala kalau ada biaya.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Kalau orang mau sekolah jelas alasannya ingin pintar.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Berperan, waktu lulus SD melanjutkan ke SMP orang tua yang mengurus dan
memilihi sekolah yang paling dekat padahal saya angin mendaftar di SMP N 4
Purbalingga.
HASIL WAWANCARA ANAK 7
Nama : TR
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 2 Agustus 1999
Alamat : Desa Toyareka
Waktu : 13 September 2014
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1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
Sudah malas buat berpikir. Saya pernah melanjutkan di SMK swasta di
Kalimanah cuma tiga bulan.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Tidak ingin melanjutkan. Teman nongkrong banyak yang tidak melanjutkan
sekolah tapi mereka bisa dapat kerja.
Apa pekerjaan teman-teman yang sama-sama tidak melanjutkan sekolah?
Buruh bangunan, tukang parkir, ada yang diterima di pabrik rambut, dan lain-
lain.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Malas berpikir pelajaran lagi. Mata pelajaran yang saya tidak suka dari dulu
itu Matematika.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Tidak ada.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Orang tua ingin saya melanjutkan dan tetap bersekolah seperti kakak laki-laki
saya, tapi akhirnya mereka pasrah saya keluar dari sekolah.
HASIL WAWANCARA ANAK 8
Nama : KR
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 20 Agustus 1999
Alamat : Desa Toyareka
Waktu : 13 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
Tidak ada biaya. Ibu sakit bapak punya kekurangan.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Tidak, ingin bekerja saja. Lebih baikmembantu bapak sama mas buat merawat
ibu sambil menyekolahkan adik saya yang masih mau sekolah.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Biaya, buat beli buku, seragam, sama uang saku.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Tidak tahu.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Tidak.
HASIL WAWANCARA ANAK 9
Nama : MR
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 27 Desember 1996
Alamat : Desa Kedungbenda
Waktu : 14 September 2014
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1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
Biaya. Saya pernah melanjutkan sekolah di SMA selama satu semester. Saya
keluar karena saya malu sering menunggak iuran sekolah. Daftar ulang saja
saya hanya membayar sebagian, untuk uang seragam saya tidak membayar.
Untuk seragam saya kasih seragam bekas milik tetangga saya Aung kebetulan
anaknya dulu sekolah disitu dan sah lulus.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Iya.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Iuran bulanan sekolah.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Keringanan biaya.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Iya, orang tua inginnya saya tetap melanjutkan sekolah.
HASIL WAWANCARA ANAK 10
Nama : TF
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 15 Oktober 1997
Alamat : Desa Kedungbenda
Waktu : 14 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
Tidak melanjutkan karena uang buat daftarnya terlambat. Waktu itu sedang
tidak ada uang untuk bayar pendaftaran, baru ada setelah bapak panen kira-
kira menunggu tiga bulanan lagi. Merasa malu kalau daftar sekolah tapi tidak
langsung bawa uangnya.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Saya ingin sekolah karena ingin punya keahlian. Inginnya melanjutkan di
SMK N 1 Bukateja.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Mungkin jarak dari rumah ke sekolah, karena jauh sedangkan saya tidak
punya kendaraan pribadi.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Ingin belajar bareng-bareng teman-teman SMP lagi kalau bisa ada sakunya
makin semangat sekolahnya.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Orang tua menentukan sekali kalau orang tua ada uang jadi sekolah.
HASIL WAWANCARA ANAK 11
Nama : AL
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 21 November 2014
166
Alamat : Desa Kedungbenda
Waktu : 20 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
Tidak ada biaya buat sekolah.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Ingin melanjutkan supaya pintar tidak ketinggalan sama teman-teman yang
lain.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Perlengkapan sekolah itu yang membuat beban orang tua.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Teman yang membuat semangat walaupun jauh bisa berangkat bareng-bareng
jadi senang.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Iya, sekolah itu tergantung orang tua mampu membiayai atau tidak.
HASIL WAWANCARA ANAK 12
Nama : PU
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 16 Mei 1998
Alamat : Desa Toyareka
Waktu : 20 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
Tidak ada kendaraan untuk sekolah. Dari Toyareka ke Mewek jauh. Perlu naik
sepeda dulu anti dititipkan ke tempat penitipan sepeda baru menunggu bus
mikro buat berangkat sekolah.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Iya mau.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Jarak yang jauh dari rumah ke sekolah dan harus bangun pagi-pagi sekali.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Punya sepeda motor sendiri.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Iya sangat menentukan orang tua inginnya saya melanjutkan sekolah.
HASIL WAWANCARA ANAK 13
Nama : PN
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 10 Januari 1998
Alamat : Desa Kalialang
Waktu : 21 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
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Tidak melanjutkan karena tidak punya teman. Disini rata-rata sekolah cuma
sampai SMP terus pada kerja nanti umur 20 tahun pada menikah.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Iya dulu, biar bisa lebih pintar dan punya pengalaman. Kalau sekarang sudah
tidakingin lagi sudah malas dan juga sudah ketinggalan jauh.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Kendalanya sekolah jauh. Malas kalau sekolah jauh tapi tidak punya
kendaraan sendiri.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Kalau sekolahnya gratis dan punya kendaraan sendiri.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Orang tua sepertinya mendukung kalau mereka memiliki biaya.
HASIL WAWANCARA ANAK 14
Nama : MN
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 15 Juli 1996
Alamat : Desa Kalialang
Waktu : 21 September 2014
1. Apa alasan tidak melanjutkan sekolah SMA/SMK/sederajat? Mengapa?
Tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah dan sekolahnya jauh yang paling
dekat saja di Karang Kemiri tapi jurusan yang diinginkan tidak ada. Kalau
sekolah lain jauh sepertinya tidak diterima kerena nilai UN pas-pasan.
Inginnya sekolah yang negeri kalau swasta pasti lebih mahal.
2. Bagaimana jika alasan tidak sekolah bisa teratasi, apakah ingin
melanjutkan sekolah sampai lulus?
Iya ingin melanjutkan tapi di SMK negeri yang ada jurusan otomotifnya.
3. Faktor-faktor penghambat yang mungkin terjadi bila bersekolah di
SMA/SMK/sederajat?
Jarak sekolah yang jauh.Misal jadi sekolah sehari untuk bayar angkot saja bisa
Rp8.000,-/hari.Pertama naik angkudesRp2.000,- baru naik angkot tarif
Rp2.000,- lagi pulangnya juga sama belum lagi uang saku, buku dan lain-lain.
4. Faktor-faktor pendukung yang mungkin sebagai pendorong untuk
bersekolah di SMA/SMK/sederajat?
Punya motor sendiri, dirumah ada punya bapak tapi di pakai bapak. Bapak
berangkat ke asah pagi-pagi sehabis subuh, sawahnya bapak ada di Panican
selesai di sawah bapak masih harus bekerja bikin genteng.
5. Apakah orang tua berperan dalam menentukan pendidikan saudara?
Ibu inginnya saya melanjutkan di sekolah yang dekat tapi karena tidak ada
SMK yang dekat yang ada jurusan yang saya inginkan lebih baik tidak
melanjutkan.
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ANALISIS DATA HASIL WAWANCARA
Sumber data:
1. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangkon
3. Kaur Kurikulum SMA N 1 Kemangkon
4. Kepsek SMK N 1 Kemangkon
Identitas Informan :KSM, SPR, RWI dan BDI
1. Pendidikan menengah di Kecamatan Kemangkon
KSM: Justru yang sekarang terjadi kesadaran untuk sekolah luar biasa tinggi
kecuali, bagi orang-orang yang memang kondisi ekonominya lemah dan
kebetulan di desanya terdapat plasma-plasma industri rambut atau daerah
tempat tinggalnya merupakan sentra industri sehingga begitu lulus SMP/MTs
mereka lebih memilih untuk langsung bekerja. (12/08/2014)
SPR: Keberadaan sekolah menengah baik SMA/SMK baik swasta maupun
negeri hampir di setiap kecamatan di kabupaten Purbalingga justru
menjadikan pendidikan menengah cukup merata bukan hanya di Kecamatan
Kemangkon saja. Kondisi ini kemudian didukung dengan arah kebijakan
Kabupaten Purbalingga yang fokus pada kebijakan pendidikan vokasi dengan
SMA 30:70 SMK. (10/09/2014)
Kesimpulan: Pada perkembangannya kesadaran untuk sekolah makin tinggi
dengan ditunjang keberadaan sekolah menengah SMA/SMk/sederajat yang
tersebar hampir disetiap kecamatan di Kabupaten Purbalingga, namun kondisi
ini tidak berlaku bagi orang-orang yang memang kondisi ekonominya lemah
dan kebetulan di desanya terdapat industri.
2. Sarana dan prasarana sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon.
KSM: Melalui dana bantuan gubernur, DAK dan dana langsung dari
direktorat sudah terpenuhi karena kita salurkan sesuai data untuk
meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana baik SMA maupun SMK
yang letaknya di desa atau di perkotaan. Sekarang kita sedang berkonsentrasi
pada pengadaan sarana penunjang seperti ruang-ruang termasuk ruang guru.
Untuk beberapa sekolah ruang guru yang digunakan ternyata menggunakan
ruang kelas. (12/08/2014)
SPR: SMA N 1 Kemangkon masih tergolong sekolah baru, baru berdiri 10
tahun yang lalu. Apabila dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang telah
lama ada, maka sarana dan prasarana di SMA ini masih kalah lengkap. Usaha
untuk melengkapi dan memperbaiki terus dilakukan melalui berbagai alokasi
dana dan bantuan dari pemerintah. Jadi untuk ketersediaan sarana dan
prasarana di sekolah ini sedang mengarah pada kegiatan untuk memperbaiki
dan melengkapi. Baru-baru ini sekolah telah dilengkapi dengan fasilitas
internet guna mendukung proses belajar mengajar. (10/09/2014)
BDI: Untuk SMK N 1 Kemangkon jelas merasa sangat kurang. Sebab status
awal berdirinya SMK ini adalah SMK Kecil, yang berdiri tahun 2008 dan
hingga saat ini masih menumpang di SMP N 1 Kemangkon. Kondisi ini yang
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membuat SMK N 1 Kemangkon belum memiliki SKPD (Satuan Kerja
Pemerintah Daerah) dalam artisan belum berdiri sendiri, tapi rencananya tahun
depan sudah direlokasi. Dengan keadaan masih menumpang sekolah bisa
meminta bantuan berupa RKB (Ruang Kelas Baru). Syarat untuk
mendapatkan RKB, sekolah terlebih dahulu memiliki lahan dan telah berdiri
sendiri sehingga otomatis memiliki SKPD sendiri atau punya DPA (Dokumen
Pelaksana Anggaran). Beberapa waktu lalu dari Tapem (Tata Pemerintahan)
dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga dalam hal ini bidang saspras
telah meninjau lokasi untuk relokasi SMK N 1 Kemangkon. Saya berharap
setelah lokasi ditinjau, mudah-mudahan anggaran perubahan juga sudah oke.
Kalau begini pihak saspras bisa membantu dengan mengajukan ke pusat untuk
pengadaan USB (Unit Sekolah Baru) atau UGB (Unit Gedung Baru) dan
semoga dapat acc secepatnya. Jadi dengan kondisi sekolah yang masih
menumpang jelas sarana dan prasaran sekolah ini masih kurang sekali bahkan
masih dibawah SPM (Standar Pelayanan Minimal). (18/09/2014)
Kesimpulan: Ketersediaan sarana dan prasarana untuk sekolah menengah di
Kecamatan Kemangkon dipenuhi melalui berbagai dana bantuan seperti
bangub (bantauan gubernur), DAK (dana alokasi khusus), atau dana langsung
dari pihak direktorat. Upaya perbaikan terus dilakukan hingga saat ini, Dinas
Pendidikan tengah berkonsentrasi dalam pengadaan ruang guru yang selama
ini ternyata untuk beberapa sekolah masih menggunakan ruang kelas. Sekolah
menengah di Kecamatan Kemangkon tergolong sekolah baru sehingga bila
dibandingkan sarana parasananya dengan sekolah yang lama maka masih
kalah lengkap.
3. Keterjangkauan sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon
KSM: Semua sekolah menengah terjangkau bagi semua anak yang tinggal di
pedesaan apalagi diperkotaan. Hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten
Purbalingga telah memiliki setidaknya satu sekolah menengah baik itu SMA
atau SMK. Apalagi dengan kondisi sekarang dimana hampir semua
masyarakat sampai di desa-desa pasti memiliki sepeda motor. Dengan
memiliki sepeda motor sudah tidak ada alasan mengenai jarak antara rumah
anak dengan tempat pendidikan, jarak sudah bukan alasan lagi. (12/08/2014)
SPR: Berbicara masalah keterjangkauan sekolah dengan tempat tinggal anak,
jelas terjangkau karena lingkungan dan geografisnya sangat mudah untuk
dilalui kendaraan umum maupun pribadi. Baik SMA/SMK lokasinya pasti
dipusat kecamatan, dan sekarang hampir di setiap kecamatan telah ada
SMA/SMK. Apalagi sekarang kebanyakan setiap satu rumah tangga minimal
sudah punya satu kendaraan bermotor. Jadi saya bisa katakan hampir 90%
semua sekolah terjangkau oleh anak-anak. (10/09/2014)
RWI: Lokasi dari ketiga sekolah tersebut sangat menguntungkan bagi mereka
yang tinggal di desa yang sama dengan sekolah menengah tersebut, tapi bagi
mereka yang tinggal jauh berkilo-kilo meter dari sekolah membuat sekolah
sulit dijangkau bagi mereka. Desa terjauh dari pusat kecamatan seperti desa
Kedungbenda dan Kalialang dulu masih bisa dicapai dengan angkudes.
Sekarang untuk mencapai kedua desa tersebut menggunakan angkudes sangat
susah karena jarang angkudes yang mau beroperasi hingga kedua desa tersebut.
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Alasan pastinya tidak tahu pasti mengapa. Kalau anak-anak untuk berangkat
sekolah menggunakan ojek itu sangat membebani anak dan orang tua. Ongkos
ojek sekali berangkat saja sekitar Rp5.000,- dua kali ongkos naik angkot
maupun angkudes. Beralih ke kendaraan pribadi, untuk kedua desa tersebut
merupakan daerah yang menjadi kantong keluarga miskin. Untuk setiap satu
rumah memiliki kendaraan bermotor minimal satu itu susah diupayakan.
(17/09/2014)
Kesimpulan: Kecamatan Kemangkon merupakan salah satu kecamatan yang
tergolong daerah pinggiran dengan memiliki tiga unit sekolah menengah, satu
unit SMA dan dua unit SMK. Ketiga sekolah ini terpusat di pusat kecamatan
yang kurang menguntungkan bagi anak-anak yang sekolah atau bertempat
tinggal jauh dari lokasi sekolah menengah yang ada. Seperti anak-anak di
Desa Kedungbenda dan Kalialang karena kedua desa tersebut desa dengan
jarak terjauh dari pusat kecamatan yang menjadi lokasi dari ketiga sekolah
tersebut. Tidak semua warga dari kedua desa tersebut memiliki kendaraan
bermotor karena diketahui bahwa kedua lokasi tersebut merupakan kantong
dari keluarga miskin yang ada di daerah Kecamatan Kemangkon.
4. Penyebab/alasan anak usia sekolah menengah (16-18 tahun) tidak
melanjutkan sekolah.
KSM:Dua hal yang lebih sering mendominasi penyebab anak tidak
melanjutkan sekolah menengah setelah lulus SMP/MTs yaitu faktor ekonomi
dan motivasi. (12/08/2014)
SPR: Keberadaan industri menjadi salah satu penyebab anak usia sekolah
menengah untuk tidak melanjutkan sekolah lagi. Purbalingga saat ini telah
dipenuhi dengan jumlah industri rambut dan bulu mata palsu. Faktor lain
adalah tingkat kehidupan, untuk penduduk Kemangkon sendiri masih banyak
yang tergolong masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Kedua
faktor ini sangat berhubungan. Umpamanya dari pada mereka melanjutkan
sekolah yang membutuhkan dan mengeluarkan biaya banyak mereka lebih
memilih bekerja untuk mendapatkan pemasukan berupa uang. (10/09/2014)
BDI:Lingkungan dan motivasi berpengaruh besar pada keputusan anak untuk
melanjutkan atau tidak melanjutkan pendidikannya. Keberadaan industri
rambut yang banyak ditambah lagi dengan keberadaan plasma-plasma milik
industri rambut yang masuk hingga ke desa-desa menjadi salah satu penyebab
anak tidak melanjutkan sekolah karena mereka lebih memilih bekerja. Di satu
sisi keberadaan industri sangat menguntungkan untuk menyerap banyak
tenaga kerja terutama tenaga kerja perempuan, namun disisi lain berpengaruh
pada lulusan SMP/MTs. Saat dilingkungan mereka ada satu atau dua orang
setelah lulus SMP/MTs bekerja di industri rambut baik di pabrik maupun di
plasmanya dan melihat hasil yang diperoleh, lama kelamaan banyak yang
akan tergiur untuk lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah
menengah. (18/09/2014)
RWI:Faktor klasik seperti ekonomi adalah salah satu penyebab anak tidak
melanjutkan sekolah menengah. Ekonomi keluarga yang dianggap serba
kekurangan memaksa anak-anak lulusan SMP/MTs untuk memilih untuk tidak
melanjutkan dan bekerja membantu orang tua mencari nafkah. Faktor kedua
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adalah geografis,beberapa daerah di Kecamatan Kemangkon memiliki jarak
tempuh yang cukup jauh dari pusat kecamatan antara lain Desa Kedungbenda
dan Kalialang. Kedua desa tersebut memiliki jarak sekitar 10 km dari pusat
kecamatan. Bagi anak-anak yang tinggal di dua desa tersebut harus menempuh
jarak 10 km terlebih dahulu untuk bisa sampai di sekolah menengah di
Kecamatan Karangkemiri. Faktor selanjutnya adalah faktor motivasi anak itu
sendiri, faktor ini makin diperkuat dengan perkembangan industri di
Kabupaten Purbalingga. Bukan sekedar kehadiran pabrik-pabrik besar tapi
plasma-plasma dari industri tersebut juga hadir di beberapa desa untuk
menyerap tenaga kerja di tempat tersebut. (17/09/2014)
Kesimpulan: Ada empat faktor sebagai alasan anak lulusan SMP/MTs tidak
melanjutkan sekolah menengah yaitu faktor ekonomi, motivasi, lingkungan
dan geografis. Dua faktor yang paling sering mendominasi yaitu faktor
ekonomi dan faktor motivasi. Dua faktor ini saling berkaitan erat saat anak
tahu kondisi ekonomi keluarga lemah motivasi mereka untuk sekolah juga
rendah. Faktor lingkungan yang memperngaruhi anak untuk tidak
melanjutkan sekolah adalah karena terdapat anak-abak yang terlebih dahulu
tidak melanjutkan sekolah menengah. Seperti dari pihka keluaraga, tetangga
atau teman. Faktor lingkungan lain yang juga memepengaruhi keputusan anak
untuk tidak melanjutkan sekolah adalah keberadaan dan perkembangan
industri rambut palsu atau alis mata palsu. Melihat tetangga atau teman
mereka yang telah terlebih dahulu bekerja di industri tersebut hanya dengan
modal lulusan SMP/MTs namun bias diterima dan mendapat gaji sesuai
UMK (Upah Minimal Kerja) di Purbalingga.
5. Kebijakan sebagai solusi agar anak lulusan SMP/MTs bisa melanjutkan
sekolah menengah.
KSM: Pihak pemerintah sebenarnya sudah berusaha maksimal melalui
berbagai kebijakannya seperti BOS dan BSM. Kabupaten Purbalingga sendiri
sebelum adanya BOS membuat sebuah kebijakan terhadap permasalahan anak
putus sekolah atau atau anak tidak melanjutkan karena masalah biaya dengan
program cuti. Jadi seorang siswa SMA/SMK bisa mengajukan cuti selama
satu tahun saat mereka merasa bosan dengan sekolah atau karena ingin bekerja
terlebih dahulu selama satu tahun untuk meringankan beban biaya
pendidikannya sendiri dan pada tahun berikutnya dia bisa kembali
melanjutkan sekolah. (12/08/2014)
SPR: Adanya kebijakan sangat tergantung dari semua pihak. Untuk dinas
pendidikan sendiri hal yang pertama harus dilakukan adalah melakukan
antisipasi agar anak-anak mau melanjutkan sekolahnya. Untuk keberadaan
industri sendiri yang ternyata menyerap banyak lulusan SMP/MTs sebenarnya
sudah ada himbauan dari pemkab Purbalingga sendiri. Himbauan mengenai
kebijakan berupa pembatasan umur untuk bekerja. Kebijakan ini sebenarnya
sudah ada, namun yang terjadi mereka yang menjadi buruh pabrik terutama di
plasma-plasma pabrik tersebut tidak terdaftar secara resmi melalui jalur
pendaftaran yang seharusnya. (10/09/2014)
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RWI: Sejauh yang saya tahu dan mungkin masyarakat tahu untuk kebijkan
pembiayaan pendidikan ada BOS, BSM dan beasiswa prestasi. Untuk
kebijakan lain ada pendidikan nonformal seperti PKBM. (17/09/2014)
BDI: Dulu beredar isu mengenai kebijakan wajib belajar 12 tahun di
Kabupaten Purbalingga, namun hal ini urung dilakukan. Istilah wajar 12 tahun
ini seakan-akan meninabobokan anak beserta orang tuanya, karena ada kata
wajib, wajib belajar ini oleh masyarakat lebih dipahami akan banyak dibiayai
oleh pemerintah. Untuk menghindari hal tersebut maka kebijakan itu beralih
menjadi PMU (Pendidikan Menengah Universal) walaupun tetap ada beberapa
daerah yang telah melaksanakan wajar 12 tahun. PMU sendiri seakan-akan
yang membutuhkan pendidikan adalah anak dan orang tua bukan pemerintah.
Kebijakan lain dari pemerintah ada BOS, BSM dan beasiswa prestasi.
Bantuan-bantuan sudah ada nah sekarang tinggal bagaimana kesadaran anak
dan orang tua tentang pendidikan. (18/09/2014)
Kesimpulan: Kebijakan pendidikan kaitannya dengan anak tidak melanjutkan
sekolah adalah kebijakan seperti BOS, BSM, BKM, maupun beasiswa prestasi.
6. Upaya agar anak tetap melanjutkan sekolah setelah lulus SMP/MTs.
KSM: Selain dari pihak pemerintah beberapa sekolah di Kabupaten
Purbalingga juga sudah berusaha merayu hingga mendatangi rumah
(doortodoor) mereka tetap saja tidak mau bersekolah. Beberapa sekolah yang
ikut aktif mengajak anak untuk tetap melanjutkan sekolah justru sekolah yang
letaknya di pinggiran seperti sekolah di Kecamatan Kutasari. Mereka
mengajak kerja sama perangkat desa dengan meminta untuk mendata
warganya yang lulusan SMP/MTs untuk dikumpulkan diberi pengarahan serta
informasi mengenai pendidikan di sekolah menengah dan berbagai macam
bantuan untuk meringankan biaya sekolah. Mulai tahun ini di setiap akhir
tahun ajaran kami akan meminta setiap kepala sekolah SMA dan SMK untuk
melakukan kegiatan yang sama berupa sosialisasi yang diprioritaskan di
wilayah sekitar lokasi sekolah. Selain itu pihak dinas juga akan mendata
lokasi-lokasi mana yang perlu diadakan sosialisasi. Melalui kegiatan ini kami
berharap semua desa akan mendapatkan penjelasan yang sekomplit-
komplitnya dari kepala sekolah SMA/SMK tentang pendidikan menengah dan
berbagai macam bantuan dari pemerintah seperti BOS, BSM, dan berbagai
beasiswa prestasi. (12/08/2014)
SPR: Jelas ada, salah satunya untuk lingkungan sekolah sendiri guru-guru
berpartisipasi bersama melalui gerakan orang tua asuh. Selain Pihak sekolah
bersama pihak kecamatan Kemangkon bekerja sama dalam melakukan
promosi dan sosialisasi. Kerja sama untuk promosi kita lakukan menjelang
tahun ajaran baru, dengan bantuan pihak kecamatan kami menyebarkan brosur
dan memasang spanduk. Selai itu kami sering minta saat ada acara
perkumpulan atau musyawarah untuk sedikit diselipi ajakan untuk
menyekolahkan anak-anaknya yang lulus SMP/MTs. Untuk usaha pembiayaan
pendidikan kita juga meninta pihak kecamatan yang mendata anak-anak yang
lulus tetapi ekonominya lemah dan berpotensi tidak melanjutkan dari data itu
anak-anak tersebut kita ajak untuk kita mengajukan agar mendapat bantuan
dari pemerintah. Salah satu bantuan yang bisa diajukan adalah keringanan
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untuk biaya awal masuk sekolah. Hal itu sebenarnya tetap akan gagal semua
walau kita telah berusaha mempromosikan dan melakukan sosialisasi secara
gencar kalau anak sudah tidak memiliki motivasi untuk tetap bersekolah dan
lebih termotivasi untuk bekerja. (10/09/2014)
RWI:Dari pihak dinas pendidikan, tidak menutup mata terhadap minat
masyarakat yang ingin tetap sekolah akan tetapi tetap bekerja. Mereka bisa
ikut pendidikan luar sekolah yang seperti PKBM. Melalui PKBM akan
dibekali pula dengan berbagai keterampilan seperti, tata busana, pertanian,
peternakan, dan lain-lain. Selain itu kita sering melakukan evaluasi secara
berkala bahkan tidak hanya dinas pendidikan kabupaten dan dinas pendidikan
propinsi tetapi dinas sosial juga. Selain itu kita juga sering menyampaikan
rendahnya APK, APM maupun APS pada Musrenbang tingkat kecamatan
guna mencari solusi dan membahas upaya meningkatkan akses pendidikan
namun umpan balik secara khusus yang kita terima sejauh ini belum ada.
Rencananya kita akan berupaya melakukan sosialisasi yang tepat kepada
semua stakeholder untuk mendukung agar anak-anak lulusan SMP/MTs mau
dan dapat melanjutkan sekolahnya. Kami akan berupaya juga melakukan
koordinasi kepada semua unsur baik formal maupun non formal untuk
mendukung kegiatan sosialisasi kami. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh
agama tentang pentingnya sekolah. Bagi masyarakat yang berkemampuan
juga kami ajak untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan dan turut
berpartisipasi aktif. (17/09/2014)
BDI: Kami sering mengundang wali murid yang mendapatkan batuan untuk
terus kami berikan himbauan untuk gerus berupaya agar anaknya setelah lulus
SMP tetap melanjutkan. Jangan menjadikan ekonomi menjadi alasan kalau
masih ada jalan keluar, bantuan pendidikan berupa BOS, BSM, BKM maupun
beasiswa prestasi tidak hanya bisa didapatkan di SMP tapi tetapi ada di SMA.
(18/09/2014)
Kesimpulan: Sosialisasi berkaitan dengan pentingnya pendidikan terutama
dengan melanjutkan pendidikan menengah setelah lulus SMP/MTs adalah
salah satu upaya paling sering dilakukan oleh pihak sekolah menengah
bekerjasama dengan perangkat desa. Upaya lain adalah menawarkan
pendidikan alternatif seperti PKBM.
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ANALISIS DATA HASIL WAWANCARA
Sumber data:
Anak usia sekolah menengah (16 – 18 tahun) di Kecamatan Kemangkon.
Identitas Informan:
Nama : SF, SN, ST, MA, PR, AF, TR, KR, MR, TF, AL, PU, PN dan MN.
1. Alasan anak-anak usia sekolah menengah di Kecamatan Kemangkon
tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMP/MTs.
SF: Tidak melanjutkan karena pada waktu itu bentrok dengan kakak dan adik.
Pada tahun yang sama kakak perempuan saya akan menikah dan adik saya
masuk SMP. Kalau saya memaksa untuk tetap melanjutkan sekolah orang tua
saya tidak mampu membiayai semuanya secara bersamaan.
SN: Orang tua tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan saya hingga SMA.
Saudara-saudara saya semua lulusan SMP.
ST: Biaya, bapak tidak bisa membayar daftar ulang. Belum sempat mendaftar
cuma kata orang biaya daftar ulangnya sampai tiga jutaan.
MA: Tidak melanjutkan sekolah karena malu, orang tua tidak memiliki biaya.
PR: Saya tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biaya. Bapak dan Ibu
petani dengan sawah yang luasnya tidak seberapa, belum lagi adik saya masih
harus sekolah SD sama SMP. Kata orang di SD dan SMP ada BOS gratis tapi
untuk buku, seragam sama uang sakunya tetap tanggungan orang tua. Jadi
untuk menanggung biaya sekolah tiga sekaligus orang tua saya tidak mampu.
AF: Alasan tidak melanjutkan sekolah karena tidak ada biayanya.
TR: Sudah malas buat berpikir. Saya pernah melanjutkan di SMK swasta di
Kalimanah cuma tiga bulan.
KR: Tidak ada biaya. Ibu sakit bapak punya kekurangan.
MR: Biaya. Saya pernah melanjutkan sekolah di SMA selama satu semester.
Saya keluar karena saya malu sering menunggak iuran sekolah. Daftar ulang
saja saya hanya membayar sebagian, untuk uang seragam saya tidak
membayar. Untuk seragam saya dikasih seragam bekas milik tetangga saya
yang kebetulan anaknya dulu sekolah disitu dan sudah lulus.
TF: Tidak melanjutkan karena uang buat daftarnya terlambat.
AL: Tidak ada biaya buat sekolah.
PU: Tidak ada kendaraan untuk sekolah. Dari Toyareka ke Mewek jauh. Perlu
naik sepeda dulu anti dititipkan ke tempat penitipan sepeda baru menunggu
bus mikro buat berangkat sekolah.
PN: Tidak melanjutkan karena tidak punya teman. Disini rata-rata sekolah
cuma sampai SMP terus pada kerja nanti umur 20 tahun pada menikah.
MN: Tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah dan sekolahnya jauh yang
paling dekat saja di Karang Kemiri tapi jurusan yang diinginkan tidak ada.
Kalau sekolah lain jauh sepertinya tidak diterima kerenanilai UN pas-pasan.
Inginnya sekolah yang negeri kalau swasta pasti lebih mahal.
Kesimpulan: Alasan utama anak-anak usia sekolah menengah di Kecamatan
kemangkon tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SMP/MTs dikarenakan
faktor ekonomi lebih tepatnya kondisi ekonomi keluarga. Selain faktor
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ekonomi keluarga masih ada tiga alasan lain yaitu motivasi, lingkungan dan
geografis.
2. Pilihan anak-anak apabila alasan tidak sekolah teratasi, mau
melanjutkan sekolah hingga lulus atau tidak.
SF: Iya, saya mau melanjutkan ke SMK N 1 Purbalingga jurusan akuntansi
seperti kakak perempuan saya yang juga alumni dari sekolah dan jurusan yang
sama.
SN: Iya, tujuannya biar mendapat ilmu.
ST: Ingin, biar lebih tinggi lagi. Harapannya agar biaya sekolah di SMA
jangan mahal-mahal. Tiap tahun uang daftar ulangnya makin mahal.
MA: Mau, kalau gratis. Melanjutkannya ke SMK jurusan otomotif agar bisa
membuka bengkel sendiri.
PR: Iya ingin melanjutkan sampai lulus, kalau ada biaya inginmedaftar di
SMK.
AF: Iya ingin melanjutkan di sekolah yang terdekat.
TR: Tidak ingin melanjutkan. Teman nongkrong banyak yang tidak
melanjutkan sekolah tapi mereka bisa dapat kerja.
KR: Tidak, ingin bekerja saja. Lebih baikmembantu bapak sama mas buat
merawat ibu sambil menyekolahkan adik saya yang masih mau sekolah.
MR: Iya.
TF: Saya ingin sekolah karena ingin punya keahlian. Inginnya melanjutkan di
SMK N 1 Bukateja.
AL: Ingin melanjutkan supaya pintar tidak ketinggalan sama teman-teman
yang lain.
PU: Iya mau.
PN: Iya dulu, biar bisa lebih pintar dan punya pengalaman. Kalau sekarang
sudah tidakingin lagi sudah malas dan juga sudah ketinggalan jauh.
MN: Iya ingin melanjutkan tapi di SMK negeri yang ada jurusan otomotifnya.
Kesimpulan: Anak-anak usia sekolah menengah yang tidak melanjutkan
sekolah di Kecamatan Kemangkon tetap berkeinginan melanjutkan sekolah
apabila alasan utama mereka tidak melanjutkan bisa teratasi. Seiring
berlakunya kebijakan pendidikan vokasi di Kabupaten Purbalingga dengan
kuota jumlah antara SMA dan SMK berbanding 30:70 persen, membuat anak-
anak tersebut lebih berminat melanjutkan sekolah ke SMK apabila alasan
utama mereka tidak sekolah teratasi.
3. Faktor penghambat anak untuk melanjutkan sekolah menengah.
SF: Kendala utamanya adalah uang pangkal masuk sekolah.
SN: Uang saku, ongkos berangkat sekolah, buku-buku dan seragam sekolah.
ST: Jelas biaya BP3, LKS, dan uang saku.
MA: Kalau saya sekarang sekolah di SMK  yang memberatkan jelas uang
untuk membeli perlengkapan praktek dan uang saku setiap harinya.
PR: Iuran bulanannya, bukunya, seragam, uang saku dan ongkos transport.
AF: Tidak ada yang menjadi kendala kalau ada biaya.
TR: Malas berpikir pelajaran lagi. Mata pelajaran yang saya tidak suka dari
dulu itu Matematika.
KR: Biaya, buat beli buku, seragam, sama uang saku.
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MR: Iuran bulanan sekolah.
TF: Mungkin jarak dari rumah ke sekolah, karena jauh sedangkan saya tidak
punya kendaraan pribadi.
AL: Perlengkapan sekolah itu yang membuat beban orang tua.
PU: Jarak yang jauh dari rumah ke sekolah dan harus bangun pagi-pagi sekali.
PN: Kalau sekolahnya gratis dan punya kendaraan sendiri.
MN: Jarak sekolah yang jauh. Misal jadi sekolah, sehari untuk membayar
angkot saja bisa Rp8.000,-/hari. Pertama naik angkudes Rp2.000,- baru naik
angkot tarif Rp2.000,- lagi pulangnya juga sama belum lagi uang saku, buku
dan lain-lain.
Kesimpulan: Uang dalam hal ini kondisi ekonomi tetap menjadi faktor utama
yang menghambat anak untuk melanjutkan ke sekolah menengah. Biaya
operasional siswa sehari-hari berupa uang saku dan transportasi menjadi
kebutuhan yang berat untuk dipenuhi karena sifatnya yang setiap hari. Selain
biaya operasional harian ada biaya operasional anak seperti buku, seragam dan
perlengkapan lain yang juga memberatkan. Jarak yang jauh antara lokasi
rumah dan sekolah juga menjadi penghambat.
4. Faktor pendukung anak untuk melanjutkan sekolah menengah.
SF: Keinginan saya untuk meninggikan derajat keluarga. Saya tidak mau ibu
saya terus bekerja sebagai PRT (pembantu rumah tangga). Harapan saya
nantinya di SMK ada bantuan BOS juga seperti di SMP agar nanti kalau adik
saya melanjutkan tidak terlalu terbebani oleh biaya.
SN: Ingin seperti teman-teman waktu SMP yang sekarang melanjutkan
sekolah. Hal yang membuat saya iri adalah saat pada jam yang sama saya
sedang bekerja mereka sedang belajar di sekolah. Mereka sekolah sampai jam
14.30 saya bekerja sampai jam 16.00 bahkan lebih lama kalau di suruh lembur.
ST: Bisa bertambah pintar dan menambah teman baru.
MA: Keinginan untuk bisa punya bengkel. Sekarang cuma sering ikut-ikutan
main sambil menonton teman kerja di bengkel.
PR: Ingin bertambah pintar agar bisa bekerja ditempat yang bagus untuk
membantu keluarga. Kalau saya melanjutkan akan senang bisa bertemu
teman-teman baru.
AF: Kalau orang mau sekolah jelas alasannya ingin pintar.
MR: Keringanan biaya.
TF: Ingin belajar bareng-bareng teman-teman SMP lagi kalau bisa ada
sakunya makin semangat sekolahnya.
AL: Teman yang membuat semangat walaupun jauh bisa berangkat bareng-
bareng jadi senang.
PU: Punya sepeda motor sendiri.
PN: Kalau sekolahnya gratis dan punya kendaraan sendiri.
MN: Punya motor sendiri, dirumah ada punya bapak tapi di pakai bapak.
Bapak berangkat ke asah pagi-pagi sehabis subuh, sawahnya bapak ada di
Panican selesai di sawah bapak masih harus bekerja bikin genteng.
Kesimpulan: Anak-anak usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah masih
tetap berkeinginan melanjutkan, agar bisa mewujudkan cita-cita dan harapan
mereka apalagi saat mereka melihat teman sebaya mereka bersekolah
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sedangkan mereka harus bekerja. Mereka berharap dengan tetap sekolah
mereka bisa memiliki ketrampilan agar mereka bisa merubah keadaan hidup
keluarga. Selain itu juga mereka mengharapkan bantuan dana untuk
pendidikan meningkat atau biaya pendidikan makin ringan agar bisa
mengurangi beban ekonomi orang tua. Kepemilikan kendaraan pribadi juga
menjadi salah satu faktor pendukung mereka untuk melanjutkan sekolah
terutama bagi anak-anak yang lokasi rumah dan sekolahnya jauh berkilo-kilo
meter. Jadi bisa diketahui faktor pendukung anak-anak usia sekolah menengah
di Kecamatan Kemangkon dibagi menjadi empat, yaitu: (1) ekonomi, (2),
moivasi, (3) lingkungan, dan (4) geografis/jarak.
5. Peran orang tua dalam menetukan pendidikan anak.
SF: Berperan, kalau keadaan waktu itu tidak bentrok mereka membolehkan
saya untuk tetap melanjutkan sekolah. Ibu saya sering mengungkapkan
menyesal karena tidak bisa menyekolahkan saya hingga SMK.
SN: Alasan tidak melanjutkan karena keinginan sendiri. Orang tua tidak
pernah bilang boleh dan tidak boleh tapi saat kelulusan ibu cuma bilang tidak
punya uang untuk mendaftarkan saya sekolah di SMA/SMK.
ST: Iya, orang tua yang membayar sekolah. Waktu SMP disuruhnya sekolah
yang dekat rumah biar tidak perlu naik angkot/angkudes cukup naik sepeda.
MA: Waktu lulus MTs ibu yang bilang tidak bisa menyekolahkan saya karena
ketidakadaan biaya. Saya sempat kecewa padahal ingin sekali sekolah di SMK,
tapi lama-lama tidak apa-apa teman-teman saya juga banyak yang tidak
melanjutkan.
PR: Iya, mereka sebenarnya mengizinkan untuk sekolah lagi, tapi saya pikir
kalau saya sekolah pasti beban orang tua makin berat.
AF: Berperan, waktu lulus SD melanjutkan ke SMP orang tua yang mengurus
dan memilihi sekolah yang paling dekat padahal saya angin mendaftar di SMP
N 4 Purbalingga.
TR: Orang tua ingin saya melanjutkan dan tetap bersekolah seperti kakak
laki-laki saya, tapi akhirnya mereka pasrah saya keluar dari sekolah.
MR: Iya, orang tua inginnya saya tetap melanjutkan sekolah.
TF: Orang tua menentukan sekali kalau orang tua ada uang jadi sekolah.
AL: Iya, sekolah itu tergantung orang tua mampu membiayai atau tidak.
PU: Iya sangat menentukan orang tua inginnya saya melanjutkan sekolah.
PN: Orang tua sepertinya mendukung kalau mereka memiliki biaya.
MN: Ibu inginnya saya melanjutkan di sekolah yang dekat tapi karena tidak
ada SMK yang dekat yang ada jurusan yang saya inginkan lebih baik tidak
melanjutkan.
Kesimpulan: Orang tua jelas sangat berperan dalam menentukan pendidikan
anak-anaknya, hal ini juga yang dialami oleh anak-anak usia sekolah
menengah yang tidak melanjutkan sekolah menengahnya. Orang tua mereka
berharap bisa tetap menyekolahkan anaknya hingga sekolah menengah namin
kondisi ekonomi yang dirasa kurang ini lah yang membuat mereka dan anak-
anaknya menyerah untuk tidak melanjutkan sekolahnya.
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LAMPIRAN 4. CATATAN LAPANGAN
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CATATAN LAPANGAN KE-1
Hari : Selasa, 12 Agustus 2014
Tempat : Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
Setelah sekian lama meminta waktu untuk wawancara dengan Bapak KSM
selaku kepala bidang pendidikan menengah, beliau baru bersedia diwawancarai
setelah lebaran dikarenakan kesibukan beliau sebelum lebaran. Peneliti datang ke
Disdik sekitar jam 08.30 WIB, sesuai kesepakatan sebelumnya. Setibanya di
Disdik bertepatan dengan bubarnya apel pagi yang rutin dilaksanakan. Peneliti
langsung datang ke ruangan beliau seperti apa yang dulu disampaikan.
Wawancara dimulai dari pukul 09.00 - 09.45. WIB. Melalui beliau didapatkan
beberapa keterangan terkait perluasan akses pendidikan di Kab. Purbalingga. Dari
saran beliau orang selanjutnya yang bisa ditanyai mengenai akses pendidikan
menengah adalah Bu UM selaku staf bidang Dikmen. Sebelumnya peneliti telah
mengenal Bu UM karena dari beliau peneliti mendapatkan berbagai data dalam
bentuk dokumen bak hardfile atau softfile yang diperlukan dalam penelitian ini.
Peneliti langsung menemui beliau, beliau menjanjikan lusa untuk dapat
diwawancarai.
CATATAN LAPANGAN KE-2
Hari : Kamis, 14 Agustus 2014
Tanggal : Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga.
Sampai jam 09.00 WIB di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
sesuai yang telah disepakati kemarin lusa peneliti langsung datang ke kantor
bidang dikmen untuk menemui Bu UM. Wawancara dimulai dari jam 09.10 –
09.40 WIB. Wawancara berlangsung singkat karena beliau ada keperluan
mendadak hari ini. Setelah selesai wawancara peneliti jin pamit. Dari dua kali
wawancara dengan nara sumber yang berbeda mengenai akses pendidikan jenjang
menengah di Kabupaten Purbalingga ada beberapa topik yang sama yang muncul
yaitu bertambahnya industri dianggap sebagi salah satu penyebab anak tidak
melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/sederajat.
CATATAN LAPANGAN KE-3
Hari : Kamis, 4 September 2014
Tempat : Kantor Kecamatan Kemangkon
Tiba di kantor Kecamatan Kemangkon sekitar jam 09.00 WIB. Kantor
Kecamatan sendiri terletak di Desa Panican yang juga merupakan pusat dari
Kecamatan Kemangkon itu sendiri. Setibanya di kantor tersebut peneliti langsung
mencari informasi untuk mengurus surat keterangan penelitian, oleh petugas
resepsionis peneliti diarahkan untuk menemui Bapak SP. Dari beliau, peneliti
ditanya mengenai maksud dan tujuan kedatangan. Tidak butuh penjelasan panjang
lebar bapak SP mengerti dan menyarankan saya menemui Bapak WRT menjabat
seksi PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa). Alasan Bapak SP menyuruh
peneliti menemui Bapak WRT adalah karena beliau memiliki data mengenai
Kecamatan Kemangkon yang mungkin bisa membantu penelitian ini. Bapak WRT
yang letak tempat duduknya hanya berjarak dua meja dari meja Bapak SP secara
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tidak langsung sudah mendengar percakapan kami, sebelum peneliti meminta
beliau sudah menyiapkan dua buah dokumen yaitu, Kecamatan Kemangkon
Dalam Angka 2013 dan 8 Data Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah
Paruh Tahun 2014. Bapak WRT menyarankan untuk mengopi data tersebut.
Hanya butuh waktu kurang dari 10 menit untuk mengopi data dari Bapak
WRT. Setelah selesai peneliti langsung kembalikan kepada Bapak WRT yang
sedang duduk di depan kantor kecamatan dengan salah satu petugas KAU yang
kantor KAUnya terletak tepat di seberang kantor kecamatan. Saat mengembalikan
dokumen tadi, peneliti kembali ditanya siapa yang dijadikan subjek dalam
penelitian. Setelah menjelaskan secara singkat petugas KAU yang duduk bersama
kami menceritakan bahwa anaknya juga baru lulus SMP/MTs tahun ini tapi tidak
melanjutkan sekolah menengah. Petugas KAU tersebut berkata “Anak saya juga
tidak melanjutkan SMA mbak, padahal kalau dilihat saya sebagai orang tuanya
pasti mampu menyekolahkan dengan saya sudah PNS”. Peneliti mencoba
bertanya alasan apa yang membuat anak dari petugas KAU tersebut. Petugas
KAU tersebut menjelaskan, “Anak saya sudah tidak mau sekolah lagi malas
katanya. Malasnya mungkin karena pengaruh teman-temannya, dia suka bermain
sama anak-anak yang juga tidak melanjutkan sekolah”. Selesai petugas tersebut
bercerita mengenai anaknya yang tidak melanjutkan sekolah, Bapak WRT ikut
memberikan komentar sebagai berikut, “Anak sekarang lebih memilih kerja
daripada sekolah bukan karena tidak ada biaya, tapi karena lebih tertarik sama gaji
jadi buruh pabrik rambut”. Pembicaraan kami akhiri dengan informasi bahwa di
Desa Panican terdapat banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah dan sekarang
bekerja di Pabrik rambut palsu atau alis mata palsu, sebagian besar adalah anak
perempuan.
CATATAN LAPANGAN KE-4
Hari : Sabtu, 6 September 2014
Tempat : Desa Panican
Sekitar jam 15.00 peneliti bertemu dengan Bapak PRD di pangkalan ojek
dekat pertigaan jalan depan Kecamatan Kemangkon, Bapak PRD adalah seorang
tukang ojek yang peneliti tanyai tentang anak-anak yang tidak melanjutkan
sekolah. Kebetulan beliau tinggal di Desa Panican, dari beliau peneliti diajak ke
rumah salah satu tetangganya yang anaknya lulus sekolah tapi tidak melanjutkan
sekolah menengah. Rumah Bapak PRD tidak jauh dari Pasar Kemangkon hanya
sekitar 100 meter ke arah timur pasar Kemangkon sedangkan letak dari rumah
anak yang mau diwawancarai hanya berjarak dua rumah dari rumah bapak PRD.
Sesampainya di rumah yang dituju langsung disambut ibunya yang sedang
ada di ruang tamu beliau bernama SWY bekerja sebagai ART (asisten rumah
tangga). Sayangnya anaknya masih belum pulang dari bekerja, kata Ibu SWY
anak perempuannya baru pulang selepas magrib karena sedang dapat giliran
lembur di sebuah pabrik rambut yang terletak di Kecamatan Kalimanah.
Sebelumnya Ibu SWY bertanya tujuan saya datang ke situ, saya menjelaskan
maksud dan tujuan. Tanpa peneliti minta beliau langsung menceritakan kenapa
anaknya tidak melanjutkan sekolah menengah. Beliau bercerita anaknya yaitu SF
adalah anak ketiga dari empat bersaudara. Untuk anaknya yang ketiga ini tidak
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melanjutkan sekolah karena pada saat yang bersamaan kedua saudaranya akan
menikah dan bersekolah di SMP. Kakak perempuan SF akan menikah dan adik
laki-lakinya akan bersekolah di SMP, orang tuanya tidak bisa membiayai
ketiganya pada tahun yang sama jadi SF terpaksa harus mengalah. Sebenarnya Ibu
SWY tahu anaknya sangat ingin melanjutkan sekolah ke SMK N 1 Purbalingga
jurusan Akutansi sama seperti kakak perempuannya. Setelah selesai bercerita
peneliti mohon pamit untuk datang ke tempat lain terlebih dahulu untuk menemui
teman SF yang dari informasi Bapak PRD dan Ibu SWY sama-sama tidak
melanjutkan sekolah menengah. Beruntung setibanya di rumah yang dituju anak
tersebut sedang berada di rumah bersama temannya yang juga lulus dari SMP
yang sama, di tahun yang sama dan sama-sama tidak melanjutkan sekolah
menengah. Wawancara di lakukan di rumah SN sebagai pemilik rumah. Pertama
peneliti mewawancarai SNI selanjutnya ST. Wawancara hanya berlangsung tidak
lebih dari 20 menit. Selesai wawancara peneliti dan Bapak PRD pamit untuk
menemui SF yang ternyata pulang lebih awal dari perkiraan. Setelah selesai
mewawancarai ketiga sumber sambil berjalan pulang ke rumah Bapak PRD, dia
bercerita bahwa kalau dilihat secara ekonomi orang tua SN dan ST lebih mampu
daripada orang tua SF yang karena bentrok dengan kebutuhan lain yang sama-
sama penting harus mengalah untuk tidak melanjutkan sekolahnya. Bapak PRD
juga menjelaskan “Anak-anak di sini tidak melanjutkan sekolah bukan cuma
karena masalah ekonomi tapi juga karena mereka sendiri tidak mau dan memilih
kerja di PT rambut”.
CATATAN LAPANGAN KE-5
Hari : Minggu, 7 September 2014
Tempat : Desa Panican
Bertemu kembali dengan Bapak PRD untuk mengantarkan peneliti
bertemu dengan dua narasumber berikutnya. Narasumber ini juga masih
bertetangga dengan Bapak PRD yang bernama MA dan PR. Tidak butuh waktu
lama untuk mewawancarai keduanya ditempat yang  berbeda karena jawaban
mereka cukup singkat dan jelas. MA sendiri sekarang sedang bekerja sebagai
pramuniaga di Pasar Kemangkon sedangkan PR salah satu buruh di pabrik alis
mata palsu di Kecamatan Kalimanah.
CATATAN LAPANGAN KE-6
Hari : Rabu, 10 September 2014
Tempat : SMA N 1 Kemangkon
Pukul 08.30 WIB tiba di SMA N 1 Kemangkon yang beralamat di Jalan
Raya PanicanKemangkon. Tiba di sana saya diarahkan langsung ke tata usaha
(TU), setelah menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk
wawancara peneliti diminta menunggu selama satu jam karena kepala sekolah
sedang mengajar di kelas. Setelah satu jam menunggu akhirnya adayang menemui
tapi bukan kepala sekolah melainkan kepala urusan kurikulum SMA N 1
Kemangkon. Beliau ayan akhirnya menjadi nara sumber mengenai akses
pendidikan menengah di Kecamatan Kemangkon. Wawancara berlangsung
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selama satu jam setelah selesai wawancara peneliti memutuskan minta izin untuk
melihat-lihat sekolah. Untuk sebuah sekolah yang belah berdiri selama 10 tahun
sekolah ini sudah berkecukupan untuk sarana & prasarana. Ada beberapa catatan
untuk kegiatan olahraga SMA ini masih menggunakan halaman depan. Sekolah
ini belum memilik lapangan basket jadi untuk berman basket saat
mapelpenjasorkes mereka menggunakan halaman depan dekat pos satpam karena
disitu tanahnya sudah ditutup paving. Pada saat pelit masuk ke kompleks belakang
sekolah, ternyata sedang ada perbaikan beberapa bangunan di bagian atap dan
langit-langit untuk memasang eternit.
Tadi dalam wawancara upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk ikut
meningkatkan partisipasi sekolah adalah melalui promosi-promosi. Salah satu
bentuk promosi adalah dengan memasang baliho besar yang menujukan berbagai
kegiatan di sekolah dan prestasi-prestasi yang pernah diraih. Selain itu SMA N 1
Kemangkon sedang melakukan perbaikan kelas dari alokasi dana BOS.
CATATAN LAPANGAN KE-7
Hari : Sabtu, 13 September 2014
Tempat : Desa Toyareka
Menurut data BPS dan kecamatan selain Desa Panican ada Desa Toyareka
yaitu desa dengan prosentase tertinggi penduduk usia sekolah (16-18 tahun)
lulusan SMP/MTs. Berdasarkan data tersebut peneliti mencoba mencari
narasumber atas dasar dan pertimbangan tertentu. Berdasarkan informasi yang
diperoleh dari seorang informan peneliti menemukan tiga orang narasumber yang
di Desa Panican. Dua dari ketiga narasumber tersebut baru saja lulus tahun ini,
mereka sekolah di SMP yang sama di Kecamatan Purbalingga. Wawancara
dilakukan selepas magribdi tempat biasa mereka nogkrong bersama teman-teman
mereka. Wawancara dilakukan dengan suasana santai, jawaban dari pertanyaan
yang ditanyakan juga mereka jawab dengan sekenanya.
Menjelang jam 19.00 WIB teman mereka satu persatu mulai berdatangan.
Hampir dari tujuh orang yang datang enam diantaranya hanya menyelesaikan
sekolah sampai SMP dan hanya satu anak yang sedang melanjutkan sekolahnya di
SMK swasta. Selepas SMP mereka lebih memilih bekerja ada yang di pabrik
rambut, buruh bangunan, dan ada yang menganggur. Berdasarkan cerita dari
penjual mie ayam di dekat tempat kami berkumpul, anak-anak ini hampir setiap
hari nongkrong sejauh ini kelakuan mereka tak pernah merugikan warga cuma
satu kali anak-anak tersebut dengan pemuda desa ini betok dengan pemuda
kecamatan sebelah gara-gara pertandingan sepakbola. Menurut penjual mie ayam
walaupun mereka tidak merugikan namun pengaruh mereka dianggap buruk
dengan merokok dan untuk beberapa kesempatan mereka juga pernah minum-
minum. Penjual mie ayam tersebut juga bercerita mengenai salah satu anak yang
kebetulan anak yang menjadi salah satu narasumber peneliti yaitu TR.
Menurutnya TR memutuskan keluar dari sekolah karena pengaruh tidak langsung
dari teman-teman nongkrongnya. Mereka berkumpul hampir setiap hari bubarnya
menjelang jam sebelasan bahkan kalau malam minggu bisa sampai tengah malam.
Penjual mie berpendapat, ”Lah kalau si TRkan masih sekolah pulang malam,
bangun kesiangan jadi malas sekolah akhirnya keluar sekolah. Si TRnya sih nggak
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eman-emanlah temanya yang nggak sekolah SMA/SMK juga banyak”. Menurut
penjual mie orang tua TR sudah pasrah.
CATATAN LAPANGAN KE-8
Hari : Minggu, 14 September 2014
Tempat : Desa Kedungbenda
Desa berikutnya adalah Desa Kedungbenda desa dengan lokasi/jarak
cukup jauh dari pusat kota kecamatan Kemangkonyaitu sekitar 8,5 km selain itu
menurut salah satu pegawai kecamatan, di Desa Kedungbenda prosentase
penduduk miskinnya cukup banyak.Desa ini berbatasan langsung dengan
Kabupaten Banyumas batasnya adalah sungai Klawing salah satu sungai besar
yang mengalir di Kabupaten Purbalingga. Untuk perekonomian, hampir sebagian
besar masyarakat desa ini bermata pencaharian sebagai petani. Desa ini hanya bisa
dilalui dengan kendaraan pribadi karena angkudes jarang sekali lewat sini.
CATATAN LAPANGAN KE-9
Hari : Rabu, 17 September 2014
Tempat : UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kemangkon
Sekitar pukul 09.00 WIB tiba di kantor UPTD Dinas Pendidikan
Kecamatan Kemangkon jaraknya hanya 100 m dari kantor kecamatan. Selain
untuk meminta beberapa data peneliti juga berencana melakukan wawancara.
Wawancara hanya berlangsung singkat kurang dari 30 menit, karena beliau
sedang sibuk dengan kegiatan untuk mendistribusikan buku pelajaran baru sesuai
kurikulum 2013 untuk SD sedangkan untuk SMP masih belum datang baru ada
softcopy yang hanya dibagikan kepada bapak/ibu guru saja.
CATATAN LAPANGAN KE-10
Hari : Kamis, 18 September 2014
Tempat : SMK N 1 Kemangkon
Pukul 09.40 tiba di SMK N 1 Kemangkon tepat saat jam istirahat. Peneliti
sempat bingung dengan lokasi dari SMK N 1 Kemangkon yang ternyata masih
menumpang di SMP N 1 Kemangkon karena belum memiliki lahan sendiri. Untuk
ruang guru dan TU saja masih jadi satu dan masih menggunakan ruang yang
seharusnya menjadi ruang kelas. Menurut kepala sekolah yang juga sebagai
kepala sekolah SMP N 1 Kemangkon mengatakan bahwa sebelumnya SMK N 1
Kemangkon masih tergolong SMK kecil. Di sini hanya baru ada satu jurusan yaitu
TKJ (teknik komputer jaringan). Rencananya tahun depan SMK ini akan
direlokasi agar bisa memiliki unit gedung sendiri.
CATATAN LAPANGAN KE-11
Hari : Sabtu, 20 September 2014
Tempat : Desa Toyareka
Peneliti kembali ke Desa Toyareka setelah sebelumnya datang untuk
mewawancarai tiga narasumber. Kali ini peneliti mewawancarai satu narasumber
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lagi dari Desa Toyareka yang bernama PU. Peneliti mendapat informasi tentang
PU dari bapaknya yang seorang tukang becak dan sering menunggu penumpang
di Pasar Segamas Purbalingga. Dari bapaknya diketahui bahwa anaknya PU tidak
mau melanjutkan SMA/SMK karena tidak dibelikan sepeda motor padahal waktu
SMP putrinya cukup berprestasi di kelas dengan sering memperoleh peringkat
lima besar. Bapaknya juga menjelaskan hanya mampu membiayai sekolahnya saja
tidak mampu membelikan sepeda motor.
CATATAN LAPANGAN KE-12
Hari : Minggu, 21 September 2014
Tempat : Desa Kalialang
Desa keempat dan yang terakhir adalah Desa Kalialang desa ini memiliki
karakteristik yang sama dengan Desa Kedungbenda dan merupakan desa yang
direkomendasikan oleh pegawai kecamatan. Letak desa ini persis di sebelah utara
Desa Kedungbenda. Kalialang merupakan desa terjauh dari pusat kecamatan
Kemangkon, jaraknya 12,8 km. Penduduknya sebagian besar adalah petani. Desa
tersebut hanya bisa dicapai menggunakan kendaraan pribadi dan untuk sampai di
rumah penduduk yang pertama terlebih dahulu melewati bulakan-bulakan sawah
milik penduduk.
Tidak butuh waktu lama untuk mencari nara sumber, karena pada hari
sebelumnya saat meminta izin peneliti diterima dengan ramah bahkan pihak
kelurahan bersedia membantu. Maka peneliti langsung datang ke rumah PN dan
selanjutnya ke rumah MN. Orang tua keduanya sama-sama bertani namun untuk
orang tua PN baru tahun ini bisa menggarap sawah miliknya sendiri. Sebelumnya
ayahnya hanya sebagai buruh tani di sawah orang sedangkan ibunya hanya ibu
rumah tangga, hanya pada saat musim panen baru bisa membantu mencari nafkah
dengan membantu memanen sawah tetangganya atau sawah orang lain. PN sendiri
bekerja di salah satu industri rambut yang terletak di Kecamatan Kemangkon.
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Ur. NIS Tempat Tanggal Ayah Ibu
1 1301  Alenta Bio Sandra P Purbalingga 18 Mei 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 1 Purwareja klampok 25.40 J. Wiwanto Sri Rahayu Wirasaba RT 02/06
2 1302  Anggar Jati Saesario L Purbalingga 29 Maret `1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 1 Kemangkon 23.15 Sarotun Ngatoi R. Buruh Panican RT 14/05
3 1304  Anisa Dewi Ramayana P Purbalingga 18 November 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam MTsN Wirasaba 30.35 Sugiyanto Titik SKR Buruh Wirasaba RT 01/01
4 1306  Arma Indra Saputro L Banjarnegara 18 Maret 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 1 Kemangkon 32.95 Wiwid P.H. Umi H. Swasta Panican RT 13/05
5 1307  Bawono Pambarep Putro L Purbalingga 13 Juni 2000 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 1 Kemangkon 25.35 Suprihjanto Puji Lestari Kedungbenda RT 01/01
6 1312  Dimas Aditya putro L Purbalingga 12 September 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 1 Kemangkon 21.60 Mitro Suwarso Warsiyem Buruh Bokol RT 06/02
7 1314  Esti Wahyuning Utami P Banyumas 9 Juni 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 2 Mangunjaya 24.50 Sih Suyono Supinah alm. Buruh Jetis RT 02/05
8 1317  Firman Muliawan L Purbalingga 01 Juli 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam MTsN Wirasaba 31.25 Subanar Tugiyati Buruh Tidu RT 04/02
9 1321  Heri Kristianti P Purbalingga 27 Maret 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 5 Purbalingga 26.35 Saryono Siti Muniah Swasta Toyareka RT. 02/10
10 1322  Ifan Febrian L Purbalingga 13 Februari 1999 X.MIA Islam SMPN 2 Kalimanah 24.75 Sunaryo Tuminah Petani Karangtengah RT. 21/10
11 1325  Indri Nur Qoriah P Purbalingga 20 september 2000 14 Juli 2014 X.MIA Islam MTs Muh. 8 Kemangkon 28.50 Tusno Suryati Petani Pegandekan RT. 01/02
12 1329  Liana Niftatu Rahmah P Purbalingga 29 November 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam MTs Muh. 8 Kemangkon 29.55 Sumadi Jamini Pedagang Senon RT. 04/02
13 1331  Mugi Lestari P Purbalingga 26 Desember 1998 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 1 Kemangkon 25.00 Untung Mutiah Swasta Panican RT. 17/06
14 1332  Nadaa Mumtaazah Hidayah P Purbalingga 23 Agustus 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam MTs Muh. 8 Kemangkon 23.60 Alim Hidayat Supriyani Swasta Senon RT. 06/03
15 1337  Oktin Nur Wasih P Purbalingga 03 Oktober 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 4 Kemangkon 31.45 Sukoyo Kustinem Majatengah RT 22/08
16 1341  Reny Dwi Haryani P Tangerang 8 September 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam MTsN Wirasaba M. Daniel Muminati` Buruh Bakulan RT.13/06
17 1349  Siyam Nur Wahyudi L Purbalingga 20 Desember 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 1 Kemangkon 35.90 Sugiyo Rustinah Petani Senon RT. 04/02
18 1350  Sulastri P Purbalingga 21 Februari 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 2 Kemangkon Adi Suparno Sanis Petani Toyareka RT. 02/08
19 1354  Trisna Palupi P Purbalingga 9 Mei 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam MTs Muh. 8 Kemangkon 31.10 Mujiarso Tuswati Petani Senon RT. 01/01
20 1355  Vesti Mulyani P Purbalingga 27 Juni 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 1 Kemangkon 28.65 Harwono Miswen Swasta Bakulan RT.04/02
21 1358  Yosep Doni Ariawan L 14 Juli 2014 X.MIA Islam
22 1359  Yuliono L Purbalingga 20 Juli 1997 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 1 Bukateja 26.25 Edy Budiono Amsilah Swasta Senon RT. 09/03
23 1362  Zulfatin Alfa Zahroh P Purbalingga 18 Februari 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam MTs Muh. 8 Kemangkon 31.40 Ach. Samsudin Adinah Petani Senon RT. 03/01
24 1363  Iksan Romadon L Purbalingga 18 Desember 1999 14 Juli 2014 X.MIA Islam SMPN 4 Purbalingga 27.85 Saprin Supinah Pedagang Toyareka RT. 02/01
25 1364  Rahmat Ramadhan L 14 Juli 2014 X.MIA Islam
26 1368  Nida Zakiyyah P 14 Juli 2014 X.MIA Islam
27 1300  Aina Hadiyati Rasyada P Purbalingga 3 April 2000 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 2 Bukateja 23.45 Sarjono Ani M. Tidu RT 04/02
28 1308  Bunga Meliana Putri P Purbalingga 5 Februari 2000 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 2 Kalimanah Paryono
29 1310  Devina Eka surya Wardani P Purbalingga 5 desember 1998 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 5 Purbalingga Supriyadi Kalikajar, Kaligondang
30 1311  Diah Tri Afriani P Purbalingga 30 April 1998 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 1 Kemangkon 21.60 Imam Sumadi Sumirah Buruh Panican RT 12/04
31 1320  Hanna Islamia Ikka P. P Purbalingga 6 Januari 1999 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 2 Bukateja 21.00 Suparman Maemunah Tidu RT 04/01
32 1323  Ikhwanda Dwi Purnomo L 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam
33 1324  Imam Safingi L Purbalingga 29 Oktober 1999 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam MTs Muh. 8 Kemangkon 24.75 Sumeri Musringah Pensiunan PNS Panican RT. 23/08
34 1327  Kristiyanawati P Tuban 12 Juni 1998 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 1 Bangilan 30.70 Misrun Noimah Swasta Karangkemiri RT. 07/03
35 1328  Kunti Mara'tus Solikhah P Purbalingga 05 April 1999 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam MTsN Wirasaba 31.90 Abdul Karim Soliah Perangkat Desa Tidu RT. 01/02
36 1330  M. Yakub Abdul Setio L Bogor 20 Oktober 1999 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 4 Kemangkon 23.90 Slamet Eri P. Yanti Swasta Kemangkon RT. 02/05
37 1333  Najmi Bariq Mahdi L Purbalingga 24 Februari 1998 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 2 Bukateja 21.10 Sumoro Nani S. Majasari RT 02/04
38 1338  Puput Nur Haryanti P Purbalingga 13 Mei 1998 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 2 Kemangkon 21.20 Tugiono Suwarti Kemangkon
39 1339  Rafika Putri Setyaningsih P Purbalingga 12 Maret 2000 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 4 Kemangkon 21.60 Muhiron Romlah Panican RT 18/06
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Ur. NIS Tempat Tanggal Ayah Ibu
41 1344  Ridwan Wahyu Pratama L Jakarta 18 februari 1997 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 2 Kemangkon Suroso Toyareka
42 1345  Risma Yudha Prasetyo L Purbalingga 5 Juli 1999 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 5 Purbalingga 28.35 Parjiman Sulastri Bojong RT 06/03
43 1348  Siti Nur Aisah P Purbalingga 17 September 1998 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 5 Purbalingga Supriyadi Slinga, Kaligondang
44 1351  Tri Kasmirah P Purbalingga 17 juni 1999 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 1 Kemangkon 26.60 Amirodi Nirah Majatengah RT 05/02
45 1356  Vivi Anggraeni P Purbalingga 16 agustus 1999 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 1 Kemangkon 22.80 Slamet Tugiono Mustiah Buruh Kemangkon RT. 01/05
46 1357  Wahyati P Purbalingga 27 Februari 1999 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam MTs Ma'arif Kemangkon 23.25 Ustad M. Nangimah Senon
47 1361  Zaenal Abidin L Purbalingga 5 Oktober 1999 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam SMPN 2 Kalimanah 21.20 Abdul M. Sri Setiatun Sumilir RT 09/03
48 1365  Dhimas Pangestu L 15 Juli 2014 X.IS.2 Islam
49 1367  Adhitya Nur Cahyo L 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam
50 1299  Agung Prabowo L Purbalingga 14 April 1998 14 Juli 2014 X.IS.1 Islam MTs Muh. 8 Kemangkon 18.50 A. Subandi Suryati Senon
51 1303  Anggi Fajrianto L Purbalingga 24 April 1999 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam MTs Muh. 8 Kemangkon 28.80 Hadi Ismanto Yeniati Buruh Kemangkon RT 01/06
52 1305  Annafidia Satriani P Purbalingga 11 Mei 1999 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 1 Kalimanah 22.95 Sudarso Wahyuni J. Buruh Sidakangen RT 14/06
53 1309  Dea Aprilia Mega Pamungkas P Purbalingga 29 April 1999 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 5 Purbalingga Untung S. Sumarsih Penaruban RT 07/01
54 1313  Efi Yuliani P Purbalingga 22 Juli 1999 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam MTs Ma'arif Kemangkon 26.75 Sukirno Jumini Buruh Panican RT 13/05
55 1315  Faozan Wismantoro L Purbalingga 30 April 1998 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 1 Kemangkon 17.15 Suman Kustiah Panican RT 19/07
56 1316  Fika Puji Lukyana P Purbalingga 14 Desember 1998 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 1 Kemangkon Suminto Sri Mulyati Buruh Bakulan RT 13/06
57 1318  Gangsar Aldiansyah L Purbalingga 27 Mei 1997 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 2 Kemangkon Suwarso Sumiati Toyareka RT 01/06
58 1319  Ganjar Pangestu Gusti L Purbalingga 28 Mei 1999 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam MTs Ma'arif Kemangkon 18.95 Alm. Suyatno Nuchyanti Buruh Panican RT 15/05
59 1326  Khomsatu Nisa A. P Purbalingga 9 April 1999 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 1 Kemangkon 24.45 N. Hadi W. Sri Ratna W. Panican RT 09/03
60 1334  Neti Riyanti P Purbalingga 25 Maret 1998 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 4 Kemangkon 24.25 Hadi Kuswanto Alm Tusiyah Swasta Panican RT. 04/01
61 1335  Noni Tri Lestari P Purbalingga 17 juni 1999 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 1 Kemangkon 24.20 Ach. Muhardi S. Turiyah Buruh Panican RT. 08/03
62 1336  Oktafiani Latifah P Purbalingga 10 Oktober 1998 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 4 Kemangkon 20.55 Nasrul Jaiz Khusnul K. Petani Panican RT. 15/06
63 1340  Ragil Sanjaka L Purbalingga 6 Maret 1998 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 1 Kemangkon 16.95 Khasanudin Misniah Panican RT 20/07
64 1342  Rian Prasetya L 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam
65 1346  Riyan Dwi Agustina P Purbalingga 18 Agustus `1999 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 1 Kemangkon 24.85 Ach. Saefudin Ekowati Buruh Pelumutan RT. 20/07
66 1347  Roy Setiawan A.P. L Purbalingga 29 maret 1998 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam MTs Miftahussalam 22.50 Darmono Lussiana C. Jl Kenanga 1, Karanganyar
67 1352  Tri Raswati P Purbalingga 14 Oktober 1999 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 4 Kemangkon 23.15 Muhrodin Wartini Swasta Karangkemiri RT. 01/03
68 1353  Tri Susilo Fari P Purbalingga 01 juni 1999 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 1 Kemangkon 25.85 Abu Darin Misriyah Petani Panican RT. 15/06
69 1360  Yulita Dwi Pangestika P Purbalingga 10 Juli 1998 14 Juli 2014 X.IS.2 Islam SMPN 1 Kemangkon 22.45 Warsono Senon
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